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MOTTO 

"Sesungguhnya sesudah kesulitan i tu ada kemudahan. Ma ka apabila 

kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh- 

sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu 

ber harap" 

(Alam Nasyroh : 6-8) 

Setelah pohon terakhir tumbang dan air sungai telah kering, baru kita 

sadar, uang tidak dapat dimakan." Allah Swt. berf irman: "Dan janganlah 

kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka 

kepada orang-orangyang berbuat kerusakan." 

(QS. Al-Qashash (28): 77). 

"Para ah!i f i lsaf a t  hanya pandai menaf sir kan dunia, dengan berbagai 

cara; padahal yang terpenting ialah merubahnya" 

(Karl Marx) 
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KATA PENGANTAR 

Selaku Insan Alkamil yang hidup berbahagia di bawah kolong langit Suatan 

Sang Realitas Tunggal Jagat Raya, yakni Allah SWT. maka penulis tak hellti- 

hentinya memanjatkan Puji serta Syukur Kepada-Nya, karena atas limpahan 

rahmat serta hidayah-Nya, maka dengan semangat intelektualitas penulis dapat 

inenyelesaikan Tesis ini dengan baik. 

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca reformasi yang 

ditandai dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 merupakan bagian dari 

dimensi perkembangan kebijakan hukum otonomi daerah di Indonesia. Hal 

menarik dan patut dikaji dalam dinamika tersebut adaiah, mengenai diskusrsus 

seputar perkembangan hubungan antara pusat dan daerah terutama bertalian 

dengan hubungan pengawasan produk hukum daerah antara pusat dan daerah. 

Sistem pengawasan disisni juga berperan sebagai instruinen pengikat keutuhan 

dan keberlangsungan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diilamika 

tersebut telah menggugah penulis untuk melakukan kajian terhadap "Pengawasan 

Pusat Terhadap Produk Hukum Daerah dalam Hukum Otonomi Daerah Pasca 

Reformasi". 

Tesis ini merupakan sebuah karya ilmiah penulis sekaligus sebagai catatan 

atas dinamika otonomi daerah yang kian berubah seiring dengan adanya revisi 

Undang-Undang pemerintahan daerah. Pengaturan pengawzsan produk hukum 

daerah pasca reformasi secara yuridis diintegrasikan dalam UU No. 22 Tahun 

1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah serta peraturan pelaksana lainnya. Selain itu, dalam pengaturannya terjadi 

pertentangan legitimasi kewenangan pengawasan produk hukum daerah (Perda). 

UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 memberikan legitimasi konstitusional 

kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan 

U a e r a h ,  sedangkanUUUNo. 25 Tahun 26 i  4 tentang Femerint- 



khusus memberikan legitimasi normative kepada Menteri dan Gubemur untuk 

membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 

Dengan kerendahan hati, penulis lnenyadari bahwa Tesis ini belum jauh 

daIi kesempumaan sehingga membutuhkan penggalian secara radikal tentang teori 

maupun konsep-konsep yang ada relasinya dengan pengawasan produk hukum 

daerah. Tesis ini tidak hanya lneinbutuhkan literatur teks saja na:nun yang tidak 

kalah penting juga adalah literatur yang hadir dari diskusi-diskusi nonformal, 

pengajaran, serta bimbingan. Hal ini telah melibatkan banyak pihak baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, mutlak kiranya pada 

kesempatan ini penulis ingin memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih 

yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, selaku Ketua Program Pascasarjana 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 

2. Dr. Ridwan HR, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing, yang dengan penuh 

kesabaran melakukan sentuhan koreksi, dan Prof. Dr. Ni'matul Huda, M.Hum 

dan Dr. Saifbdin, S.H., M.Hum, selaku penguji yang telah memberikan 

banyak pemallarnan kepada Penulis terkait dengan dimensi hukum tata negara 

Indonesia. 

3. Keluarga besarku tercinta, buat ibu dan bapak, Anca Turusi dan Nasri Lule 

yang tak pemah tzili akan suara-suara kasih sayang, tidak pemah lumpuh 

berdiri demi kesuksesan anak-anaknya, tak pernah buta pada fakta, selalu 

berlari kencang walaupun difitnah, dan satu ha1 yang penulis baru sadari 

temyata mereka lahir "bukan untuk mereka", tetapi "mereka lahir untuk aku 

dan semzia orangJJ. Seandainya ada kata yang lebih agung dari kata "maaf' 

dan "terima kasih", maka akan kupersembahkan kapada kalian (bapak dan 

ibu) walaupun "kata" itu dapat mengguncang kekuasaan Tuhan. Dengan 

sejujumya penulis mengapresiasikan dengan mengetik narna Bapak dan Ibu 

dalam lembar kertas suci ini dengan penuh cucuran air mata. Terima kasih atas 

ketulusan doanya yang selalu dikirim kepada penulis untuk dijadikan 

~nstix m e n " c f a ~ e n y e i e s a i ' k ~ i s  in1 . 
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dengan beragam suku, bahasa dan daerah serta profesi, tapi satu kesatuan jiwa 

kita adalah solidaritas tanpa batas dan perbedaan ini adala'n kekuatan kita. 

Semoga perjuangan dan solidaritas kita menjadi abadi. 

5. Kawan-kawan di Lingkar Studi Pascasarjana (LSPs) Kab. Pulau Morotai- 

Yogyakarta, Nurdin Natan, Ailan Gorahe, Akmal Hi. Dahlan, Amnn Sibua, 

Nasrudin Jafar, Riska Madogo dan kawan-kawan yang tak sempat Penulis 
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yang tepat untuk diapresiasikan kepada mereka. Sejujurnya, penulis belajar 

banyak tentang arti solidaritas, arti perjuangan dan arti kesabaran dalam alam 

rantauan. Semoga kesuksesan menyertai mereka dalam ruang dan waktu yang 

tepat. 

7. Sudara-sudaraku tercinta dan sangat Penulis banggakan, yang 

memanifestasikan din padz sebuah kelompck "PEilANTAU", Eta1 Pargas, 

Amran Nasir, Ahmad Fatir, Gusti Fadil, July Wiarti, Danu, Zul, Irfan dan 

saudara-saudara lain yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu. Dengan 

sejujurnya, ketika penulis menguraikan apresiasi dan ucapan terima kasih ini, 

hilang semua konsep, dan bingung bagaiinana merangkai kata menjadi kalimat 

untuk mengakomodasi seluruh kebaikan, ketulusan, kemuliaan dan sejenisnya 
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ratusan lembar kertas dan ratusan ribu kata untuk menguraikan kebaikzn 

mereka. Semoga jahitan solidaritas kita tidak putus. 

Atas kehendak jiwa yang sadar akan segala daya dan kemampuan, dibarengi 

dengan keikhlasan dan keyakinan dalam menelusuri kebenaran sebagai suatu 

hakikat kehidupan maka penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini 

lnasih terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu Penulis dengan segala 

kerendahan hati menerima kritik dan saran yang konstruktif dari selnua pihak 
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Akhir kata semoga karya kecil ini menjadi bagian dari pendedikasian 

Penulis kepada Sang Realitas Tunggal Jagat Raya (Allah SWT) sekaligus sebagai 

lautan literature yang berdimensi hukum tata negara dan bermanfaat bagi umat 

manusia yang membutuhkannya. Amin. 

Yogyakarta, 16 November 20 16 
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ABSTRAK 

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca reformasi yang 
ditandai dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 merupakan bagian dari 
dimensi perkembangan kebijakan hukum otonomi daerah di Indonesia. Hal 
menarik ddn patut dikaji dalam dinamika tersebut adalah, mengenai diskusrsus 
seputar perkembangan hubungan antara pusat dan daerah terutama bertalian 
dengan hubungan pengawasan produk hukum daerah antara pusat dan daerah. 
Pasca reformasi, pengaturan pengawasan pusat terhadap produk hokum daerah 
dalam perjalanannya diintegrasikan pada UU No. 22 ~ a h u n  1999, UU No. 32 
Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana 
pengawasan pusat terhadap produk hukum daerah dalam hukum otonomi daerah 
pasca reformasi?. Kedzia, apakah otonomi daerah dan pengawasan pusat terhadap 
daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan 
upaya untuk melemahkan kedudukan pemerintahan daerah? Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian yuridis normat$ yang objek penelitiannya mencakup 
norma hukum yang mengatur tentang pengawasan pusat terhadap daerah dalam 
undang-undang pemerintah daerah, yakni UU IVo. 22 Tahun 1999,UU No. 32 
Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah. 

Penelitian ini memperlihatkan bahwa, Pertama, desain pengaturan 
pengawasan pusat terhadap produk hukum daerah pasca reformasi selalu 
berkembang seiring deilgan perubahan kebijakail otonomi daerah. UU No. 22 
Tahun 1999 hanya mengandalkan pengawasan represif dalam melakukan 
pengontrolan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah. Pengawasan tersebut 
ditujukan terhadap produk hukum daerah berupa pembatalan Perda dan 
Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, 
peraturan penmdang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang- 
undangan lainnya. Pengawasan produk hukum daerah dalam UU No. 32 Tahun 
2004 dilakukan melalui pembatalan Peraturan Daerah dan evaluasi rancangan 
Peraturan Daerah tertentu. Kemudian UU No. 23 Tahun 2014 mengkonstruksikan 
dua pengawasan produk hukum daerah, yaitu pengawasan melalui pembatalan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan evaluasi terhadap rancangan 
Peraturan Daerah tertentu. Kedua, UU No. 23 Tahun 2014 memberikan porsi 
pengawasan kepada Pemerintah Pusat cukup besar terhadap pelaksanaan 
pemerintahan di daerah. Selain itu, ada beberapa dimensi yang dapat dikatakan 
telah melemahkan kedudukan pemerintahan daerah, yaitu hiiangnya asas otonomi 
dari kons td s i  normative UU No. 23 Tahun 2014 dan tereduksinya kewenangan 
pemerintahan daerah. Sehingga tidak berlebihan jika otonomi daerah dan 
pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah dalam UU No. 23 
Tahun 2014 dapat dikatakan sebagai upaya untuk melemahkan kedudukan 
pemerintah daerah. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dinamika hukum pemerintahan daerah pasca refonnasi yang ditandai 

dengan jatuhnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuaszan pada 1998 

merupakan bagian dari dimensi perkembangan penerapan otonomi daerah di 

Indonesia. Perubahan penting dan menarik untuk dikaji dalam dinamika tersebut 

adalah mengenai diskursus seputar perkembangan hubungan antara pusat dan 

daerah. Hubungan pusat dan daerah pada masa peinerintahan Orde Baru yang 

dapat dikatakan bercorak sentralistik menjadi isu sentral untuk melakukan 

pembaharuan dengan hubungan yang berciri desentralistik melalui penyerahan 

urusan pemerintahan berdasarkan priilsip otonomi has ,  nyata dan 

bertanggungi awab. 

Merespon ha1 tersebut, pada tanggal 13 November 1998 MPR 

mengeluarkan sebuah produk hukum yang menjadi dasar pembentukan atau 

penyelenggaraan otonomi daerah, yakni Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 

tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan 

Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Periinbangan 

Keuangan Pusat dan daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. TAP MPR ini menegaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah 

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan 

keanekaragaman daerah, dan dalam pelaksanaannya hams berdasarkan pada asas 
-- - 



--- 

kerakyatan dan beskesinainbungan yang diperkuat riengan pengawasan DPRD 

dan masyarakat. 

Sebagai tindaklanjut dari TAP MPR lVoinor XV/MPR/1998, kemudian 

ditetapkanlah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 

25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah. Ditegaskan pula prinsip penyelenggaraan peinerintahan daerah dalam 

UU No. 22 Tahun 1999, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah hams 

berdasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat hanya dapat 

dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan asas tugas 

pembantuan dapat dilaksanakan oleh daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah 

kota, serta desa. 

Disamping itu, ada beberapa prinsip dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang 

dijadikan pedoman da!am pemberian otonomi daerah, yakni: (a) pelaksanaan 

otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab. (b) 

penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan 

prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. (c) peilyelenggaraan 

otonomi yang luas dan utuh dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota, 

sedangkan daerah provinsi disamping berstatus sebagai daerah otonom (terbatas) 

juga sebagai wilayah administratif. (d) pelaksanaan otonomi daerah hams 

menjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. (e) 
- - -- ------- ---------- 

-- 



pelaksanaan otonomi daerah haius meningkatkan keinandirian daerah serta 

ineningkatkan peran dan fungsi DPRD. 

Jika mencermati konstruksi normatif UU No. 22 Tahun 1999, daerah 

diberikan kewenangan yang cukup besar dalam rangka melaksanakan bidang 

urusan pemerintahan. Kewenangan daerah mencakup seluruh bidang 

pemerintahan, kecuali yang telah ditetapkan oleh undang-undang menjadi 

kewenangan Pemerintah, yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, 

peradilan, moneter dan fisikal, agama serta kewenangan bidang lain. 

Kewenangan bidang lain yang inenjadi kewenangan Pemerintah meliputi 

kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional 

secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan 

lembaga perekonomian negara, pembinaan dar, psmberdayaan slimbsr daya 

nianusia, pendayagunam sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, 

konservasi, dan standarisasi nasional (Pasal 7). 

Membaca sepintas konstruksi UU No. 23 Tahun 2014 telah menimbulkan 

intrepretasi yang rasional bahkan formula pengaturan pemerintahan daerah dalam 

undang-undang tersebut dipandang paling ideal dan rinci. Namun, ada beberapa 

ha1 yang menjadi prinsip dasar penyelenggaraan pernerintahan daerah dalam 

pengaturan sebelumnya (UU No. 32 Tahun 2004) hilang dari konstruksi normatif 

UU No. 23 Tahun 2014, misalnya tentang azas otonomi daerah. Sebelum adanya 

penbahan, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah disebutkan bahwa 

daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan inenurut asas 



otonoini dan tugas pembantuan. Dengan dei~ikian, asas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Hal berbeda ketika ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tidak menyebutkan 

sama sekali asas otonoini. Dalam Pasal 5 ayat (4) hanya menekankan bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas 

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kalau diperhatikan secara 

mendalam, hilangnya semangat otonomi karena sesungguhnya filosofis 

penyelenggaraan pemerintahan daerah (asas otonomi) yang sebelumnya menjadi 

tuntutan masyarakat tereliminasi dari pengaturan pemerintahan daerah yang baru, 

hingga pada akhirnya berkonsekuensi pada asas penyelenggaraan urusan 

pemerintahan. 

Dalam Pasal2 ayat (2) 'JU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa ... daerah 

bemenang mengatz~r dan meY:gzwzls sendiri urusan pemerintahan berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembantuan. Dari ketentuan demikian berarti daerah 

mempunyai independesi "rumah tangga" sekaligus memegang kekuasaan "rumah 

tangga" untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Namun, 

dalam Pasal 5 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 hanya menyebutkan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas 

desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan, sehingga aspek mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan bergeser menjadi dilaksanakan urusan 

pemerintahan. 



Dengan argun~entasi otonoini luas: nyata serta bertanggungjawab, UU No. 

22 Tahun 1999 inenainpakkan desain pengaturan hubungan antara daerah 

provinsi dan daerah kabupateidkota bahkan antara Pemerintah Pusat dan daerah 

bersifat nonhirarkis. Dalam artian bahwa pemerintahan daerah provinsi bukan 

merupakan pemerintahan atasan dari daerah kabupaten dan daerah kota dan 

masing-masing berdiri sendiri serta tidak mempunyai hubungan satu sama lain. 

Pada akhirnya: desain pengaturan semacam ini akan menimbulkan beragam 

konsekeuensi, baik itu terhadap penentuan urusan rumah tangga daerah 

maupunterhadap hubungan antara pusat dan daerah berupa hubungan 

kewenangan, hubungan keuangan serta hubungan pengawasan. 

Desain pengaturan hubungan pusat dan daerah maupun antar daerah dalam 

UU No. 22 tahun 1999 inenajdi instrumen pembandiilg untuk melakukan 

pembaharuan hubungan antara pusat dan daerah maupun mtar daerah provinsi 

dan kabupatedkota dengan merujuk pada pola hubungan yang bersifat hirarkis. 

Dengan demikian, melalui amandemen UUD 1945, diperbaikilah desain 

pengaturan sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 22 Tahun 1999. 

Perubahan Kedua UUD 1945 ielah melahirkan gagasan baru tentang 

hubungan pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena 

secara struktur dan substansi terjadi pergeseran yang cukup signifikan. 

Sebelumnya, legitimasi konstitusional pemerintah daerah hanya diatur dalam satu 

pasal, yaitu Paszl 18 UUD 1945. Namun, setelah amandemen, sumber 

konstitusional pemerintah daerah mengacu pada Pasal 18, Pasal 18A, dan 18B. 



yang kian mencari fonnat ideaiitas sesuai dengan konsep Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

I Jika mencennati perjalanan kebijakan hukum otonomi daerah di Indonesia, 

I kita akan mer~dapatkan sebuah kerangka pikir bahwa hubungan pusat dan daerah 

selalu berubah seiring dengan perubahan kebijakan otonomi daerah, teruta~na 

bertalian dengan hubungan pengawasan antara pusat dan daerah. UU No. 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang yang sangat 

I besar kepada daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan potensi dan 

I aspirasi yang berkembang di daerah tersebut, sepanjang tidak menyangkut urusan 

1 yang masih menjadi kewenangan pernerintah pusat.' Agar supaya daerah dalam 

1 melaksanakan kewenangan tersebut tidak keluar dari pedoman yang telah diatur 

b dalam ketentuan peraturan per~ndang-undangan, dan untuk mewujudkan 

penyelenggaraan pemeiintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme, maka langkah-langkah pemerintah daerah dalam implementatifnya 

hams disertai dengan sistem atau mekanisme pembinaan dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Urgensitas pengawasan pusat terhadap produk hukum daerah merupakan 

langkah yang tepat sebagai upaya menjaga daerah dari tindakan inkonstitusional 

dan tidak membelejeti hak konstitusional masyarakat yang ada di daerah. Sistem 

pengawasan disisni juga berperan sebagai instrumen pengikat keutuhan dan 

keberlangsungan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan 
,? 

hukum pekerintahan daerah bukanlah merupakan ha1 baru dalam dinamika 
-- 

--- 

' Ni'matul Huda,Pengawasan P~lsat Terhadap Daerah d a l m  Penyelenggaraan Pemerintahan 
D m h ,  Cetakan PwtRma (Y ogyakartarEH 2007)- hlm 18 1. 



berpe~nerintahan, kareila sernenjak awal kemerdekaan sainpai sekarang, kita 

mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar 

pengimple~nentasia~l kebijakan otono~ni daerah terutama berkaitan dengan sistein 

pengawasan pusat terhadap daerah. 

Dimasa pemerintahan Orde Baru dengan legitimasi hukum UU No. 5 

Tahun 1974, pengawasan pusat terhadap daerah diaktualisasikan melalui 

pengawasan terhadap produk hukum daerah (preventif dan pengawasan represif) 

dan pengawasan uinuin. Pengawasan preventif dan pengawasan represif 

ditujukan terhadap produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah dan 

Keputusan Kepala Daerah untuk melihat konsistensi atau kesesuaian dengan 

kepentingan umum, peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah 

tingkat atas, sedaiigkan pengawasan umum diorientasikan terhadap segala 

kegiatan pemerintshan daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dengan baik. 

Secara normatif, pengawasan preventif mengandung arti bahwa produk 

hukum daerah berupa Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah 

mempunyai kekuatan mengikat atau baru berlaku setelah ada pengesahan dari 

pejabat yang berwenang, sedangkan dalam rangka pengawasan represif, 

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan 

kepentingan umum, peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah 
* 

tingkat atas dapat ditangguhkan keberlakuannya atau dibatalkan oleh pejabat 

- - - - -- - - 
yang benvenang. 



--. - 

UU 1Vo. 5 Tahun 1974: secara teknis inemberikan kewenangan kepada 

Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengesahan terhadap suatu Peraturan 

Daerah dan Keputusan Kepala Daerahtingkat I dan Gubemur melakukan 

pengesahan untuk berlakunya suatu Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala 

Daerah tingkat 11. Pengawasar, represif diwujudkan dalam bentuk pembatalan 

suatu Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang di duga 

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan atau 

Peraturan Daerah tingkat atas. Jika dalam prakteknya, Gubemur tidak 

inenangguhkan atau membatalkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepal a 

Daerah tingkat 11, penangguhannya atau pembatalannya dapat dilakukan oleh 

Menteri Dalam Negeri. 

Sepintas rnencermati substansi UU No. 5 Tahun 1974 yang mengatur 

tentang pengawasan pusat terhadap daerah, terdapat beberapa kelemahan atau 

tidak secara rinci mengatur mekanisme upaya keberatan oleh pemerintah daerah 

jika dalarn penyelenggaraan pemerintahannya tidak menerima keputusan 

pembatalan yang dikeluarkan oleh pejabat yang benvenang. Mekanisme seperti 

ini telah memposisikan pemerintah daerah agar bersifat pasif atas tindakan 

represif Pemerintah dalam ha1 menangguhkan atau membatalkan Peraturan 

Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. 

Desain pengaturan pengawasan pusat terhadap daerah yang terdapat dalam 

UU No. 5 Tahun 1974 kemudian dikoreksi melalui pemberlakuan UU No. 22 

Tahun 1 999 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus menggantikan dan 
-- - 

dinyatakan tidak beriakunya U'u' Iu'o. 5 Tai1u11 1974. TVTU &. 22 Tahw !??? 



I meniadakan pengawasan preventif sebagai bentuk pengawasan yang pernah 

1 diterapkan sebeluinnya. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh pergeseran paradigma 

otono~ni daerah yang sebelumnya masih sentralistis dengan dasar hukum UU No. 

5 Tahun 1974, kemudian bergeser dan mengikuti tuntutan reformasi dengan 

menerapkan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab, sehingga 

konsekuensinya, pengawasan preventif dianggap sebagai dimensi pembatasan 

ruang gerak daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, baik itu 

melalui pembentukan peraturan daerah maupun maupun keputusan kepala 

daerah. 

UU No. 22 Tahun 1999 lebih mengandalkan pengawasan represif untuk 

memberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan serta 

me~nberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan 

pengzwasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Oleh kerena itu, Peraturan 

Daerah yang ditetapkan Daerah Otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih 

dahulu oleh pejabat yang benvenang. 

Ada segi positif dan negatif meniadakan pranata pengesahan Peraturan 

Daerah. Segi positif, karena pengawasan preventif dapat menjadi daya kendali 

atau belenggu terhadap insiatif daerah. Melalui pengawasan preventif daerah 

"dipaksa" selalu tunduk pada kemauan pihak yang berv~enang memberi 

pengesahan. Segi negati f, tidak ada unsur pencegahan terhadap kekeliruan, 

kecerobohan atau kesalahan suatu peraturan daerah, misalnya ternyata 

bertentangan dengan kepentingan umum, atau bertentangan dengan peraturan 



perundai~g-ufirjangar! yang lebih tinggi tingkatannya. Tentu saja, keadaan ini tetap 

dapat dikendalikan melalui pengawasan represif.2 

Untuk memungkinkan pengawasan represif, UU No. 22 Tahun 1999 

menegaskan bahwa setiap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah 

disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari setelah 

ditetapkan. Pemerintah dapat rnembatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepetingan umum atau peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan 

lainnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika daerah tidak menyampaikan 

Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan limitasi waktu 

yang telah ditentukan? Apakah ada sanksi tertentu yang diberikan kepada 

perr~eiintahan dzerah? Hal ini luput dari konstruksi pengawasan represif yang 

diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999. 

Pemerintah pusat sewaktu-waktu membatalkan peraturan daerah atau 

keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, atau suatu 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau suatu 

peraturan perundang-undangan lain. Pembatalan dilakukan terhadap peraturan 

daerah atau keputusan kepala daerah yang sudah berlaku dan mungkin telah lama 

berlalku serta tel ah pula menimbulkan berbagai akibat hukum. Suatu pembatalan 

hams memperhatikan dengan sungguh-sungguh berbagai akibat hukum yang telah 

terjadi tersebut. Bagaimanakah pula, apabila tidak pernah ada pembatalan 

- - -- - - terhadap peraturan daerah yang bertenta~gan dengan kepentingan umum atau 

' ~ a ~ i r  Manan, Menyongsong Fnjnr Otonomi Dnerah, Cetakan Pertarna (Yogyakarta: FH UII, 
zoor), k154. 



peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang- 

undailgan lain? Peraturan daerah atau keputusan kepala daerah tersebut akan 

berlaku terus dengan segala akibat yang bertentangan dengan kepentingan umum 

atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.' 

Hal berbeda kemudizn diatur dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 yang 

juga bisa dianggap sebagai penyempurnaan dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, karena dalam konsideren UU No. 32 Tahun 2004 

ineinpertimbangkan bahwa UU No. 22 Tahun 1999 tidak lagi sesuai dengan 

perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan 

peinerintahan daerah sehingga perlu dilakukan perubahan. 

Kaitannya dengan pengawasan represif, UU No. 32 Tahun 2004 mengurangi 

limitasi waktu penyampaian Perda paling lama lima belas hari (UU No. 22 Tahun 

1999) menjadi paling lama tujuh hari setelah ditetapkan disampaikan kepada 

Pemerintah. Sama halnya dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang tidak mengatur 

sanksi bagi daerah ketika setelah Perda ditetapkan tidak disampaikan kepada 

Pemerintah. Seharusnya kelemaahan pengaturan pengawasan represif yang 

terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999 dapat disempurnakan melalui perubahan 

UU No. 32 Tahun 20G4 tersebut. 

Walaupun ada pengawasan represif, dalam pengaturannya baik UU No. 22 

Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004 masih memberikan ruang kepada 

daerah untuk melakukan upaya keberatan terhadap keputusan pembatalan Perda 

kepada Mahkamah Agung. Dalam implementasinya, jika kepala daerah keberatan 
-- - - --- -- -- 



d e ~ ~ g a n  keputusan peinbatalan peraturan daerah, maka dengan dibenarkan oleh 

peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah dapat inengajukan keberatan 

kepada Mahkamah Agung dan pengajuan keberatan tersebut merupakan upaya 

hukum terakhir yang diternpuh oleh kepala daerah. Akan tetapi, yang diujikan ke 

Mahkamah Agung bukanlah Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah, 

melainkan Peraturan Presiden yang membatalkan Peraturan Daerah. 

Pasal 145 ayat (6) UU No. 32 Tahun 2004 menekankan bahwa ayabila 

pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah 

Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum. Pengaturan seperti ini merupakan upayz untuk 

meminimalisir kemungkinan terjadinya tindakan kesewenmg-wenangan oleh 

badan atau organ pemerintahan yang mempunyai kewenangan mernbatalkan 

Perda demi kepentingan kelompok tertentu, misalnya Perda A mengatur teniang 

investasi, disatu sisi investasi bisa menjadi instrumen kesejahteraan bagi 

masyarakat, akan tetapi disisi lain pengaturan Perda tersebut secara financial 

membebani investor yang melakukan investasi. Bisa saja investor bekerja sarna 

dengan Pemerintah sehingga dengan tekanan dan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu Pemeriiltah mengambil kebijakan untuk membatalkan atau menyatakan 

bahwa Perda A bertentzngan dengan kepentingan umum atau peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Dari berbagai uraian diatas maka terpikirkan bahwa UU No. 22 Tahun 1999 

dan UU No. 32 Tahun 2004 kurang mendapatkan penegasan terhadap pengawasan 
-- --- --- -- 

pusat terhadap daerah. Berbagai dimensi probiematika hukum pengawasan 



-- 

represif: baik itu berkaitan dengan, instrumen hukum pembatalan Perda, limitasi 

waktu dan kepatuhan pemerintahan daerah menyampaikan Perda kepada 

Peinerintah telah menjadi perhatian khusus dalam perbincangan hukum otonomi 

daerah saat ini. Oleh sebab itu, dengan merasa pentingnya dimensi pengawasan 

pusat terhadap daerah dalam rangka menjaga keselarasan kepentingan nasional, 

maka melakukan reformasi sistem pengawasan pusat terhadap daerah merupakan 

langkah yang konkrit dan relevan. 

Konsep pengawasan pusat terhadap daerah dalam UU No. 22 tahun 1999 

dan peraturan pelaksana lainnya terdiri atas pengawasan represif dan pengawasan 

fungsional. Walaupun demikian ada pula bentuk pengawasan legislatif dan 

pengawasan masyarakat. Namun ha1 itu bukan menipakan kompotensi Pemerintah 

Pusat. Sedangkan UU No. 32 Tahun 2004 mengambil perspektif yang agak 

berbeda dengan konstruksi pengawasan yang dianut oleh UU No. 22 Tahun 1999, 

dengan memanifestasikan konsep pengawasan berupa pembatalan peraturan 

daerah (pengawasan represif), evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengawasan preventif (terbatas) dan 

Pengawasan Fungsional. 

UU No. 23 Tahun 2014 tidak menyebutkan secara tegas konsep pengawasan 

tertentu seperti dalam perbincangan tecri hukum yang berkembang saat ini. 

Namun, jika mencermati konsep pengawasan yang terkonstruksi dalam undang- 

undang pemerintahan daerah tersebut, maka setidaknya ada beberapa bentuk dan 
-- - -- - 

p n ,  y a i h  



pengawasan represif (peinbatalan Perda dan Perkada), evaluasi terhadap 

Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah, dan 

pengawasan umum. 

Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Pusat dapat 

mendelegasikan kepada menterilkepala lembaga pemerintahan nonkementerian 

untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah provinsi. Sedangkan pengawasan Pernerintah Pusat terhadap 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten!kota dilaksanakan oleh 

gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah. 

Eerbagai kelemahan pengawasan represif yang terdapat dalam UU No. 22 

Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004, kini disempurnakan oleh UU No. 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, walaupun dalam konstruksi 

normatifnya masih dikatakan mengandung unsur sentralisasi, yang diorientasikan 

agar supaya daerah tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian masalah yang termanifestasi dalam latar belakang diatas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengawasan pusat terhadap produk hukum daerah dalarn hukum 

otonomi daerah pasca reformasi ? 



2. Apakah otonoilli daerah dan pengawasan pemerintah pusat terhadap 

pemerintahan daerah dalam UU No. 23 Tahun 201 4 merupakan upaya untuk 

melemahkan kedudukan pemerintah daerah ? 

C. Tujuan Penelitian 

Ada pun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Menganalisis dan mengetahui pengawasan peinerintah pusat terhadap produk 

hukum daerah dalam hukum otonomi daerah pasca reformasi. 

2. Menganalisis dan mengetahui apakah otonomi dazrah dan kewenangan 

pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah dalam Undang- 

Undang No. 23 Tahun 2014 merupakan upaya untuk melemahkan kedudukan 

pemerintahan daerah. 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah penulis 

paparkan diatas, maka hasil penelitian in1 diharapkan mampu memberikan 

manfaat, yang penulis klasifikasi menjadi dua, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan me~jadi bagian dari upaya pengembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang hukuin tata negara khusunya yang 

berkaitan dengan pengawasan pemerintah pusat terhadap produk hukum 

daerah dalam hukum otonomi daerah pasca reformasi. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi peneliti 

lainnya ketika mengkaji permasalahan yang sama. 



- ... 

2. Secara Praktis 

a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari gambaran 

untuk mengetahui pengawasan pusat terhadap produk hukum daerah 

daiain hukum otonomi daerah pasca reformasi. 

b. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

pertimbangan sekaligus masukan yang konstruktif, baik eksekutif maupun 

legislatif khususnya berkaitan dengan pengawasan pemerintah pusat 

terhadap produk hukum daerah di masa depar,. 

E. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian ini merupakan refleksi pemikiran penulis yang lahir dari upaya 

menggali masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan pengawasan pusat 

terhadap daerah dalarn kerangkz hukum otonomi daerah pasca reformasi, baik 

pengawasan penyelenggaraan pernerintahan maupun pengawasan terhadap produk 

hukum daerah (Perda). Politik hukum otonomi daerah secara dialektis terlihat 

berubah dari arah kebijakan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Jelas 

terlihat pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang banyak 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Kemudian muncul gagasan 

baru bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak lagi menyentuh jantung 

demokrasi, sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, paradigma desentralistik yang ada 

dalam UU No 32 Tahun 2004 bergeser ke arah re-sentralistik yang ditandai 

dengan ditetapkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 



Penulis menyadari dalam penelitian ini terdapat beberapa tulisan ilmiah 

lainnya mempunyai pembahasan yang hampir mirip, yaitu: pertama, Ni'inatul 

~ u d a , ~  melakukan penelitian terhadap Hubungan Pengawasan Produk Hukum 

Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pada kesimpulannya, Ni'inatul Huda mengatakan bahwa pemerintah 

pusat mempunyai kewenangan melakukan pengawasan atau kontrol terhadap 

produk hukum daerah, baik produk hukum daerah provinsi, kabupaten maupun 

kota, sepanjang pengawasan tersebut mempunyai kaitannya dengan atau untuk 

kepentingan nasional yang objektif. Selain itu, kaitannya dengan legitimasi 

kewenangan pembataladpengujian peraturan daerah, seharusnya tidak diberikan 

kepada pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan daerah yang dianggap 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena 

kewenangan pengujian peraturan daerah ada pada Mahkamah Agung. 

Kedua, Despan ~ e r ~ a n s ~ a h , ~  melakukan penelitian terhadap Politik Hukum 

Otonomi Daerah Di Indonesia, namun fokus pembahasannya lebih pada 

pergeseran kedudukan dan kewenangan gubernur dalam undang-undang 

pemerintahan daerah pasca reformasi, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Unciang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada kesimpulannya, baik secara 

umum maupun berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan gubernur telah 

4 Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam 

-- 

Indonesia (UII), Yogyakarta 2009. 
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terjadi pergeseran politik hukum otonomi daerah. Nampak jelas bahwa pergeseran 

otonomi daerah terjadi terutama terkait dengan kedudukan dan kewenangan 

gubernur. 

Ketign, penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni tentang Pengaturan 

Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di N K R I . ~  Dalain 

kesimpulannya, perbedaan desentralisasi pemerintahan daerah disebabkan karena 

perbedaan rejim pemerintahan yang berkuasa. Apabila rejim yang berkuasa lebih 

sentralistik, maka pelaksanaan otonomi daerah lebih menekankan kepada 

dekosentrasi dan tugas pembantuan dari pada desentralisasi (kasus dalam UU No 

5 Tahun 1974). Sedangkan pada rejim refcrmasi pelaksanaan otonomi daerah 

lebih menekankan pada bentuk otonomi yang luas dan nyata. 

Kedudukuan orisinalitas dalam penelitian ini terdapat pada beberapa 

konstruksi pengawasan pemerictah pusat terhadap daerah dalam hukum otonomi 

daerah yang belum disentil oleh penelitian diatas. Pengawasan pusat terhadap 

daerah dapat ditinjau dari dua sisi, yakni pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap produk hukum 

daerah-Walaupun ada beberapa bahasan yang mungkin sama, namun secara 

yuridis masih ada perbedaan. Karena penelitian yang dilakukan oleh Ni'matul 

Huda dan Tri Wahyuni, memakai variable Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004, dan belum sampai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, karena undang-undang tersebut baru ditetapkan pada akhir 

Tesis Pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam 
Indonesia (ULI), Yogyakarta 20 12 



inasa sidang DPR tahun 2014. Dengan demikian penulis rnerasa penelitian yang 

dilakukan oleh Ni7matul Huda dan Tri Wahyuni belum menyentuh paradigma 

baru politik hukum otonomi daerah maupun pengawasan pusat terhadap daerah 

khusunya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4. 

Selain itu, penelitian Despan Heryansyah membahas tentang pergeseran 

kedudukan dan kewenangan gubernur dengan memakai variabel UU 2312014, 

yang ada kaitannya dengan bahasan yang penulis lakukan mengenai pengawasan 

produk hukum daerah oleh Gubernur. Dalam UU 2312014 gubernur mempunyai 

kewenangan melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tertentu dan 

membatalkan peraturan daerah kabupzten dan kota yang dianggap bertentangan 

dengan peraturan pcrundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum 

danlatau kesusilaan. Namun yang diteliti oleh Despan hanya pada batas 

kewenangan gubernur dalam membatalkan peraturan daerah kabupaten dan kota 

dan kewenangm lain yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan fokus 

penelitian yang penulis lakukan bukan hanya sebatas kewenangan gubernur, 

namun juga kewenangan Menteri dalam membatalkan peraturan daerah atau 

evaluasi rancangan Perda tertentu. Selain itu, penulis juga lebih fokus pada 

pengawasan pusat terhadap daerah pasca reformasi, baik itu melalui bentuk 

pengawasan represif, pengawasan preventif maupun pengawasan umum. 

F. Kerangka Teori . . 

1. Konsepsi Negara Kesatuan 

Konsepsi dasar negara demokrasi medern selalu saja menginginkan adanya 
~- 

--- --- --- --- --- --- ---- . . . . ~ 



-. . . 

tidak terjadi pemusatan kekuasaan dalam satu lembaga tertentu. Karena, apabila 

kekuasaan terpusat di satu tangan atau lembaga, maka potensi penyalahgunaail 

wewenang tak dapat dihindarkan apalagi kewenanganfkekuasaan tersebut tak 

dikontrol. Adigium yang cukup terkenal adalah pernyataan yang disampaikan oleh 

Lord Acton bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupts 

absolutely. 

Secara teoritis, pemencaran atau pembagian kekuasaan dalam sistem 

pemerintahan terdiri atas pembagian secara horozontal dan pembagian secara 

vertikal. Terminologi pembagian secara horizontol lebih menitik beratkan pada 

pemencaran kekuasaan terhadap lembaga-lembaga negara yang kedudukannya 

sejajar dalam se5uah sistem pemerintahan, yang masing-masing lembaga tersebut 

diberikan tugas dan kewenangan serta beradr dalam satu mckanisme checks and 

balances. Lazimnya pembagian kekuasaan secara horizontal diberikan kepada 

legislatif sebagai pembuat undang-undang, ekselcutif sebagai pelaksana undang- 

undang dan yudikatif sebagai penegakkan undang-undang. Sedangkan pembagian 

atau pemencaran kekuasaan secara vertikal pada substansinya akan menghasilkan 

negara kesatuan dan federal.7 

Menurut Abu Daud Busroh, Negara kesatuan adalah negara yailg tidak 

tersusun daripada beberapa negera, seperti halnya dalam negara federasi, 

melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada 

negara di dalam negara. Jadi dengan demikian, di dalam negara kesatuan itu juga 

hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai 
- -- --- 

--- --- --- ---- 
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kekuasaan atau kewenangan tertinggi dalam segala lapangan peerintahan. 

Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat 

memutuskan segala sesuatu dalam negara ter~ebut .~  

Secara prinsip, terdapat perbedaan peinbagian kekuasaan atau kewenangan 

antara negara kesatuan dan negara federal. Pada negara kesatuan, kewenangan 

pada dasarnya berada atau dimiliki oleh pemerintah pusat yang kemudian 

diserahkan atau dilimpahkan kepada daerah. Penyerahan atau pelimpahan 

kewenangan dinegara kesatuan biasanya dibuat secara eksplisit (z~travires).~ 

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara kesatuan dimana kekuasaan negara terbagi 

antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Kekuasaan asli terdapat di 

tingkat pusat, sedangkan kekuasaan daerah mendapatkan kekuasaan dari pusat 

melalui penyerahan sebagaian kekuasaan yang ditentukan secara tegas. 10 

Negara kesatuan adalah negara yang kekuasaannya dipencar ke daera- 

daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah- 

daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga mereka sendiri melalui 

desentralisasi atau dekonsentrasi. Ini berarti bahwa daerah-daerah itu mendapat 

hak yang datang dari, atau diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang- 

undang dan berdasarkan konstitusi. Sedangkan negara federal adalah negara yang 

rerdiri dari negara-negara bagian yang merdeka ke dalam, tetapi dengan 

kedaulatan keluar yang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat berdasarkan 

Abu Daud Busro, "Ilmu Negara", Dikutip dari Ni'rnatul Huda, Desentralisasi Asimetris 
dnlam NKRI; Knjian Terhndap Dnerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus, Cetakan 
Pertama (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm 2. 
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penyerahan kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian yang dimuat 

dalam kosntitusi.' ' 
Prinsip pembagian kekuasaan atau kewenangan pada negara kesatuan dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga:I2 pertama, kekuasaan atau kewenangan pada 

dasarnya milik pemerintah pusat, daerah diberikan hak dan kewajiban inengelola 

dan menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 

atau diserahkan. Kedzra, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap memiliki 

garis komando dan hubungan hirarkis. Pemerintah daerah sebagai subordinasi 

pemerintah pusat, namun hubungan yang dilakukan tidak untuk mengintervensi 

dan mendikte pemerintah daerah dalam berbagai hal. Ketiga, kewenangan atau 

kekuasaan yang dialihkan atau diserahkan kepada daerah dalam kondisi tertentu, 

dimana daerah tidak mampu merijjslankan d e n g a ~  baik, maka kewenangan yang 

dilimpahkan dan diserahkan tersebut dapat ditarik kemhali ke pemerintah pusat 

sebagai pemilik kekuasaan atau kewenangan tersebut. 

Pengertian negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan 

berdaulat, yang berkuasa hanya satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh 

daerah sebagai bagian dari negara. Menurut A.V. Dicey sebagaimana dikutip oleh 

C.F Strong yang dimaksud dengan negara kesatuan atau unitarisme adalah the 

habitual excise of supreme authority by one control puwer. C.F Strong dalam 

bukunya Modern Political Constitutions, negara kesatclan merupakan bentuk 

negara yang mempunyai kedaulatan tertinggi ditangan pemerintah pusat. Lebih 

---- ---- ---- 

" Shahid Javed Burki, et.al., "Beyond The Centre; Decentralizing The State", Dikutip dari 
Lukman S ~ O S O ,  Hukum.- op. cit-.hlm 23-24, 



lanjut C.F Strong memaparkan bahwa the essential qt~alities ofr~nitary state nzav 

therefore be said to be: 

1. The supremacy ofthe central parliment 

2. The absence of subsidiary sovereign bodies.I3 

Dalain Modern Political Constitutions,14 strong lnengatakan bahwa hakikat 

negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tak terbagi, atau dengan kata 

lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tak terbatas karena konstitusi 

negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain 

badan pembuat undang-undang pusat. 

C.F. Strong memahami negara kesatuan sebagai bentuk ilegara diinana 

wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalarn satu badan legislatif 

nasionallpusat. K.ekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada 

pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan 

sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan 

dalam sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi ada pada 

pemerintah pusat. Jadi kedaulatannya, baik kedaulatan ke dalam maupun ke 

daulatan keluar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Dengan demikian, 

yang menjadi hakikat negara kesatuan ialah bahwa kedaulatan tidak terbagi, atau 

dengan perkataan lain, kekuasaaan pemerintah pusat tidak dibatasi, oleh karena itu 

konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain, selain badan 

l 3  C.F Strong, Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of 
Their Histoiy and Existing Form, Dikutip oleh Busrizalti, Otonomi Daerah dan Implikasinya, 
Cetakan Pertama (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm 39. 
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legislatif pusat. Jadi, adanya kewenangan untuk membuat peraturan bagi 

daerahnya sendiri itu tidak berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat, sebab 

pengawasan dan kekuasaan tertinggi tetap pada pemerintah pusat.'' 

Negara kesatuan berbeda dengan negara serikat dalam beberapa ha1 tertentu. 

Rudolf Kranemburg mengemukakan, menurut hukum positif (Positief Rechtelijk) 

ada dua kriteria membedakan negara kesatuan dari negara serikat. Pertama, dalam 

negara kesatuan bagian-bagian negara dalam garis-garis besarnya telah ditetapkan 

oleh pembentukan undang-undang pusat. Sedangkan dalam negara bagian suatu 

negara serikat memiliki pozlvoir constitzlent, wewenang membentuk konstitusi 

sendiri dan wewenang mengatur organisasi sendiri dalam rangka konstitusi 

federal. Kedua, dalam negara kesatuan wewenang membentuk undang-undang 

pusat ditetapkan dalam suatu rumusan yang umum dan wewenang meinbentuk 

undang-undang rendahan (lokal) tergantung pada badan pembentuk undang- 

undang pusat itu, sedangkan dalam negara serikat wewenang membentuk undang- 

undang adalah pusat untuk mengatur hal-ha1 tertentu telah diperinci satu persatu 

dalam konstitusi federal.I6 

Dalam negara kesatuan bagian-bagian negara itu lazim disebut dengan 

daerah, sedangkan istilah daerah ini menipakan istilah teknis bagi penyebutan 

suatu bagian teritorial yang berpemerintahan sendiri dalam rangka negara 

kesatuan yang dimaksud. Untuk dapat memahami atau pengertian tersebut dapat 

ditambahkan, bahwa dengan kata daerah (gebiedsdeel) dimaksudkan lingkungan 

- - - - 
yang dijelmakan dengan membagi suatu kesatuan lingkungan yang disebut 
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"wilayah" (gebied). Dengan kata lain istilah "daerah bermakna "bagian" atau 

unsur dari suatu lingkungan yang lebih besar sebagai suatu kesatuan." 

Menurut Sri Soemantri adanya peliinpahan wewenang dari pemerintah pusat 

kepada daerah-daerah bukanlah ha1 itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi 

masalah itu adalah hakikat daripada negara kesatuan. Ni'matul Huda 

membeberkan alasan menjaga kesatuan dan integritas negara merupakan salah 

satu alasan Pemerintah Pusat untuk senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak Pemerintahan Daerah 

untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola dan 

memperjuangkan kepentingan daerahnya. '* 
Tetapi ditinjau dari sudut politik terdapat perbedaan prinsipil antara federasi 

dengan negara kesatuan. E. utrecht19 dalam hubungan ini mengemukakan bahwa 

pada permulaan perkembangan kenegaraan, perlu adanya sentralisasi kekuasaan 

supaya kekuatan-kekuatan yang bertujuan akan meruntuhkan kesatuan yang baru 

dicapai itu dapat dilenyapkan. Apabila kemudian ternyata kekuatan-kekuatan 

tersebut sudah tidak ada lagi, hidup negara yang baru itu tidak terancam lagi oleh 

kekuatan-kekuatan yang bertujuan meruntuhkan kekuasaan, maka sentralisasi itu 

dapat dijadikan dentralisasi, bahkan lebih jauh lagi suaru desentralisasi yang 

bersifat federasi. 

- - -- 

l 7  Ni7matul Huda, Problematik a... OD. cit., hlm 21. 
I8lbid., hlm 21. 
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2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah 

Sebagai konsep, desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan 

tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi sejak lama. Konsep desentralisasi baru 

banyak diperdebatkan, khusunya di negara-negara sedang berkembang pada tahun 

1950-an. Pada periode ini dapat dikatakan sebagai "gelombang" pertama konsep 

desentralisasi telah mendapat perhatian khusus, dan telah diartikulasikan sebagai 

konsep yang paling relevan untuk memperkuat dan memberdayakan 

penyelenggaraan pemerintah lokal. Gelombang kedua gerakan desentralisasi, 

utamnya di negara-negara berkembang adalah pada akhir 1970-an.~' 

Dari aspek politik, Parson mendefenisikan desentralisasi sebagai "sharing 

of the governmental power by a central rulling grozp with other grozps, each 

having authority within a speszjc area o f  the state" (pembagian dari pusat atau 

kelompok lain yang masing-masing mempunyai wewenang ke dalam suatu daerah 

tertentu dari suatu negara).*' Menurut Henry Maddick, desentralisasi mencakup 

proses dekosentrasi dan devolusi, merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum 

untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi 

kewenangan pemerintah d a e r ~ . ~ ~  

Dari pendapat diatas, konsep desentralisasi dapat dikategorikan ke dalam 

dua perspektif utama, yakni perspektif desentralisasi politik dan desentralisasi 

administrasi. Satu diantara perbedaan mendasar dari dua perspektif ini terletak 

20 Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessein, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah", Dikutip 
dari N i ' m a m u d a ,  H~rkum Pemerintahan Daerah, Cetakan Pertama (Bandung: Penerbit Nusa --- 

-- -- -- 
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pada rumusan defenisi desentralisasi itu sendiri. Perspektif desentralisasi politik 

mendefenisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah. Sementara perspektif desentralisasi administrasi 

mendefenisikan desentralisasi sebagai delegasi wewenang administratif dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.23 

Perbedaan ini muncul dari pemaknaan terhadap istilah desentralisasi itu 

sendiri. Para pakar politik berpendaat bahwa dianutnya desentralisasi adalah agar 

kebijakan pemerintah tepat sasaran, dalam arti sesuai dengan kondisi wilayah 

serta masyarakat setempat. Berbeda dengan pendapat para ahli hukum Indonesia, 

seperti RDH Koesoemahatmadja, yang melihat secara harfia bahwa desentralisasi 

berasal dari panggalan dua suku kata (bahasa latin) yakni de berarti lepas, centrzrm 

berarti pusat. Dengan demikian, makna secara harfia desentralisasi adalah 

melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan desentralisasi adalah 

penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah.24 

Ada beberapa alasan kenaps desentralisasi merupakan asas penting dalam 

sebuah negara. Pertama, untuk menciptakan efesiensi penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan. Kedua, untuk memperluas otonomi daerah. Ketiga, 

untuk beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik. 

Sedangkm menurut Nelson Kasfir, alasan menerapkan desentralisasi lebih di 

dasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan.25 

ppppp 
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Walaupun dirasa penting dengan adanya desentralisasi, nainun dalam 

organisasi negara tidak berarti meninggalkan asas sentralisasi, karena kedua asas 

tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Pada prinsipnya tidak 

mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi. Sebab desentralisasi 

tanpa sentralisasi akan menghadirkan disintegrasi. Oleh sebab itu, otonomi daerah 

pada hakikatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, 

memerlukan bimbingan dan pengawasan Pemerintah, sehingga tidak menjelma 

menjadi kedaulatan.26 

Dalam negara kesatuan, penyelenggaraan desentralisasi dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat. Pe~yelenggaraan disini mengandung arti penetapan strategi, 

kebijaksanaan dan program, termasuk pembentukan peraturan perundang- 

undangan dan daerah otonom beserta wewenangnya serta pengembangannya. 

Perwujudan desentralisasi ditingkat daerah adalah otonomi daerah atau disingkat 

otonomi. Dengan kata lain desentralisasi merupakan pengotonomian, yakni proses 

memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah t e r t e r~ tu .~~  Dengan 

demikian konsep desentralisasi mempunyai kaitan erat dengan otonomi daerah. 

Sehingga desentralisasi bisa juga diartikan sebagai penyerahan kekuasaan dari 

pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur rumah 

tangganya sendiri. 

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah 

otonomi berasal dari panggalan dua suku kata bahasa yunani, yakni autos yang 

berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang. otonomi bermakna 
---- ---- 

26 Ni'matul Huda, Hukum ,... op. cit., hlrn 67. 
27 Sudi Fahrni, Konsistensi Hukum Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Cetakan Pertarna 

(Yogyitkarta- Kreasi Total Media, 20091, b 3 8 .  



membuat undang-undang sendiri (zelfietgeving), namun dalam 

perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti 

zelfietgeving (inembuat Perda-Perda), juga utamanya mencakup zelJbest~ltlr 

(pemerintahan sendiri). C.W van der Pot memahami konsep otonomi daerah 

sebagai eigen huishozlding (menjalankan rumah tangganya ~e l i d i r i ) .~~  

Sudi   ah mi^^ dengan menyetir pendapatnya J.H.A. Logemann mengatakan 

bahwa pembagian kekuasaan atau wewenang (desentralisasi) tidak akan terjadi 

sekiranya tidak di dahului atau disertai pembentukan daerah otonom selaku pihak 

yang akan diserahi wewenang pemerintahan. Karena itu dalam desentralisasi 

terkait proses pernentukan daerah otonom dan proses penyerahan wewenang 

tertenk kepada daerah otonom tersebut. Sedangkan secara singkat otonomi daerah 

adalah pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu 

negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang secara formal berada diluar 

pemerintah pusat. Berkaitan dengan ha1 itu Ateng Safi-udin menyatakan, otonomi 

mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (zelfstandigheid) tetapi bukan 

kemerdekaan. 

Perjalanan dan perkembangan otonomi daerah, baik substansi maupun 

arahnya akan senzntiasa berubah dari waktu ke waktu. Tergantung dengan 

bagaimana pandangan politis dan kepentingan dari rezim yang berkuasa terhadap 

permasalahan daerah. Demikian juga tergantung pada diilamika perkembangan 

ketatanegaraan, yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana pemerinta3 

daerah dikelola dalam rangka pemerintahan lebih luas, yaitu pemerintahan 

28 Ni,matul Huda., Problemntika .... op. cit., hlm 44. 
l91bid., hlm 40. 



~~~ 

nasional. Otonomi daerah itu adalah untuk rakyat, inenciptakan kesejahteraan 

I rakyat di daerah sebagai bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan rakyat di 

seluruh negei30 

Memahami otonomi daerah hams senantiasa berorentasi kepada pemaliaman 

I umum tentang otonomi itu sendiri, yang dalam perspektif pemerintahan bisa 

direfleksikan dengan beberapa pemahaman. Sarnsul wahidin3' membag 

perspektif otonomi daerah menjadi dua yaitu, perspektif kewenangan dan 

perspektif administrasi pemerintahan daerah. Dalam perspektif kewenangan, 

otonomi daerah itu berrnakna sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri. Dengan catatan sebatas mana luasnya, dan seberapa 

bcrat kualitasnya, masih belum ada ukuran dan tentunya tidak ada ukuran pasti. 

Batas-batas itu tergantung dengan situasi, kondisi dan pemahaman yang di 

dasarkan pada kepentingan pelaksana, yang mempunyai kewenangan untuk its, 

sebagai aplikasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang melimpahkan 

atau memberi kewenangan tersebut. 

Dalam perspektif administrasi pemerintahan daerah, otonomi daerah itu bisa 

dimaknai sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga 

daerah. Ada juga yang mengartikan sebagai satu kebebasan dan kemandirian, 

namun yang pasti bukanlah sebuah kemerdekaan dalam arti terlepas dari bingkai 

Negara Kesatuan sebagai induknya. Jadi kebebasan dalarn makna yang terbatas 

atau kemandirian itu t e m j u d  pemberian kesemyatan yang hams 

30 Samsul Wahidin, Hukum Pemerintnhan Daerah; Pendulum Otonomi Daernh Uari Masa Ke 
Masa, Cetakan ~ertarna (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 1-2. 

3'lbid., hlm 3, 



dipertanggungjawabkan, baik secara internal maupun ekstenlal. 

Pertanggungjawaban itu adalah dalam bingkai Negara ~ e s a t u a n . ~ ~  

Menurut Bagir  ana an,^^ hubungan pusat dan daerah dalain otono~ni 

bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara 

menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan lnencerminkan 

suatu bentuk otonomi terbatas apabila: Pertama; urusan-urusan rumah tangga 

daerah ditentukan secara kategoris dan pembangunannya diatur dengan cara 

tertentu pula. Kedz~a; apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan 

sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk 

menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga 

daerahnya. Ketiga; sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang 

menimbulkan hal-ha1 seperti keterbatasan kemampuan iseuangan asli daerah yang 

akan membatasi raang gerak ekonomi. 

Otonomi luas bisa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahan pada 

dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali ditentukan sebagai urusan 

pusat. Dalam negara modem, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara 

kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dike~ali jumlahnya. Segala aspek 

kehidupaii masyzrakat, terutma yang berkaitan dengan urusan pelayanan dan 

kepentinagan umum, baik dibidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya 

mungkin dan dapat menjadi urusan pemerintahan.34 

Pada dasamya, otonomi daerah itu mengandung dua sisi yang memerlukan 

-- 
kecermatan yang lebih mendalam. Kerena disinilah dasar elaborasi terhadap 
--- ----- --- --- ---- 

3'~bid. 
33 Bagir Manan, Menyongsong ... op, cit., hlm 37. 
34~bid. 



permasalahan otonoini daerah. Pada satu sisi adalah tentang kebebasan mengatur 

pemerintahan sendiri. Pada sisi lain adalah kandungan tentang pembatasan yang 

tentunya dilakukan dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Untuk itu, bagi daerah 

kebebasan pengelolaan berbagai potensi di daerah hams secara konkret dapat 

mewujudkan inisiatif sendiri. Dalam arti untllk mengelola dan mengoptimalkan 

seluruh potensi yang ada di daerahnya. Adanya kebebasan untuk berinisatif 

merupakan komponen sangat penting dalam kaitannya dengan operasionalisasi 

otonomi daerah.35 

Titik keberangkatan otonomi daerah adalah kondisi yang benar-benar rill, di 

daerah yzng bersangkutan. Maknanya bahwa otonomi daerah itu secara konkret 

dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat. Juga kondisi dan aspek 

sosiokultural masyarakat setempat. Jadi semuanya atas dasar kenyataan yang 

konkret, empiris dan sesuai dengan orientasi yang benar-benar sda dan diinginkan 

oleh rakyat ~ e t e m ~ a t . ~ ~  

3. Konsep Pengawasan 

Pengawasan (toezicht, supervision) merupakan unsur yang tidak dipisahkan 

dari kebebasan berotonomi. Antara kebebasan dan kemandirian berotonomi disatu 

pihak dan pengawasan dipihak lain, merupakan dua sisi dari satu lembar mata 

uang dalarn negara kesatuan dengan sistem otonomi (desentralisasi). Kebebasan 

dan kemandirian otonomi dapat dipandang sebagai pengawasan atau kendali 

terhadap kecenderungan sentralisasi yang berlebihan. Sebaliknya pengawasan 

~ ~ ppppp-p- 

-- -- -- -- 

35 Sarnsul Wahidin, Hukum ... op. cit., hlm 5. 
361bid. 



(toezicht) merupakan kendali terhadap desentralisasi yang berlebihan. Tidak ada 

otonom tanpa sistem pengawasan.37 

Namun demikian, perlu diketahui, pengertian pengawasan (toesicht, 

szpervision) adalah suatu bentuk hubungan dengan sebuah legal entity yang 

mandiri, bukan hubungan internal dengan entitas yang sama. Bentuk dan isi 

pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan ketentuan undang- 

undmg. Hubungan pengawasan hanya dilakukan terhadap ha1 yang secara tegas 

ditentukan dalam ~ n d a n ~ - u n d a n ~ . ~ ~  

Menurut Muchsan, pada hakikatnya pengawasan merupakan kegiatan untuk 

nlenilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan 

hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai 

dengan tolak ukur yang telcih ditetapkan sebelumnya (dalam ha1 ini wiljud suaix 

rencana atau plan).39 Dalam konteks otonorni daerah atau negara kesatuan, dalam 

pandangan Sir William 0. Hart dan J.F. Gerner, pengawasan merupakan 

"pengikat" kesatuan agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh 

sehingga mengancam kesatuan (unitary). 40 

Dengan menyetir gagasan Sir William 0. Hart dan J.F. Gerner, Ni'matui 

Huda memberikan legitimasi teoritis terhadap sistem pengawasan dalam konteks 

otonomi daerah, dengan berargument bahwa apabi!a "pengikat" kesatuan 

ditarikbegitu kencang, napas kebebasan desentralisasi akan terkurangi bahkan 

37 Bagir Manan, Menyongsong . . . op. cit., hlm 153. 
38~bid. 

- - 39~uchsan ,  S&m -- Peng_awasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Pemdilan Tat0 
1 [ -- 9 Sir William 0. Hart dan J.F. Gamer, Introduction To The Law of The Local Government and 
Administration, Dikutip dariBagair Manan, Hubungan Antara Pusat dun Daerah Menurut UUD 
1945- Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka SinarHarapan, 1994), hlm 18 1. 



mungkin terputus. Apabila ha1 itu terjadi, pengawasan bukan lagi merupakan satu 

sisi dari desentralisasi tetapi menjadi "pembelenggu" de~entralisasi.~' 

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala 

kegiatan pemerintah daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan 

Daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya negara kesatuan. Di dalam 

negara kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan 

cegara, tidak pula mungkin ada negara di dalam negara.42 Dengan demikian, 

dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan haruslah diusahakan selalu adanya 

keserasian atau harmoni antara tindakan pemerintah pusat atau negara dengan 

tindakan daerah, agar dengan demikian kesatuan negara tetap teq~elihara.'~ 

Ada kekhawatiran akan lepasnya kontrol dan kekuasaan pemerintah pusat 

terhadap pemerintah daerah tidak per'iu ada. Karena bagaiinanapun juga 

pemerintah pusat masih tetap mempunyai posisi d m  peran memutuskan kata akhir 

sesuai prinsip negara kesztuan. Oleh karena itu, otonomi daerah bukanlah dalam 

arti kemerdekaan yang berdiri sendiri terlepas dari ikatan dengan pemerintah 

pusat, melainkan otonomi yang mempunyai makna "kebebasan atas 

kemandirian", yaitu suatu kebebasan yang dapat menjamin kema~dirian clalam 

rangka mengembangkan pembangunan daerah atas dasar oioritas dan keleluasaan 

yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah.44 

41~i 'matul  Huda, Problematika Pembatalan Peratzlran Daerah, Cetakan Pertama (Yogyakarta: 
FH UII Press, 2010), hlm 50. 

-- --- 
42 rhidblmL---- ---- 

---- ---- 

T~uhaHal, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, 
dikutip dari Ni'matul Huda, Ibid. 

44 William 0 Hart (et,al), Introduction to The Law of Local Goverment and Administration, 
dduq  dari N i ' d  Huda, Roblern&- Op, Cit, h h  5 2  



Menurut Bagir Manan, sistem pengawasan juga meneniclkan keinandirian 

satuan otonomi. Untuk menghindari agar pengawasan tidak lnelemahkan otonomi, 

maka sistem pengawasan ditentukan secara spesifik baik lingkup lnaupun tata cara 

pelaksanaannya. Karena itu hal-ha1 seperti memberlakukan prinsip "pengawasan 

umum' pada satuan otonomi dapat mempengaruhi dan inelnbatasi kemacdirian 

daerah. Makin banyak dan intensif pengawasan makin seinpit kemandirian 

daerah. Makin sempit kemandirian makin terbatas ~ tonomi .~ '  

Akan tetapi, apabila porsi atau ikatan pengawasan tersebut terlalu kencang, 

sehingga napas kemandirian daerah berkurang atau hilang, maka pengawasan 

bukan lagi sisi dari otonomi daerah tetapi menjadi belenggu otonomi. Sendi yang 

semestinya dipertahankan adalah sendi kedaulatan rakyat dan sendi kemandirian 

disaiping sendi negara berdasarkan atas h ~ k u m . ' ~  

Tujuan utama dilakukannya pengawasan (conrrole) terhadap pemerintah 

menurut Paulus Effendi Lotulung adalah untuk menghindari terjadinya 

kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebagai 

suatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi 

kekeliruan itu, sebagai usaha repreisif. Dalam paraktik, adanya kontroi itu sering 

dilihat sebagai sarana untuk mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan 

tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan. Disinilah ietak inti atau 

hakikat dari suatu pengawasan.47 

45 Bagir Manan, Menyongsong. .. op. cit.,hlm 39. 
Problematika ... op, cit., hlm 52-53. 

47 Paulus Effendi Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum lerhadap 
Pemerintah, dikutip dari Ni'matul Huda dan Nazriyah, Teori dan Peng~ljian Peraturan 
Perundang-mdmgm, Cetakau Pertama (Bidnng Nusa Media, 201 l), hlm 170. 
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Selain pengawasan dimaksudkan agar penyelenggaram pemerintahan 

dilaksanakan dengan baik, bukan untuk mencari-can kesalahan, menurut P. De 

Haan ada beberapa motiv pengawasan, yaitu untuk kepentingan koordinasi dan 

integrasi pemerintahaqpengawasan keuangan, dan pengawasan terhadap 

kecermatan penyelenggaiaan pemerintahan berkenaan dengan pei-linducgan hak 

dan kepentingan warga negara. Sedangkan menurut Versteden, pengawasan 

ditujukan sebagai sarana untuk mengawasi bahwa organ-organ yang lebih rendah 

menjalankan tugasnya dengan baik dan dalam batas tertentu sesuai dengan 

kebijaksanaan pemerintah negara kesatuan, yang dibutuhkan untuk menjamin 

keberadaan negara kesatuan yang di desentralisasikan (gedecentraliseerde 

eenheidsstaat). Disamping itu, pengawasan juga digunakan untuk memberikan 

perlindungan Sagi warga negara. Peraturan perundacg-undangan yang 

bertentangan dengan hukum biasanya berjalan paralel dengan pelanggaran hak 

dan kepentingan warga negara.48 

Secara umum dapat disebutkan bahwa pengawasan merupakan sebagai 

pranata yang melekat pada desentralisasi bukanlah sesuatu yang mesti dihindari. 

Namun deinikian, pengawasan tidak boleh mengakibatkan pengurangan atau 

penggorogotan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam dasar-dasar 

desentralisasi serta patokan-patokan sistem rumah tangga daerah (seperti dasar 

kerakyatan dan kebebasan daerah). Pengawasan hams disertai pembatasan- 

pembatasan. Pembatasan-penbatasan akan mencakup pembatasan macam atau 

- - - - - pp --- bentuk --- pengawasan, --- yang sekaligusn mengandung pembatasan tata cara 
--- --- 



penyelenggarakan pengawasan, dan pejabat atau badail yang berwenang 

melakukan pengawasan.49 

Ditinjau dari segi kedudukan dari badanlorgan yang melaksanakan kontrol 

itu terhadap badanlorgan yang dikontrol, dapat dibedakan antara jenis kontrol 

yang disebut kontrol internal dnn kontrol eksternnl. Suatu kontrc! internal be:arti 

bahwa pengawasan itu dilakukan oleh suatu badan yang secara 

organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, 

misalnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya 

secara hirarkis, ataupun pengawasannya dilakukan oleh timlpanitia verifikasi yang 

dibentuk secara insidentil dan bisanya terdiri dari beberapa orang ahli dalam 

bidang-bidang tertentu. Bentuk kontrol-kontrol semacam itu dapat digolongkan 

dalarn jenis teknis-administraiif atau lazim pula disebut szbagai suatu bentuk 

"built-in control J'.50 

Sedangkan suatu kontrol eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada diluar 

pemerintah dalam arti eksekutif. Termasuk pula kontrol eksternal ini adalah 

kontrol yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan-badan peradilan 

(judicial control) dalam ha1 timbul perseilgketaan atau perkara dengan pihak 

pemerintah.5' 

Apabila ditiiljau dari sifat kontrol terhadap objek yang di awasi, maka dapat 

dibedakan mexjadi kontrol segi hukum (rechmatigheidsoetsing) dan kontrol segi 

- - - - kernanfaatan (dolmatigheidsoetsing). Kontrol yang dilakukan oleh badan 

49 ~ i ' m a t u l  Huda, Problematika ... up. Cit., hlm 57. 
''lbid., hlm 54. 
''lbid. 



peradilan (jzldicial control) pada prinsipnya 'nailya ~ e n i t i k  beratkan pada segi 

legalitas, yaitu kontrol segi hukum, sedangkan suatu kontrol teknis administratif 

intern dalam lingkungan pemerintahan sendiri (bzlilt-in-control) bersifat selain 

penilaian legalitas (rechrnatigheidsoetsing) juga dan bahkan lebih menitik 

beratkan pada segi penilaian kemanfaatan (doln~atigheidscetsing) dari tindakan 

yang b e r ~ a n ~ k u t a n . ~ ~  

Dengan demikian kontrol yang dilakukan oleh badan peradilan atau 

lazimnya dikenal dengan judicial control inerupakan penilaian terhadap suatu 

tindakan pemerintah apakah sesuai dengan ketentuan atau legalitas yang telah 

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak. Namun, judicial 

control hanya menyentuh pada asas legalitas-formal yang akan menyampingkan 

asas kemanfciatan dari tindakan pemerintah, yafig secara substansial berisi 

tindakaii responsif dan progresif. Oleh karena itu, disamping adanya kontrol 

terhadap legalitas tindakan pemerintah (jzldicial contro1)juga hams ada 

manifestasi kontrol teknik administratif internal dalam konsep pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Ditinjau dari segi waktu, dalam melakasanakannya suatu kontrol atau 

pengawasan terhadap organ atau badan pemerintahan, dapat dibedakan menjadi 

dua jenis kontrol, yaitu kontrol a-priori dan kontrol a-posteriori. Dimaksud 

dengan kontrol a-priori adalah suatu pengawasan atau kontroling yang dilakukan 

sebelum dikeluarkamya keputusan atau ketetapan pemerintah atau pun peraturan 

- - - --- - -- - - ketetapan -- dan atau peraturan tersebut dikeluarkan oleh 
-- -- 



pemerintah. Dala~n ha1 ini jelas unsur preventif dari maksud kontrol i t ~ ,  sebab 

tujuan utamanya adalah untuk inencegah atau menghindari terjadinya kekeliruan. 

Sedangkan disebut kontrol a-posteriori adalah bilalnana pengawasan itu baru 

terjadi sesudah dikeluarkannya keputusanlketetapan pemerintah atau sesudah 

terjadinya tindakanlperbuatan pemerintah. Dengan kata lain, arti pengawasan 

disini adalah dititikberatkan pada tujuan yang bersifat kolektif dan memulihkan 

suatu tindakan yang keliru. Peranan badan peradilan melalui suatu judicial control 

adalah selalu bersifat kontrol a-posteriori, karena selalu dilakukan sesudah 

te rjadinya suatu perbuatan atau tindakan.53 

Selain konsep pengawasan yang telah disentil diatas, yakni pengawasan 

internal dan pengawasan eksternal. Ada beberapa konsep pengawasan 

pemerintahan otonom yang laziin di pakai dalam negara kesatuan. Konsep 

pengawasan yang baku dalam negara kesatuan atau pengawasan terhadap ssltuan 

pemerintah otonom dikenal dengan istilah pengawasan preventif dan pengawasan 

represif. Dua jenis pengawasan ini dilakukan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahanyang berkaitan dengan pengawasan produk hukum daerah maupun 

tindakan crgan atau badan pemerintah tertentu. 

Pengawasan preventif (preventief toezichgberkaitan dengan wewenang 

mengesahkan (goedkeuring). Sedangkan pengawasan represif (repressief toezicht) 

berkaitail dengan pembatalan (vernietiging)atau penangguhan (schorsing).Bagir 

M a ~ a n  membagi pengawasan preventif menjadi dua macam yaitu, pertama 

nexhbangan atau pengawasan dijalankan sebelum pemerintah tingkat rendah 



- .. 

mengainbil atau inenetapkar? suatu kepiltusa!?. Pengawasan preventif semacain ini 

dikenal dengan istilah voortoezicht. Kedun, pertimbangan atau pengawasan 

dilakukan setelah pemerintah tingkat lebih rendah ~nengambil keputusan, tetapi 

sebelum keputusan itu berlaku. Pengawasan preventif semacam ini dikenal 

dengan istilah mirldent~ezicht.~~ 

Sesuai dengan sifatnya, pengawasan preventif dilakukan sesudah keputusan 

daerah ditetapkan, tetapi keputusan itu belum mulai berlaku. Dengan kata lain, 

suatu keputusan dalam arti luas, tennasuk juga peraturan daerah, yang dikenakan 

pengawasan preventif hanya dapat mulai berlaku apabila keputusan itu telah lebih 

dahulu disahkan oleh penguasa yang benvenang mengesahkan. Bagi peraturan 

daerah, pengawasan preventif terhadap peraturan daerah tertentu, dilakukan 

sesudah peraturan-peraturan itu ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Daerah, tetapi sebelum Peraturan Daerah itu 

diundangkan. 55 

Bagi pengawasan preventif alasan-alasan yang dapat dipakai oleh pejabat 

yang benvenang tidak disebut secara tegas, sehingga secara tegas pejabat tersebut 

dapat misalnya tidak memberi pengesahan berdasarkan alasan lain daripada alasan 

adanya pertentangan dengail peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

tingkatannya atau dengan kepentingan umum. Di &dam praktik tidaklah mudah 

untuk menemukan alasan demikian itu. Pejabat yang berwenang memberi atau 

tidak memberi pengesahan itu biasanya juga hanya meninjau apakah keputusan itu 

54 Bagir Manan, Hubungan ... op. cit., hlm 108. 
55 Ni'matul Huda dan Nxxiyah, Teori-. op. cit., hlm 174. 



bertentangan dengan kepentingan uinurn atau dengan peraturan yang lebih tinggi 

tingkatannya atau tidak.56 

Menurut Boo1 dail Oppenheim, pengesahan itu hanya diperlukan untuk 

terjadinya het onstnnn, untuk ~nenjadi sempurna (het perfect worden), tetapi tidak 

~lntuk berlangsungnya (het voorbestnnn) ticdakan atau keputusan. Dan bahwa 

hukum negara menggunakan cara-cara lain untuk meniadakannya, jika yang 

demikian itu dipandang perlu.57 Sedangkan Bagir Manan melihat pengawasan 

preventif lebih bersifat struktural dan spesifik. Karena sebelumnya telah 

ditetapkan keputusan-keputusan mana saja Cjenis-jenis keputusan) yang hams 

disampaikar~ kepada pemerintahan tingkat lebih atas untuk memperoleh 

pengesahan.58 

Walaupun pranata pengesahan menurut Boo! dan Oypenheim merupakan 

tindakan penyempurnaan (het pe~fect worden) dan bukan untuk berlangsungnya 

keputusan, Namun Bagir   an an^^ berargumen bahwa, ada segi positif d m  

negatif meniadakan pranata pengesahan peraturan daerah oleh pejabat atau organ 

yang benvenang. Segi positif, pengawasan preventif atau pranata pengesahan 

peraturan daerah menjadi daya kendali atau belenggu terhadap insiatif daerah. 

Konsekuensinya daerah dipaksa selalu tunduk pada kemauan pihak yang 

benvenang memberi pengesahan. Sedangkan segi negatif, tidak ada unsur 

pencegahan terhadap kekeliruan, kecerobohan, atau kesalahan suatu peraturan 

daerah, misalnya bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 

58 Bagir Manan, Hubungan ... op. cit., hlm 108. 
59 Libat Bagir Manan, Menyongsong-.- up. cit.. him 154. 



pel-undang-undangan yang !ebih tinggi tingkatannya. Namun, bukan berarti tidak 

ada unsur pencegahan terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan 

kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bebas 

dari kontrol atau pengawasan pejabat yang berwenang. Tentu saja, keadaan ini 

tetap dikendalikan melalui pengawasan represif. 

Dari uraian yang terkonstruksi diatas, perihal pengawasan preventif 

merupakan urgensitas pengawasanatas keputusan dadatau peraturan 

daerahsebagai bagian dari penghannonisasian produk hukum daerah maupun 

tindakan pemerintahan daerahdengan kepentingan umum maupun peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Urgensitas inidimaksudkan untuk 

meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian atau hal-ha1 yang akan 

membawa instabiliias bagi daerah tersebut. Akm tetapi, aktualisasi pengawasan 

preventif hams mengkonstruksikan alasan-alasan yang sesuai dengan landasan 

yuridis (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dan sesuai dengan kondisi 

aktual (kepentingan umum). Sehingga kecenderungan pengesesahan atau 

keberatan yang cii dasarkan atas pertimbangan dan tafsiran politik pejabat yang 

benvenang dapat dihindari. 

Pelaksanaan pengawasan preventif berada pada posisi "lebih awal" dari 

pengawasan represif. Daya campur tangan terhadap daerah juga menjadi lebih 

besar. Pengawasan preventif mengandung "prasyarat" agar keputusan daerah di 

bidang atau yang mengandung sifat tertentu dapat dijalankan. Selama prasyarat 

tidak atau belum terpenuhi keputusan tersebut tidak dapat dijalankan. Dengan 

demikian, pembatasan terhadap pengawasan preventif lebih ketat dibandingkan 



dengan pengawasan represif. Salah satu bentuk pe~nbatasan adalah dengan cara 

mengatur atau menentukan secara pasti jenis atau macam keputusan daerah yang 

rnemerlukan pengawasan.60 

Jika, pengawasan preventif lebih menitik beratkan pada pengesahan 

terhadap suatu produk hukum daerah atau tindakan pemerintahan daerah tertentu, 

maka pengawasan represif lebih menekankan pada pembatalan atau penangguhan 

terhadap produk hukum daerah yang di duga bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. 

Berbeda dengan pengawasan preventif yang hanya dapat dilakukan terhadap 

peraturan daerah atau keputusan kepala daerah tertentu, yang disebut undang- 

undang atau peraturan pemerintah, pengawasan represif dijalankan terhadap 

semua peratilran daerzh dadatav keputusan kepala daerah apabila 

peraturadkeputusan itu dianggap bertentangan dengan kepentingar, umum dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Selain itu, dalam 

pengawasan represif tidak dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas, namun 

dapat dilakukan setiap saat, juga apabila keputusan peraturan daerah itu sudah 

mulai berlaku, bahkar. apabila suatu keputusan sudah selesai dilak~anakan.~' 

Hak pembatalan oleh pejabat yang berwenang tidak boleh digunakan 

sedemikian rupa, sehingga menipakan suatu usaha mencampuri urusan rumah 

tangga daerah secara berlebihan, sebab hak pembatalan akan merupakan suatu 

senjata yang ampuh ditangan pejabat tersebut yang dapat mematikan otonomi 

- - - - daerah, untuk memaksa pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya 

60 Bagir Manan, Hubungnn ... op. Cit., hlrn 9 1. 
61 Lihat Ni'matul Ifuda, Problemalika ... up. cit., hlm.59-60. 



mengikuti kehendak pe!:guasa~~.62 Dengan demikian, agar supaya hak pembatalan 

pejabat yang berwenang tidak mengekang kemandirian pemerintah daerah 

(otonomi), kewenangan pembatalan harus ditetapkan secara proposrsional. Dalam 

artian bahwa porsi kewenangan pembatalan oleh pejabat tidak bisa berlebihan dan 

disertai dengan alasan-alasan ;aridis clan sosiologis. 

G. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Kaitannya dengan penelitian ini, penulis lebih cenderung memakai tipe 

penelitian yul-idis normatiJI yaitu dengan cara menelaah dan mengintrepretasikan 

hal-ha1 yang bersifat teoritis yang menyangkut, konsep, asas serta norma hukum 

yang berkaitan dengan pengawasan pusat terhadap produk hukum daerah dan 

otonomi daerah. Pendekatan ini seringkali dikonotasikan dengan pendekatan 

kepustakaan, yakni dengan mempelajari literature-literatur, peraturan perundang- 

undangan dan dokumen lainnya yang mempunyai relevansinya dengan penelitian 

yang penulis lakukan. Selanjutnya penulis akan mengkaji dan mejelaskan 

kewenangan pengawasan pusat terhadap produk hukum daerah dalam hukum 

otonomi daerah pasca refonnasi. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan 

untuk menelah beberapa undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan 

objek kajian yang sedang penulis teliti. Selain itu, penulis juga memakai 

pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk melakukan 
-- --- --- 

62 Ni'matul Huda dan NaPiya4 Teon.. up. cit., hlm 176. 
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perbandingan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai 

kaitannya dengan otonomi daerah pasca reformasi. 

3. Objek Penelitian 

Yang menjadi objek penelitian ini adalah mencakup norrna hukum yang 

mengatur otonomi daerah dalam undzng-undang pemerintah daerah serta regulasi 

atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai relevansi dengan 

konsep otonomi daerah. Akan tetapi, penulis lebih cenderung membahas 

kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap produk hukum daerah dalam 

hukum otonomi daerah pasca refonnasi. 

4. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan h ~ k u m ~ ~  merupakan suatu informasi atau keterarigan yang 

benar mengenai objek penelitian. Mengingat karena tipe yang digunakan adalah 

penelitian normatif maka ada beberapa bahan hukum yang memperkuat arah 

penelitian ini, yakni: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukurn primer adalah bahan hukum yang mempunyai ~ t o r i t a s , ~ ~  yang 

terdiri atas peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dalam 

pengaturan otonomi daerah misalnya, Undang-Undang Dasar 1945, dan 

undang-undang yang lnengatur otonomi daerah, misalnya Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang- 

. . -hi istilah "Bahan Hukum" karena istilah ini lebih tepat untuk 
p e n €  

(data dan bahan). Pet 
menggunakan istilah "bahan hukum". 

I& yang biasa dipakai OM Peter Mahmud M q u k i  



undailg Noinor 23 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lainnya 

yang mernpunyai relevansi dengan objek yang penulis teliti. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Untuk rnenunjang penelitian ini, maka di perlukan bahan hukum sekunder, 

diantaranya: risalah amandemen UUD 1945, rislah undang-undang yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, buku-buku hukum (terrnasuk skripsi, tesis, 

disertasi hukum), jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, serta literature- 

literatur lain seperti makalah-makalah yang telah di seminarkan. 

5. Pengumpulan Bahan Hukum 

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk 

mencari bahan-bahan yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila dalam 

penelitian peneliti sudah menye'outkan pendekatan perundang-undangan dan 

perbandingan (comparative approach), yang hams dilakukan oleh peneliti adalah 

mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu 

tersebut. Oleh sebab itu, untuk memecahkan sebuah isu hukum yang penulis teliti 

maka mutlak kiranya penulis mengumpulkan produk hukum yang ada 

relevansinya dengan studi yang penulis lakukan, misalnya UUD 1945, Undang- 

Undang lVomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Noaor 32 Tahun 2004 dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4. 

6.  Analisa Bahan Hukum 

Analisis merupakan kegiatan memilah-milah, menghubung-hubungkan, 

menafsirkan dataibahan yang diperoleh sesuai dengan apa yang direncanakan 



kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan makna- 

rnakna t e r t e n t ~ . ~ ~  Dari bahan hukum yang diperoleh baik primer lnaupun sekunder 

akan diolah dan dianalisis secara sistimatis, kernudian direlevansikan dengan teori 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

" 5. Samsudin, Slide "Metode Penelitian Hukum", disampaikan pada kuliah Program 
Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogydmta, 2015. 



BAB I1 

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDOENSIA 

A. Pembagian Daerah Dalam NKRI 

UUD 1945 secara tegas mengisyaratkan bahwa negara Indonesia adalah 

negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini telah memberikan konsekuensi 

terhadap kedaulatan negara, yang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat. 

Dengan demikian, pemerintah daerah dipandang sebagai sub sistem dari negara 

kesatuan.Dalam artian bahwa pemerintah pusat berhak menetapkan dasar 

kebijakan atau undang-undang, dan daerah diwajibkan tidak keluar dari kebijakan 

dasar tersebut saat penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena 

sesungguhnya pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan kemutlakan 

konsep yang dianut oleh negara kesatuan. 

Dalam negara federal terdapat negara bagian dan masing-masing 

mempunyai kedaulatan sendiri terlepas dari urusan yang telah ditetapkan menjadi 

urusan negara federa!. Nampaknya sarna dengan prinsip negara kesatuan dalam 

memencarkan kekuasaan secara vertikal. Di negara federal, negara bagian berhak 

menjrlankan urusan pemerintahan berdasarkan konstitusinya kecuali urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan absolut negara federal. Namun, status 

antara negara kesatuan dan negara federal tetap berbeda.Negara bagian dalam 

sistem federal memiliki kedaulatan sedangkan pemerintah daerah otonom dalam 

negara kesatuan kedaulatan sepenuhnya hanya milik pemerintah pusat. 

. . 
-n segala urusan pemerintahan menjach 

tanggungjawab pusat untuk menjalankannya. Akan tetapi, Indonesia tetap 



-. 

menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan efisien dengan 

memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri. Sehingga konsekuensinya menimbulkan hubungan antara 

pusat dan daerah, baik hubungan kewenangan, keuangan maupun pengawasan. 

Sebelum amandemen UUD 1945, pembagian daerah diatur secara tegas 

dalam Pasal 18 UUD 1945, yang menekankan bahwa "pembagian daerah 

Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya 

di tetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar 

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul 

dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa". 

Inti Pasal 18 tersebut adalah dalam negara Indonesia terdapat pemerintahan 

daerah. Pemerintahan daerah tersebut terdiri atas daerah besar dan daerah kecil. 

Pemerintahan daerah yang dibentuk baik dalam daerah besar maupun daerah 

kecil harus memperhatikan dua hal, yaitu 1) dasar permusyawaratan dan 2) hak 

asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Yang dimaksud dengan 

memperhatikan dasar musyawarah adalah, pemerintahan daerah harus 

bersendikan demokrasi yang ciri utamanya ada musyawarah dalam dewan 

penvakilan rakyat. Sedangkan yang dimzksud dengan harus memperhatikan hak 

sal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa adalah, pemerintah daerah yang 

dibentuk tidak boleh secara sewenang-wenang menghapus daerah-daerah yang 

pada zaman Belanda mempakan daerah swapraja yang disebut zelfbesturende 

lanschappen dan kesatuar, masyarakat hukum pribumi seperti desa, nagari, 



marga, dan lain-lain yang disebut volksgemenschappen atau 

Dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa, oleh karena 

Negara Indonesia itu sudah eenheidsstnnt, maka Indonesia tidak akan mempunyai 

Daerah yang dalam lingkungannya bersifat stant juga. Daerah Indonesia akan 

dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah 

yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek en locale 

rechtgemeenshappen) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan 

yang ditetapkqn dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom 

akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. oleh karena itu, di daerah pun, 

pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan. 132 

Apabila ditelaah dari sejarah pembentukan Pasal 18 IJUD 1945, dapai 

dikatakan bahwa Moh. Yamin adalah orang pertama yang membahas masalah 

Pemerintahan Daerah dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang 

itu Moh. Yamin, antara lain, mengatakan: 

"Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang diperbarui dengan 
jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan bagian 
bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah 
sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan 

Y Y  133 Dalam, Pangreh Praja . 

-- 
131 Hanif Nurcholis, Teori don Prnktik Pemerintnhnn don Otonomi Daernh, Cetakan Pertama 

--- - - (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm 48-49. 
! y - ~ ~ u p r ~ a , , t - ' - . - . . - - h d a n d a n g  Solihin, Otonomi Penyelenggaraan 

g PT h e d i a  Pustaka Utama, 2303J, hlm 1. 
13' Moh. Yamin, Nask=Undong Dasor 1945, Dikutip dari Ni'matul Huda, 

Otonomi Dnernh: FilosoJi, Sejnrnh Pekembnngnnnya dnn Problematika, Cetakan Pertama 
(Yogyakata: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 1. 



Pada kesempatan itu pula Moh. Yamin melampirkan satu rancangan 

sementara peruinusan Undang-Undang Dasar yang memuat tentang 

Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: 

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah yang besar dan kecil, dengan 
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, 
dengan memandang dan mengingati dasar perrnusyawaratan dalam sistem 
pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang 

7, 134 bersifat istimewa . 
Pemikiran Moh. Yamin mengenai Pemerintahan Daerah dapat dijumpai 

lagi dalam pidatonya tanggal 1 1 Juli 1 945 di hadapan BPUPKI, yang antara lain 

mengatakan: 135 

"Pemerintahan dalam republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan- 
badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintahan yang paling 
bawah, pemerintahan ini saya namakan pemerintahan bawahan" 
"antara pemerintahan atasan dan pernerintahan bawahan itu adalah 
pemerintahan yang baik saya sebut pemerintahan tengah. Perkara desa 
barangkali tidak perlu saya bicarakan disini, melainkan kita harcpkan saja, 
supaya sifatnya diperbaharui atau disesuaikan dengan keperluan zaman 
baru" 
"Tetapi yang perlu ditegaskan disini, yaitu bahwa desa-desa, negeri-negeri, 
warga-warga dan lainnya tetaplah menjadi kaki Pemerintahan Republik 
Indonesia. Dan ditengah-tengah pemerintahan atasan Oan bawahan, kita 
pusatkan Pemerintahan Daerah". 

Dari pengungkapan pendapat lisan maupun tulisan dari Muhammad Yamin 

ini dapat disimpulkan beberapa hal:'36 

Pertama, tentang rumusan pemerintahan daerah dalarn rancangan 

sementara Undang-Undang Dasar sebagai larnpiran pidato tanggal 29 Mei 1945 

persis sama dengan rumusan dalam UUD 1945. Bahkan bab dan pasalnyapun 

(Bab VI, Pasal 18). Ini berarti Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 

sepenuhnya mengikuti rancangan yang diusulkan Yamin. Hal ini menunjukan, 
-- 
F 

13' Ibid., hlm 2. 
'I6 Sudi Falm&KOmisterzsi... up. cit., hlm 178-179. 



meskipun yamin tidak duduk dalam Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, 

tetapi rancangan yang dibuatnya mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalaln 

perulnusan UUD 1945. Pengaruh ini tidak hanya tampak dalam ketentuan tentang 

pemerintahan daerah, tetapi juga pada ketentuan-ketentuan lain. 

Kedua, bahwa pemerintahan daerah itu adalah dalam rangka desentralisasi 

yang diartikan sebagai pembagian kekuasaan pusat dan daerah. Dengan perkataan 

lain, pernerintah daerah tidak akan mengandung dekonsentrasi, karena 

dekonsentrasi hanya mengenai pembagian kekuasaan pusat diantara badan-badan 

pus at. 

Ketiga, bahwa pemerintahan daerah dalan kerangka negara kesatuan 

(eenheidsstaat). 

Keempat, yamin menghendaki adanya dua susunan pexerintahan daerah 

yang pemerintahan tengahan yang disebutnya pemerintahan daerah dan 

pemerintahan bawahan yang terdiri dari desa dan lain-lain kesatuan masyarakat 

hukum yang sejenis dengan desa. Sayangnya, yamin tidak menjelaskan apakah 

pemerintahan tengahan itu pada tingkat provinsi atau kabupatenlkota. 

Seperti halnya Yamin, Soepomo juga membicarakan mengenai 

pemerintahan daerah. dalarn rancangan tanggal 4 April 1942 yang disusun 

bersama Ahrnad Subardjo dan Maramis mengenai peraturan tentang 

Pemerintahan Sernentara Indonesia terdapat rumusan (Pasal 7):137 

"Pembagian yang sekarang dari tanah daerah Indonesia dalam provinsi dan 
daerah-daerah lain seperti gemeente-gemeente, regenschap-regenschap, 
De-pgemeenschap-groepgemeenschap dan lain-lain persekutuan negeri, . . 

I -ewan dari P r o b  



geijzeente dan lain-lainnya ditiadakan. Kekuasaan yang menurut peraturan 
perundang-undangan Hindia Belanda ada dalam tangan dewan-dewan 
tersebut, diserahkan kepada kepala-kepala Pemerintahan dari daerah-daerah 
diatas " 

Selanjutnya dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, sebagai Ketua 

Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, Soepomo menyampaikan 

1 keterangan: 

"tentang daerah kita telah menyetujui bentuk persatuan, unie, oleh karena 
itu di bawah pemerintahan pusat, dibawah negara tidak ada negara lagi. 
Tidak ada onderstaat, akan tetapi hanya daerah-daerah. Bentuknya daerah 
itu dan bagaimana bentuk pemerintahan daerah, ditetapkan dalam undang- 
undang. Beginilah bunyinya Pasal 16: "Pembagian daerah Indonesia atas 
daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan 
dalam undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar 
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul 
dalam daerah yang bersifat istimewa". Jadi rancangan Undang-Undang 
dasar memberi kemungkinan untuk mengadakan pembagian seluruh daerah 
Indonesia dalam daerah-daerah yang besar, dan di dalam daerah yang besar 
itu ada lagi daerah-daerah yang kecil itu". 

Dari rumusan tersebut tampak rumusan tentang "pemerintahan daerah 

disusun dalam undang-undang". Oleh Bagir Manan, rumusan singkat ini tidak 

dapat diketahui dari mana asalnya. Sebab, dalam penjelasan tanggal 15 juli 1945, 

Soepomo membacakan rumusan panjang yang praktis diambil dari rumusan 

Muhammad Yamin. Kalau rumusan singkat ini termasuk berasal dari BPUPKI, 

dapat disimpulkan bahwa rumusan yang diutarakan Scepomo tanggal 15 Juli 

1945, mengalami perubahan dalam rapat-rapat antara 15 Juli 1945 dan 

seterusnya. Tetapi kemudian mengenai rumusan pemerintahan daerah dalam 

UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, bahkan sepenuhnya sama 

U G I I ~ ~ I I  I UIIIUMII I ~ I I L ~ I I ~ ~ I I  Muhammad Yamin. 138 
- - ---- - - 

- 
Ibid., hlm 181-182 



Ke~nudian, pada 18 Agustus 1945, Soepomo dihadapan Sidang BPUPKI 

atas permintaan Soekarno (selaku ketua PPKI), memberikan penjelasan mengenai 

rancangan Undang-Undang Dasar yang akan disahkan sebagai Undang-Undang 

Dasar 1945 Negara Republik Inaonesia. Dalam Sidang PPKI itu, Soepomo 

memberi penjelasan tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut: 

"Di bawah Pemerintahan Pusat ada Pemerintahan Daerah: tentang 
Pemerintahan Daerah disini hanya ada satu pasal, yang berbunyi: 
Pemerintahan Daerah diatur dalam dalam undang-undang, hanya saja, 
dasar-dasar yang telah diapakai untuk negara itu juga harus dipakai untuk 
Pemerintahan Daerah, artinya pemerintahan daerah harus juga bersifat 
permusyawaratan, dengan lain perkataan harus ada Dewan Penvakilan 
Rakyat. Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, 
kooti-kooti, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli, 
akan tetapi itu keadaamya sebagai daerah, bukan negara, jangan sampai 

7, 139 ada yang salah paham dalam ~nenghormati adanya daerah .... . 

Berdasarkan penday at dari dua tokoh perancang UUD 1945 tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa esensi yang terkandung dalam ketentuan Pasa! 18 UUD 1945 

(sebelum amandemen) adalah: pertama, keberadaan daerah otonom dalam 

penyelenggaran pemerintaahan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi. 

Kedzla, satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam 

penyelenggaraanya dilakukan dengan "memandang dun mengingati dasar 

pernlusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara ". Ketiga, pemerintahan 

tingkat daerah hams disusun dan diselenggarakan dsngan "memandang dun 

~t 140 
mengingati hak-hak asal-asul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa . 

Dari esensi ini sepertinya menimbulkan perspektif yang rasional jika pembagian 

daerah hams mengingati dasar permusyawaratan dan hak-hak yang bersifat 

. . 
-------lstunewa. ~ e m - e f w f k % @ k e w a h  tidak 

139 Ni'matul Huda, Otonomi ,... up. cit., hlm 3. 
I4O Ibid., hlm 3-4. 



dipandang secara simetris. Karena masing-masing daerah inempunyai 

kekhususan dan keistimewaan tersendiri. 

Sebagaimana yang diamantkan oleh Pasal 18 UUD 1945, Negara Indonesia 

akan dibagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya 

di tetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, dibuatlah beberapa 

undang-undang pemerintahan daerah sebagai derivatif dari Pasal 18 UUD 1945, 

yakni UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 44 Tahun 1950, 

UU No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 

1965, dan UU No. 5 Tahun 1974. Diantara undang-undang tersebut juga 

mengatur mengenai pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Pertama, UU No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional 

Daerah. UU ini merupakan undang-undang yang pertama kali dibentuk oleh 

Pemerintah Republik Indonesia yang baru merdeka dan langsung mengatur 

tentang pemerintahan daerah, tetapi undang-undang ini berbeda dengan undang- 

undang yang lahir berikutnya karena judulnya Komite Nasional Indonesia Daerah 

(KNID) tidak menyebut secara jelas tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan 

undang-undang berikutnya adalah menyebutkannya secara tegas sebagai undang- 

undang tentang Pemerintahan Daerah.14' 

Pembuatan undang-undang ini merupakan tindak lanjut pengejawantahan 

UUD 1945 dan Maklumat Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Pasal 18 

~- - - - - -- - -- . p- mengamanahkan pembagian Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk 

141 Sirojul Munir, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Cetakan Pertama (Yogyakarta: 
Genta Publishing, 2013), hlm 139. 



susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang. Seinentara Makluinat 

Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 menyatakan bahwa Komite 

I Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diserahi kekuasaan legislatif dan tugasnya 

I sehari-hari dijalankan oleh Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP). Dengan begitu 

maksud dibuatnya UU No. 1 Tahun 1945 ini tidak lain adalah untuk n~engadakan 

lembaga legislatif lokal yang bernama KNID, sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan daerah memperhatikan asas permusyawaratan dan paralel dengan 

sistem pemerintahan ditingkat pusat."* 

1 Dalam rangka persiapan dan penataan pemerintah Negara Republik 

1 Indonesia yang baru merdeka saat itu hams segera dibentuk sistem pemerintahan 

daerah yang diatur oleh undang-undang, tapi karena belum mernungkinkan maka 

sambil melakukan persiapan-persiapan yang diperiukan, pada tanggal 19 Agustus 
I 

1945 PPKI untuk sementara waktu lnenetapkan berbagai ha1 yang berhubungan 

dengan pemerintahan daerah. Untuk sernentara waktu Wilayah Negara Republik 

Indonesia dibagi menjadi 8 (delapan) provinsi yang masing-masing dikepalai 

oleh seorang Gubernur, dan masing-masing provinsi tersebut antara lain: Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku dan 

Sunda ~ e c i 1 . I ~ ~  

Masing-masing provinsi dibagi dalam beberapa keresidenan yang dipimpin 

oleh seorang Residen, kemudian Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite 

Nasional Indonesia Daerah (KNID). Sambil menunggu lebih lanjut kedudukan 

Kooti dan sebagainya masih diteruskan seperti sekarang. Dan untuk sementara 
- 

142 Soetandyo Wignosubroto, et.al., Pnsnng Surut Otonomi Daerah: Skersa 
Tnhun, Cetakan Pertama (Jakarta: Institute For Local Development, 2005), hlrn 61-62. 

L43 Sirojul Munir, Hukztm ... Op-Cit, hlm 13 9-140. 



waktu kedudukan Kota (Gemeentelstadgemeente) diteruskan seperti sekarang. 

Sambil menunggu terbentuknya unang-undang pemerintahan daerah untuk 

sementara waktu konfigurasi struktur dan sistem pemerintahan daerah di 

Indonesia sangat sederhana, yaitu terdiri dari Provinsi, Keresidenan, Kooti 

(kabupaten) dan Kota ditambah dengan Lembaga KNID. UU Nu. 1 Tahun 1945 

mengatur kedudukan dan kekuasaan KNID, sebagai undang-undang yang 

pertama di Republik Indonesia yang mengatur tentang desentralisasi. Dalam 

undang-undang ini menetapkan adanya tiga jenis daerah (Keresidenan, 

Kabupaten, dan Kota) yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga 

daerahnya sendiri sebagaimzna yang dirnaksud dalam Pasal 18 UUD 1945."' 

Kedzia, UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok 

Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daersh yang berhak mengatur dan mengurus 

urusan rumah tangganya sendiri. Dalam ketentuan Pasal 1 UU ini 

mengklasifikasikan daerah-daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri dalam dua jenis, yakni daerah otonom (biasa) dan daerah 

Istimewa. Pengklasifikasian jenis daerah tersebut dapat dibedakan dalam tiga 

tingkatan, yaitu propinsi, kabupatenlkota besar dan desakota kecil. Jadi, ketiga 

tingkatan daerah ini dapat bersifat istimewa dan otonom (biasa) berdsarkan hak- 

hak asal-usul yang ada di daerah tersebut. Sedangkan pembentukan suatu daerah 

otonom maupun istimewa dilakukan dengan undang-undang, dengan menegaskan 

Ibid.. hlm 140-141. 



nama, batas wilayah, tingkatan serta hak dan kewajiban daerah yang 

bersangkutan. 14' 

Wilayah hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan wilayah 

nasional RI dibagi secara hirarkis dan horizontal, yang terdiri atas wilayah 

nasional sebagai wilayah hukum pemerintah pusat, wilayah-wilayah provinsi 

sebagai wilayah hukum pemerintahan provinsi, setiap wilayah provinsi dibagi 

atas wilayah kabupatedkota besar, dan wilayah kabupatedkota besar dibagi atas 

wilayah yang disebut desa, nagari, marga dan lain-lain. Setiap wilayah tersebut 

otonom atau dalam istilah UU No. 22 Tahun 1948 disebut swatantra 

(menyelenggarakan penerintahan sendiri) dan masing-masing disebut Daerah 

Tingkat I, Daerah Tingkat I1 dan Daerah Tingkat 111. Daerah Tingkat I11 (Dati 111) 

sama dengan desa (kota kecil), nagari, marga dan lain-lain dalam UU No. 22 

Tahun 1 9 4 8 . ' ~ ~  

Ketiga, UU No. 44 Tahun 1950. Pada tanggal 24 Desember 1946 

berdirilah Negara Indonesia Timur (NIT) sebagai hasil Konferensi Malino dan 

Den Pasar, akibat politik devide te impera, Pemerintahan ~ e l a n d a . ' ~ ~ ~ n t u k  

menyesuaikari pemerintahan daerah dengan keadaan tersebut, maka Pernerintah 
. 

NIT menetapkan suatu peraturan desentralisasi yang termuat dalam. Undang- 

Undang NlT No. 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Indonesia 

j4' Lebih jelas Lihat Pasal 1 UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok 
Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur den Mengurus Rumah 
Tangganya Sendiri. 

14' ~oeniarto, Sejarah Ketatanegarnan Indonesia, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, Pokok- 
- - - - u p .  cit.. hlm 400. 

4 u q . Y M e l  

Indonesia Serikat (RIS) dan Pemerintah Indoensia Proklamasi (Yogyakarta) u n t u ~  membmtd  
Negara Kesatuan Republik Indonesia, C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pemerin~ahan Di Daerah, 
(Jakarta- Aksara Banx, 1979). hlm 43. 



Timur. Menurut undang-undang tersebut, Negara Indonesia Timur terbagi atas 

. tiga tingkatan daerah otonom, yaitu Daerah, Daerah Bagian dan Daerah Anak 

Bagian. Daerah merupakan satuan wilayah otonom tingkat teratas, yang 

dibawahnya terdapat Daerah Bagian yang selanjutnya dapat tersusun atas Daerah 

Anak Bagian. 

Keempat, UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 

Daerah.Untuk penataan wilayah dalarn pelaksanaan urusan rumah tangga 

masing-masing daerah otonom mengacu pada Pasal 131 ayat (1) UUDS 1950, 

dalam kalimat berbunyi "daerah besar dan kecil berhak mengurus rumah 

tangganya sendiri (autonoom)", kata-kata ini dalam UU No. 1 Tahun 1957 

ctipergunakan istilah teknis "Daerah Swatantra" yang mempunyai arti sama 

dengan "Daerah Otonom". Pemerintahznnya disebut -'i)emerintahan Daerah 

Swatantra". Disamping itu, adapula "Daerah Istimewa" untuk menyebut Daerah 

Swapraja yang ditetapkan sebagai Daerah Istimewa, clan ada Kotapraja untuk 

menyebut Daerah Kota yang mengurus rumah tangganya ~ e n d i r i . ' ~ ~  

Kaitannya dengan pembagian daerah, Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1957 

menegaskan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan 

kecil, yang berhak mengurus d m  mengatur rumah tangganya sendiri, yang 

diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu Daerah Tingkat I (tem~asuk 

Kotapraja Jakarta Raya), Daerah Tingkat I1 (termasuk Kotapraja), d m  Daerah 

Tingkat 111. 



Dasar pikiran yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 

1957 adalah seluruh wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah Swatantra 

dalam tiga tingkatan, namun perlu disadari bahwa lnembentuk daerah Swatantra 

Tingkat 111, tidak gampang kerena situasi politik dan perkembangan masyarakat 

saat itu yang memang memungkinkan dibentuknya daerah Swatantra Tingkat 111, 

dan yang diprioritaskan pembentukannya adalah daerah Swatantra Tingkat I dan 

11. Dan selamsl berlakunya UU No. 1 Tahun 1957, daerah Swatantra tingkat I11 

memang tidak pernah d i b e n t ~ k . ' ~ ~  

Kelima, Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah. 

Setelah berlakunya UUD UUD 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem 

demokrasi berubah dengan jargon demokrasi terpimpin. Dampak langsungnya 

terhadap otonomi daerah adalah diberlakukannya Penetapan Presiden Nomor 6 

Tahua 1959 dan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960.150 Dalam pembagisn 

wilayah Negara RI perlu dikemukakan bahwa kedua Penetapan Presiden terebut 

tidak mengatur tentang pembagian daerah. Oleh karena ketentuan tentang 

pembagian wilayah Negara Republik Indonesia menjadi daerah-daerah yang 

berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) serta tingkat- 

tingkat dari pada daerah tersebut masih mengacu pada ketentuan UU NO. 1 

Tahun 1957. Hanya namsnya saja yang mengalami perubahan yaitu kalau dalam 

UU No. 1 Tahun 1957 disebut "Daerah Swatantra", sedangkan dalam Penpres 



No. 6 Tahun 1959"' menyebutnya dengan istilah "Daerah", sedangkan 

pemerintahannya disebut "Pemerintah Daerah". l S 2  

Lebih jelasnya dapat dikemukakan bahwa pada saat diberlakukannya kedua 

Penpres itu pemerintahan pamong praja atau pemerintahan uinuin pusat di daerah 

terdapat lima tingkat pemerintahan, yaitu tingkat Provinsi, Keresidenan, 

Kabupaten, Kewedanan dan Kecamatan. Tidak dengan semula tingkat 

pemerintahan parnaong praja tersebut dibentuk daerah otonom, hanya pada 

tingkat-tingkat tertentu saja. Misalnya di Jawa hanya pada tingkat provinsi 

dibentuk daerah otonom tingkat I dan pada tingkat kabupaten dibentuk daerah 

otonom tingkat 11, demikian menurut dasar pikiran UU No. 1 Tahun 1957, tetapi 

pelaksanaannya diluar jawa terjadi penyimpangan yaitu, dibentuknya daerah 

otonom tingkat I pada tingkat Keresidenan dan daerah otonom tingkat 11 pada 

tingkat Kewedanan, dibeberapa daerah. Oieh kerena itu, Saik Penetapan Presiden 

Nomor 6 Tahun 1959 maupun Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tidak 

mengatur tentang tingkat-tingkat pemerintahan pamong praja pada daerah-daerah 

yang belum dibentuk daerah otonomnya, maka pemerintahan pamong praja pada 

tingkat-tingkat tersebut masih tetap ada dzn berjalan terus seperti semula. Di 

Jawa yaitu Keresidenan, Kewedanan dan ~ e c a m a t a n . ' ~ ~  

Keenam, UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 

Daerah. Undang-undang ini membagi wilayah negara dalarn tingkatan daerah- 

-- 

an Penetapan Presiden Nomor STahm i 960. 
Sirojul Munir, Hukum ... op. cit., hlm 174. 

153 Soehino, Perkembangan Pemerintahan Di Daerah, Dikutip dari Sirojul Munir, Ibid., hlm 
175. 



daerah ~ t o n o m ' ~ ~  yang terdiri atas: provinsi atau kotapraja sebagai Dati 1: 

kabupaten atau kotamadya sebagai Dati 11, dan kecainatan atau kotapraja sebagai 

Dati 111. Menumt Amran Muslimin, Undang-Undang ini memberi peluang bagi 

terciptanya tiga tingkatan daerah otonom yang biasa dimana desa atau 

Masyarakat Hukum Adat akan menjadi Daerah Tingkat 111 (Dati 111). Penarnaan 

daerah otonom secara konseptual tidak berbeda dengan nama dan tingkat daerah 

otonom dalam UU No. 22 Tahun 1948. Oleh karena itu, Daerah Tingkat 111 (Dati 

111) dalam UU No. 18 Tahun 1965 atau disebut kecamatan persis desa dalam UU 

No. 22 Tahun 1948. Dalam rangka mempercepat pembentukan Daerah Tingkat 

111 (Dati 111) tersebut, maka diberlakukan UU No. 19 Tahun 1965 tentang 

Desapraja. Menumt UU ini semua desa yang sudah ada akan dijadikan desapraja. 

Agar desapraja-desapraja meinenuhi syarat sebagai Dati 111, maka desapraja- 

desapraja yang kecil akan digabungkan. Jadi dalam Dati 111 akan terdapat 

beberapa desapraj a. 155 

Dalarn rangka membagi habis wilayah ~ n d o n e s i a ' ~ ~  dalam daerah-daerah 

besar dan kecil, undang-undang ini menentukan hanya ada tiga tingkatan daerah, 

yaitu daerah tingkat I, daerah tingkat I1 dan daerah tingkat 111. Semuanya 

mempunyai bentuk-bentuk susunan pemerintahan berdasarkan undang-undang 

ini. Oleh karena tingkat I11 yang terendah itu nantinya akan rnenggant'k i an semua 

masyarakat hukum, maka sejak semula dalam pembentukan tingkat 111 itu sudah 

hams diperhitungkan unsur-unsur keaslian yang terdapat dibagian-bagian 

wilayah Indonesia baik dalarn bentuk kehidupan gotong royong maupun dalam 

15' Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok, ... op. cit.,hlm 405-406. 
Lihat Pasall ayat (1) UU No. 18 T h  1965 ten- Pokok-Pokok Pemerintahan Daed.  



pemerinatahan serta dalarn bidang kebudayaan, sehingga dapat dikembangkan 

untuk menyempurnakan kepribadian nasional dari NKRI.'57 

Ketujzrh,UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di 

Daerah.Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah wilayah NKRI telah 

dibagi dalam wilayah administratif dan daerah otonom. Wilayah administratif 

dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dan wilayah administratif 

dibagi dalam wilayah provinsi dan ibu kota negara. Wilayah-wilayah provinsi 

dibagi dalam wilayah-wilayah Kabupaten dan Kota Madya, wilayah Kabupaten 

dan Kota Madya dibagi dalam wilayah-wilayah Kecamatan. Apabila dipandang 

perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dalain Wilayah 

Kabupaten dapat dibentuk Kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah.'5%isamping itu pula, dibentuk daerah-dzerah 

otonom yaitu daerah yang dibentuk dalarn rangka pclaksanaan asas 

desentralisasi. ' 59 
Untuk pelaksanaan asas desentralisasi tersebut dibentuk atau disusun 

daerah otonom tingkat I dan daerah otonom tingkat 11. Hal ini jika dibandingkan 

dengan beberapa undang-undang' pemerintahan daerah yang pernah berlaku 

sebelumnya terdapat perbedaan seperti UU No. 18 Tahun 1965, UU No. Tahun 

1957 dan UU No. 22 Tahun 1948, yaitu memerintahkan pembentukan daerah 

tingkat 111. Walaupun dalam kenyataanya tidak pernah dapat dibentuk. 

Sedangkan dalam UU No. 5 tahun I974 hanya memerintahkan terbentuknya 

-&onom tingkat I dan daerah otonom tingkat 11. Untuk tindak lanjutnya 

157 Sirojul Munir, Hukum ... op. cit., hlm 208. 
158 Lihat Pasal72 UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan DI Daerah. 
159 Sirojul Munir,hkhm~-.-op. cit.Jlln233. 



pembentukan wilayah: kemapuan ekono~ni, jurnlah pendilduk, iuar daerah, 

pertanahan, dan kearnanan nasional dan syarat-syarat lain lnelnungkinkan daerah 

otonom melaksankan pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan kesatuan 

bangsa dalam rangka pelaksanaan otonon~i daerah yang nyata dan 

bertanggungjawab, merupakan syarat-syarat utama yang dijadikan pertimbangan 

dalam pembentukan daerah otonom tingkat I dan daerah otonom tingkat 11.'~' 

Setelah mamasuki masa reformasi pada tahun1998 yang juga ditandai 

terjadinya pergantian kekuasaan dari Persiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie, 

aspirasi mengenai tonomi daerah dan desentralisasi muncul kelnbali dengan 

penuh janji dan optimisme. Untuk merespon aspirasi mengenai otonomi daerah 

dan desentralisasi, maka atas insiatif Pemerintah telah disahkan UU No. 22 

Talltic 1999 tentang Pemeriiltahan Daerah. 16' 

Konsep pembagian daerah dalarn UU No. 22 Tahun 1999 

mengkalsifikasikan daerah dalam dua tingkatan, yakni Daerah Otonom yang 

meliputi Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota, dan Wilayah 

Administratif yang eksistensinya berada pada Daerah Provinsi.16* Dengan 

demikian, daerah provinsi selain berkedudukan sebagai daerah yang bersifat 

otonom juga berkedudukan sebagai Wilayah Administratif. Pasal 4 UU No. 22 

Tahuii 1999 lebih mempertegas lagi dengan inenyebutkan: "dalam rangka 

pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah 

Kabupaten, dan Daerah Kota yang benvenang mengatur dan mengurus 

2 ~ : - 2 :  
n 

16' Lihat Jimly Asshiddiqie, Menuju Negnra Hukum Ynng Demokrntis, cetakan Bertama 
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm 790. 

'62 Lihat Pasd Pasal2 UU No. 22 T h  1999 t m g  Pemerintahan Daerah 



kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat". 

Berdasarkan pembagian wilayah negara, maka UU No. 22 Tahun 1999 

menempatkan otonomi daerah secara utuh kepada daerah kabupaten dan daerah 

kota. Dalam UU No. 5 Tahun 1974 daerah kabupaten dail daerah kota sebagai 

daerah otonom memiliki kewenangan yang luas untuk ~nembentukdan 

melaksanakan kebijakan menurut aspirasi rakyat. Sedangkan provinsi daerah 

tingkat I menurut UU No. 5 Tahun 1974 memiliki hubungan atasan bawahan 

dengaan kabupatedkotamadiya daerah tingkat 11, tetapi dalam UU 1Vo. 22 tahun 

1999 dijadikan daerah provinsi dengan kedudukan scbagai daerah otonom 

sekaligus sebagai wilayah administratif yang melaksanakan tugaslkewenangan 

pemerintah pcsat. Perlu diperhatikan bahwa dalam undang-undang ini daerah 

provinsi bukan merupakan pemerintahan atasan dari daerah kabupaten dan 

daerah kota. Dengan demikian, daerah otonom provinsi dan daerah otonom 

kabupaten dan kota tidak mempunyai hubungan hirarkis. '63 

Dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 diharapkan oleh masyarakat akan 

membawa perubahan dalam rangka perbaikan dan penii~gkatan kesejajahteraan. 

Akan tetapi harapan tersebut tidak tenvujud sehingga muncul keinginan uiltuk 

melakukan perubahan atau revisi UU No. 22 Tahun 1999. Keinginan revisi ini 

tidak hanya muncul karena kurang diperhatikannya aspirasi dan keinginan 

masyarakat melainkan dalam rangka menyesuaikan dengan sistem 

163 Lihat Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ji j, 
masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis satu sama lain". Lihat juga 
Sirojd Muuir, Hukum -.., op. cit.,htm 263. 



ketatanegaraan ~ n d o n e s i a ' ~ ~  yang telah mengalami p e ~ ~ b a h a n  karena adanya 

amandemen atau Perubahan Kedua ULlD 1945. Perubahan tersebut berkaitan 

dengan pembagian daerah dalam wilayah NKRI dan pemerintahan daerah. 

Perubahan Kedua UUD 1945 telah melahirkan gagasan baru tentang 

pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesie dan Pemerintah 

Daerah. Karena secara struktur dan substansi terjadi pergeseran yang clikup 

signifikan. Sebelumnya, dalam ULTD 1945 yang asli (sebelum amandemen) 

legitimasi konstitusional pemerintah daerah hanya diatur dalam satu pasal, yaitu 

Pasal 18. Namun, setelah amandemen, sumber konstitusional pemerintah daerah 

mengacu pada Pasal 18, Pasal 18A, dan 18B. Perubahan tersebut dipandang 

sebagai respon atas dinamika pemerintahan daerah yang kian mencari format 

idealitas sesuai dengan konsep Negara Kesatuan Xepubiik Indonesia. 

Legitimasi konstitusional pembagian daerah dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) pasca amandemen dapat ditelusuri dalam Pasal 18 

ayat (1) UUL) 1945, yang berbunyi: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 

atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan 

kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan 

daerah, yang diatur dengan undang-undang." Redaksi "dibagi atas" me~~unjukan 

adanya pembagian dan susunan daerah-daerah dalam NKRI. 

Substansi pembagian daerah dalam NKRI yang termanifestasi dalam Pasal 

18 ayat (1) lebih memperjelas pembagian daerah dalarn NKRI yang meliputi 

.- daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota. 



Ketentuan Pasal 18 ayat (1) ini nlempunyai keterkaitan erat dengan ketentuan 

Pasal 25 mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik 1nd0nesia.l~~ Konsep 

pembagian kekuasaan (devision of powers) disini bersifat vertikal dan hirarkis, 

dan terkait erat dengan kritik-kritik yang muncul sebagai akibat dari perumusan 

UU No. 22 Tahun 1999 yang lnenentukan bahwa pola hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupatedkota yang 

sebelumnya bersifat horizontal. Sebagai akibat penerapan pengertian hubungan 

yang bersifat horizontal itu, timbul banyak efek samping di daerah-daerah, 

sehingga ketika Perubahan Kedua UUD 1945, kelemahan tersebut mempengaruhi 

pilihan kata "dibagi" sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk 

mengembalikan lagi pola hubungan dimaksud menjadi vertikal kembali.'66 

Istilah "dibagi atas" (bukan "terdiri atas") dalarn ketentuar, Pasal 18 ayat 

(1) bukanlah istilah yang digunakan secara kebutulan. Istilah itu langsung 

menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan dimana kedaulatan negara 

berada ditangan pusat. Hal ini konsisten dengan kesepakatan untuk tetap 

mempertahankan bentuk negara kesatuan. Berbeda dengan istilah "terdiri atas" 

yang lebih menunjukan substansi federalisme karena istilah itu menunjukan letak 

kedaulatan berada di tangan negara-negara bagian.'67 

Selain itu, ketentuan Pasal 18A UUD 1945'68 secara henneneutik 

memberikan deskriptif bahwa negara Indonesia mempertegas sekaligus 

''* Ni'matul Huda, Desentmlisasi ... op. cit., hlm 13 
L66 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok ... op. cit.,hlrn 428. 

lllln Negam Reuublik Indonesia Tahun 1945, 
dikutip dari Ni'matul Huda, Hukum ... op. cit., hlm 49. 

'" Pasal 18A ayat (1) menyebutkan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan 
pemuinthm && p v k &  kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten, dan kota, 



mengkonstruksikan hubungan hirarkis-vertikai antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan 

kota, yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam UU No. 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah.Dengan demikian, sifat non-hirarkis dalam UU No. 

22 Tahui~ 1999 telah dikoreksi oleh Pasal 18A. 

Pembagian wilayah dalam NKRI sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 

1945 pasca amandemen tersebut, kemudian diderivasikan lebih lanjut dalam UU 

No. 32 Tahun 2004. Dalam ha1 pengaturan mengenai pembagian wilayah materi 

UU No. 32 Tahun 2004 ini dapat dikatakan sama dengan UU No. 22 Tahun 1999. 

Akan tetapi, hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupatenlkota 

diatur tidak lagi seperti yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemeriiltahan Daerah. Menurut UU No. 22 Tahlm 1999 ini, gubemur dan 

bupati/walikota tidak memiliki hubungan hirarkis satu dengan yang lain, 

sedangkan menurut versi UU No. 32 Tahun 2004 ~ e b a l i k n ~ a . ' ~ ~  

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (5)  UU No. 32 Tahun 2004 

menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya 

untuk mengatur dan mengurus' sendiri urusan pemerintahail berdasarkan asas 

otonoini dan tugas pembantuan, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi 

- -- - 
- 
aiarur d e ~ ~ ~ u s u s a n  dan keragaman daerah. Sedangkan ayat (2) 

elayanan umum, pemaniaatan S U ~ L I  

sumber daya Iainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur cian3hksm&aLl 
secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 

169 J a y  As~hiddiqie~ Pokok-Pokok. ..op. cit.,hlm 409-4 10. 



kewenangan Pemerintah diluar dari unsan pemerintahan ab~o lu t "~  dalam 

penyelenggaraannya dapat didelegasikan sebagian unlsan pemerintahan kepada 

I 

gubemur selaku wakil Pe~nerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada 

pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa berdasarkan asas pembantuan. 

Jika mencermati Pasal 10 ayat (2) dan ayat ( 5 )  UU No. 32 Tahun 2004 

diatas, maka dapat dikatakan bahwa pembagian daerah dalam NKRI 

mengkonstruksikan daerah yang bersifat otonom dan bersifat administratif. 

Dalam artian bahwa dengan prinsip otonom, pemerintahan daerah 

berwenangrnengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menururt prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 

Disamping itu, daerah provinsi dijadikan sebagai wilayah administratif yang 

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenzngan Pemerintahdalarn 

pelsksanaannya dapat didelegasikan kepada gubemur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat. 

Dalarn perkembangannya, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah bahkan dengan alasan efesiensi dan 

evektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam aspek hubungan antara 

Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, perlu dilakukan pembaharuan 

hilkwn pemerintahan daerah, sehingga berdasarkan pertimbangan sosiologis 

tersebut kemudian ditetapkanlah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pernerintahan 

170 Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang 
menjadi urusan Pemerintah, yakni meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; 
(d) ynstisi; (e) mneter ban fisikal nasional; clan ( f )  agama. 



Konsepsi pe~nbagian wiiayah daialn NKRI menurut UU No. 23 Tahun 

2014 persis sama atau lnasih mengikuti materi yang ada dalam UU No. 32 Tahun 

2004. Akan tetapi, dalam ha1 pengaturan pembagian daerah tidak hanya dibagi 

atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupatedkota, 

namun daerah kabupatedkota sebagai daerzh otonn~n juga dibagi atas kecamatan 

dan kecamatan dibagi atas kelurahan dadatau desa. Disamping itu, Pasal 4 UU 

No. 23 Tahun 2014 menempatkan status daerah provinsi dan daerah 

kabupatedkota sebagai daerah otonomi juga merupakan wilayah administratif 

yang menjadi wilayah kerja gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan 

wilayah kerja gubernur, bupati dan walikota dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi untuk gubernur dan di wilayah 

kabupatedkota untuk bupatiiwalikota. 

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya 

urusan pemerintahan uinum dilaksanakan oleh gubernur dan bupatilwalikota 

yang meliputi: 17' 

a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka 

pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelesrarian Bhinneka 

Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI; 

b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; 

c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan 

golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan 

nasional; 

d. ~ e n a n g a n ~ ~ i ~ i m a n  perundang-undangan; 

- 
17' Lrhat Pasd 25 ayat ( 1 )  UU No. 23 Tahun 2014 tentang PemzdabnDaerah. 



e. Koordinasi pelaksanaax tugas antarinstansi pemeriiltahan yang ada di wilayah 

daerah proviilsi dan daerah kabupatedkota untuk menyelesaikan 

perrnasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak 

asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, potensi 

serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; 

f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan 

g. Pelaksanaan semua urusam pemerintahan yang bukan merupakan 

kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. 

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan 

Presiden sebagai kepala pemerintahan, gubernur bertanggungjawab kepada 

Presiden melalui Menteri dan bupatilwalikota bertanggungjawab kepada Menteri 

melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

Selain itu, asas otonomi yang semula menurut UU No. 32 Tahun 2004 

dijadikan sebagai asas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah, kini UU No. 23 Tahun 2014 tidak lagi mengatur ketentuan 

demikian. UU No. 23 Tahun 2014 tidak menyebutkan sama sekali asas otonomi 

sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Pasal 5 ayat (4) hanya 

menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan 

berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kalau 

diperhatikan secara mendalam, hilangnya senlangat otonomi karena sesungguhnya 

filosofis penyelenggaraan pemerintahan daerah (asas otonomi) yang sebelumnya 

menjadi tuntutan masyarakat tereliminasi dari pengaturan pemerintahan daerah 

- - -- 
yang baru, hingga pada akhirnya berkonsekuensi pada asas penyelenggaraan 

urusan pemennta an. 



Dalam Pasal2 ayat (2) GU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa ... daerah 

benvennng n~engatur dun mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan 

nsns otonomi dan tugas pembantuan. Dari ketentuan demikian berarti daerah 

mempunyai independesi "rumah tangga" sekaligus memegang kekuasaan "rumah 

tangga" untuk melaksanakan urusar, pernerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdsarkan aspirasi masyarakat. Namun, dalam 

Pasal 5 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 hanya menyebutkan penyelenggaraan 

urusan pemerintaha di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas 

dekonsentrasi dan asas pembantuan, sehingga aspek mengntur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan bergeser menjadi dilnksnnnknn urusan pemerintahan. 

Hal ini telah memberikan indikasi bahwa prinsip dan semangat otonomi 

daerah hilang dari asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, 

daerah provinsi inaupun daerah kabupatenkota hanya sekedar menjalankan 

urusan pemerintahan, bukan lagi sebagai unit pemerintahan daerah yang bersifat 

otonom. Hal ini secara norrnatif berkontradiksi dengan semangat UUD 1945. 

Dalam Pasal 18 ayat (5) jelas menekankan bahwa pemerintahan daerah, baik 

provinsi maupun kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendjri urusan 

pemerintahail berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Berkaitan dengan konsepsi penyelenggaraa pemerintahan daerah, baik 

daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan kota, Pasal 18 ayat (2) 

mengisyaratkan "pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

. . 1- ... 



Pasal 18 ayat (2) mengindikasikan adanya otonomi bagi daerah-daerah provinsi, 

daerah kabupaten dan kota. Dimana secara etimologi "otonomi" berasal dari 

perkataan "azlto" dan "nomos ". Auto berarti sendiri sedangkan nomos dapat di 

artikan mengatur.'72 Dengan demikian, secara tenninologi otonomi dapat 

dimaknai sebagai mengatur ntau mengums rumah tangganya sendiri. 

B. Macam-Macam Hubungan Pusat dan Daerah 

Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan merupakan 

masalah yang banyak diperbincangkan oleh para pakar ketatanegaraan karena 

dalam praktek penyelenggaraan negara sering terjadi tarik lnenarik kepentingan 

(Spanning of Interest) diantara keduanya. Karena kelaziman yang terjadi dalam 

negara yang berbentuk kesatuan, pemegang otoritas pemerintahan berada pada 

pemerir~tah pusat. Kewenangan ymg diberikan pusat kepada daerah biasanya 

sangat terbatas, sebagai karakter negara kesatuan yang sentrzlistik dan 

berbanding terbalik jika dikaitkan dengan negara yang berbentuk federal dimana 

negara-negara bagianrelatif lebih banyak memiliki ruang gerak leluasa untuk 

mengelola kekuasaannya, sebab kekuasaan negara terdesentralisasi pada negara- 

negara bagian. Hal ini merupakan bentuklkarakter dari negara federal yang 

desentralistik dan lebih demok~at is . '~~ 

Untuk mengantisipasi kekhawatiran yang berkembangan selama ini, maka 

salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan negara dan pemerintahan sejak 

Indonesia merdeka adalah pemikiran daerah otonom sebagai alternatif yang 

merupakan sub sistem dalam negara yang berbentuk kesatuan. Ditinjau dari 

172 Lihat Jimly Asshidiqqie, Pokok-Pokok. ..op. cit., hlm 424 
L73 Sirojul Mmir, Hcrkwrr...op. cit.,hlm 111. 



struktur ketatanegaraan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Dalam diinensi 

lokal nasional, politik ketatanegaraan tidak hanya mengenal satu bentuk politik 

pemerintahan atau desentralisasi semata, tetapi juga menyangkut aspek-aspek 

kewilayahan yang merupakan implementasi dari tugas umum pemerintahan. 

Sehubungan dengan pelaksanaan pemerintahan umum dikaitkan dengan 

pelaksanaan otonomi daerah, hams ada keseimbangan pemahaman, seberapa jauh 

dekonsentrasi itu dapat dilaksanakan dan sampai batas mana desentralisasi itu 

tidak dirugikan. Dengan kata lain, bagaimana mencari keseimbangan antara asas 

desentralisasi dengan dekonsentrasi untuk menciptakan efesiensi dan efektivitas 

dalam pelayanan r n a ~ ~ a r a k a t . ' ~ ~  

Pembahasan mengenai hubungan antara pusat dan daerah terdapat pada 

negara dengan susucan desentralistik. Sususnan organisasi negara yang bercorak 

desentralistik serta mempergunakan desentralisasi sebagai dasar susunan 

organisasi dapat dijumpai pada negara yang berbentuk kesatuan maupun pada 

negara federal. Persoalan hubungan antara pusat dan daerah pada negara dengan 

susunan organisasi desentralistik timbul karena pelaksanaan wewenang, tugas 

dan tanggmgjawab pemerintahan negara tidak hanya dilakukan oleh (dari) satu 

pusat pemerintahan. Selain pilsat, terdapat satuan-satuan pemerintahan lebih 

rendah yang juga melakukan wewenang, tugas dan tanggungjawab melaksanakan 

sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan atau yang diakui sebagai urusan 

daerah bersangkutan. ' 75 

174 Ibid., hlm 1 12-1 13. 
175 Bagjr Manan, Hwbrtngarr..-up. cit.,hlm 16. 



M e n u ~ ~ t  Bagir Manan, paling kurang ada tiga bentuk hubungan antara 

pusat dan daerah, diantaranya: 

Pertnnzn, hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi 

teritorial. Pada prinsipnya, hubungan pusat dan daerah menurut dasar 

dekonsentrasi teritorial bukan merupakan hubungan antar dua subjek hukum 

(p~lbliek rechtspersoon) yang masing-masing berdiri sendiri. Satuan 

pemerintahan teritorial dekonsentrasi tidak mempunyai wewenang mandiri, 

namun inerupakan satu kesatuan wewenang dengan departeman atau kementerian 

yang bersangkutan. Sifat wewenang satuan pemerintahan dekonsentrasi teritorial 

adalah delegasi atau mandat. 

Kedtra, hubungan pusat dan daerah menurut dasar otonomi teritorial. 

Otoilomi zeritorial merupzkan konsep yang ada dalam negara kesatuan. Satuan 

otonomi teritorial merupakan suatu satuan mandiri dalam lingkungan negara 

kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum sebagai subjek hukum untuk 

mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan yang menjadi urusan rumah 

tangganya. 

Ketiga, hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal. Mengenai 

hubungan satuan federal dengan negara bagian sangat beraneka ragam. 

Hubungan antara satuan federal dengan negara bagian merupakan hubungan 

kenegaraan. Tidak hanya mengenai fungsi penyelenggaraan administrasi negara. 

Hubungan itu meliputi juga di bidang kekausaan kehakiman dan pembentukan 

176 Bagir Manan, Menyongsong. ..op. cil,hlm 33-35. 

75 



Bagaimana cara rnenelitukan peinbagian kekuasaan untuk menjalankan 

hngsi pernerintahan dan kecenderungan-kecenderungan yang dite~npuh dalam 

pelaksanaannya, merupakan sumber pokok persoalan hubungan pusat dan daerah. 

Hubungan antara pusat dan daerah dengan negara kesatuan dengan satuan 

otoiloini lebih luas dari sekedar praktik memusat (centvifetnl) akibat 

perkembangan-perkembangan tertentu. Selain bertalian dengan cara-cara 

penentuan urusan rumah tangga daerah, persoalan hubungan pusat dan daerah 

bersumber pula pada hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan cara 

menyusun dan menyelenggarakan organisasi pemerintahan di daerah.'77 

1. Hubungan Kewenangan 

Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti 

ditinggalkanfiya asas sentralisasi, karena kedua asas tersebut tidak berifat 

dikotomis, melainkan kontifium. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin 

diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi. Sebab desentralisasi tanpa 

sentralisasi, akan menghadirkan disintegrasi. Oleh karena itu, otonomi daerah 

yang pada hakikatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, 

sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan. Otonomi daerah dan daerah 

otonom adalah ciptaan pemerintah. Walaupun demikian hubungan antara 

daerah otonom dan Pemerintah adalah hubungan antarorganisasi dan bersifat 

r e ~ i ~ r o k a l . ' ~ ~  

Hubungan kewenangan, antara lain bertalian dengan cara pembagian 

177 Ibid., hlm 36. 
17' Bhenyamin Hoessein, Hubungan Kewennngnn Pusnr don Dctercth, dalam Soetandyo Wigno 

Subroto, et.aL, Pasang ,... up. cit..hlm 199. 



tangga daerah.Cara penentuan ini akan mencerrninkan suatu bentuk otonomi 

terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan otonomi terbatas apabila: 

pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara katagoris dan 

pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila 

sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah 

otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara 

mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan 

keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkkan hal-ha1 seperti 

keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang 

gerak otonomi daerah.'79 

Dalam negara modem, lebih-lebih apabila clikaitkan dengan paham 

negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya. 

Segala aspek kehidupan masyarakat, terutarna yang berkaitan dengan 

pelayanan urusan dan kepentingan umum, baik dibidang politik, ekonomi, 

sosial, maupun budaya mungkin dan dapat menjadi urusan pemerintahan. 

Selain sangat luas, urusan pemerintahan dapat senantiasa meluas sejalan 

dengan meluasnya tugas negara dan atau pemerintahan untuk mewjudkan 

kesejahteraan umum. Disarnping itu, luasnya urusan pemerintahan juga akan 

mcnjadi sumber masalah bagi otonomi. Beban daerah menjadi begitu berat, 

sehingga ada kemungkinan tidak mampu rnenjalankannya. lgO 

179 Bagir Manan, Menyongsong ... op. cif.,hlm 37. 
Zbid.. h h  39. 



Menurut Faujan, dalam negara kesatuan paling tidak terdapat tiga 

model hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah, yaitu: 

a. Model otonoini relatif, model ini memberikan kebebasan kepada 

pemerintah daerah, dan pada saat yang sama tidak mengingkari realitas 

negara bangsa. Penekanannya adalah dengan memberikan kebebasan 

bertindak pada pemerintah dalam kerangka kerja kekuasaan dan 

kewajiban yang telah ditentukan. Hubungan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah oleh karenanya ditentukan oleh perundang-undangan. 

Dalam model otonomi relatif pemerintah daerah dapst membuat 

kebijakan yang dibagi dengan pernerintah pusat atau yang berada dari 

kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

b. Model agensi, iili adalah model pemerintahan daerah yang dilihat terutarna 

sebagai agen pelaksana kebijakan pemerintah pusat. Hal ini diyakini 

melalui spesifikasi yang terperinci dalarn peraturan, perkembangan 

peraturan dan pengawasan. 

c. Model interaksi, dalarn model ini sulit ditentukan ruang lingkup kegiatan 

peinerintah pusat dan pemerintzh daerah, karena mereka terlibat dalam 

pola hubungan yang rumit, yang penekanannya ada pada pengaruh yang 

menguntungkan saj a. I*'  

- - - 

- 
Muhammaa h h e n y e ~ m  

Pemerintahan Di Indonesia. Dikutip dari Indah, "Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat dan 
Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Hukurn Rechtidee,Edisi No. 2 
Vo1.9.,(2014), him 144. 



Seiring dengan prinisp otonomi daerah, hubungan wewenang antara 

pemerintah pusat dan daerah hams selalu berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan 

aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi 

daerah juga hams menjarnin keserasian hubungan antara daerah dengan 

daerah lainnya, artinya marnpu membangun kerjasama antar daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraan bersama dan inencegah ketimpangan antar 

daerah.lS2 

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa hubungan wewenang 

anatara pusat dan daerah senantiasa tercennin dalanl bentuk pembagian 

urusan pemerintahan. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat berhak 

menentukan atau mengatur pola hubungan kewenangan antara pusat dan 

daerah yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 

Narnun, dalarn penentuan urusan atau wewenangtersebut hams 

mempertimbangkan asas penyelenggaraan pemerintahan dan aspirasi 

masyarakat yang berkembang sebelum peraturan tentang pola kewenangan 

pusat dan daerah tersebut dirumuskan. 

Pola hubungan wewen~ng pusat &an daerahdalam NKRI selalu 

berkembang seiring dengan adanya dialektika pengaturan dan konfigurasi 

politik pemerintahan daerah maupun hubungan pusat dan daerah. Euforia 

reformasi dan demokrasi yang berkembang saat pemerintahan orde baru 

~-~ -~ ~ a d a  1998 telah membawa harapan baru bahwa penyelenggaraan 

lS2 Ibid.. hlm 145. 



pemerintahan daerah yang berasaskan pada otonomi luas dan nyata 

merupakan instrumen peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah. 

Dengan demikian, untuk menerjeinahkan segala tuntutan tersebut 

ditetapkanlah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

Sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999, prinsip 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas 

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip ini secara tidak 

langsung memberikan konsekuensi terhadap munculnya kewenangan 

pemerintahan daerah. Karena pada dasamya, desentralisasi merupakan 

penyerahan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus urusm pemerintahannya. Selair. kewenangan 

yang diserahkan kepada daerah, gubemur juga dilimpahkan kewenangan 

untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang bertindak sebagai wakil 

Pemerintah Pusat di daerah. 

UU No. 22 Tahun 19991ebih memberikan keleluasaan kepada daerah 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat setempat. Bahkan secara: tegas, UU No. 22 Tahun 1999 

mendikotomikan hubungan pusat dan daerah maupun antar daerah dengan 

menentukan pola hubungan yang bersifat non-hirarkis. Artinya bahwa, 

pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah masing-masing berdiri 

sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis satu sama lain (Pasal 4 ayat 



- .  

Undang-undang inilg3 menetapkan bahwa pernerintahan daerahdapat 

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang 

politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fisikal, 

agama, serta kewenangan bidang lain. Sedangkan kewenangan bidang lain 

meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pembangunan nasional 

secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan 

lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya 

1 manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang 

strategis, konservasi dan standarisasi nasional. 

selain itu, dalam pembagian daerah, UU No. 22 tahun 1999 

mengklasifikasikan daerah menjadi dua, yaitu daerah yang bersifat otonomi 

dan daerah yang bersifat administratif. Daerah yang bersifat otonomi 

diternpatkan pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan untuk 

daerah yang bersifat administratif belaka ditempatkan pada tingkatan 

provinsi. Dengan demikian, status daerah provinsi disamping sebagai daerah 

otonom juga sebagai daerah yang bersifat administratif. 

Konsekuensi pembentukan daerah administratif pada tingkat provinsi 

telah memberikankewenangan kepada gubernur yang bertindak sebagai wakil 

pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan dibidang pemerintahan 

yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.Selain itu, pemerintah pusat juga 

Lhat P a d 7  UU No. 2 2 T h  1999 tentang P-Daerah. 



dapat menugaskan kepada daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas 

pembantuan. 

UU No. 22 Tahun 1999 menspesifikasi kewenangan daerah kabupaten 

dan daerah kota pada bidang pemerintahan yang bersifat wajib. Kewenangan 

wajib tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 

1999 adalah: pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, 

pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, 

lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. 

Istilah "kewenangan daerah" yang dipakai oleh UU No. 22 tahun 1999 

kemudian melalui UU No. 32 tahun 2004 diganti dengan istilah "urusan 

pemerintahan". Menurut Anthon ~ a h a r u s u n , ' ~ ~  argumen istilah kewenangan 

mempunyai konotasi diskresi yang lebih luas. Dengan adanya kewenangan 

berarti daerah mempunyai otoritas dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi atas urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah. Dengan kata 

lain, daerah mempunyai diskresi yang luas untuk mengoperasionalisasikan 

urusan pemerintahan tersebut. 

Sebenarnya penggunaan istilah "urusan pemerintahan" jauh sebelumnya 

telah dipakai oleh UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 

Di Daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UU No. 32 Tahun 2004 

mengembalikan pengertian istilah "kewenangan daerah" yang diatur dalam 

UU No. 22 tahurl 1999 ke pengertian yang dimaksud oleh UU No. 5 tahun 

- - - -- - --- 
1974. Dengan --- kata lain, istilah urusan pemerintahan yang dipakai oleh UU 

--- --- -- 

Lihat Anthon Raharusun, Desentralisasi Asimentrik Dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, Cetakan Pertama (Yogyakarta: GENTA Publising, 2014)- him 197. 



No. 32 Tahun 2004 merupakan bagiandari upaya untuk mengembalikan 

kedudukan daerah dengan diberikan kewenangan sebatas melaksanakan 

urusan pemerintahan. 

Hal yang melatar belakangi pemikiran tersebut adalah akibat praktik 

dimasa lalu (UU No. 5 Tahun 1974) yang memposisikan daerah lebih sebagai 

alat dari pusat dalam melaksanakan program pusat di daerah. Isi otonomi 

dimasa lalu untuk kabupatenlkota sangatlah terbatas yaitu berkisar antara 7 

sampai dengan 9 urusan yang diserabkan secara seragam (simentris) dalam 

satu provinsi. Keseragaman tersebut tanpa memperhatikan potensi riil dari 

daerah yang bersangkutan. Terlebih lagi, dari urusan yang telah diserahkan 

tersebut, sebagaian besar masih ditangani oleh pusat ataupun pemerintahan 

daerah provinsi .Is5 

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pusat dan 

daerah, Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa, pemerintahan 

daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan 

menjadi urusan Pemerintah. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan 

otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diantaranya 

Zbid., hlm 197. 



(a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter 

dan fiskal nasional; dan (g) agama. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria 

eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian 

hubungan antar susunan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan yang 

berdasarkan kriteria tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan 

antara pusat dan daerah atau antar daerah yang saling terkait, tergantung, dan 

sinergis sebagai satu sistem penerintahan. Sedangkan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah yang dibagi berdasarkan kriteria tersebut 

dikalsifikasikan menjadi dua, yaitu urusan wajib dan urusan bersifat 

pilihan. 86 

Ketika diberlakukan UU No. 23 Tallun 2014 tentang Pemerintahan 

~ a e r a h , ' ~ ~  urusan pemerintahan diatur secara rinci dengan 

mengklasifikasikan menjadi tiga bagian, yakni urusan pemerintahan absolut, 

urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan 

pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren 

merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan 

daerah provinsi dan daerah kabupatenkota, sedangkan urusan pemerintahan 

- - -~ pp--p-- 

7004 tentmghnxrintahan 
Daerah. 

Telah dirubah rnenjadi UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU NO. 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 



umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 

sebagai kepala pemerintahan.'88 

Pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2014 dapat dikatakan sangat terbatas. 

Karena sesungguhnya urusan pemerintahan yang diserahka ke daerah 

hanyalah urusan yang .dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan 

kabupatenikota. Sedangkan disisi lain ada urusan yang sepenuhnya menjadi 
\ 

kewenangan pemerintah pusat, misalnya urusan pemerintahan absolut dan 

urusan pemerintahan umum, walaupun urusan pemerintahan umum 

merupakan kewenangan yar,g melekat pada Presiden sebagai kepala 

pemerintahan. Berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2004, yang dalam 

pembagian urusan pemerintahan menmtukan bidang urusan ilntuk daerah 

provinsi maupun kabupatenkota secara rinci. 

Kaitannya dengan hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, 

Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa, pembagian urusan 

pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta 

daerah kabuptenlkota, dalam penyelenggaraannya didasarkan pada prinsip 

akuntabilitas, efesiensi, dan ekstemalitas, serta kepentingan strategis nasional. 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah 

Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada 

Instansi Vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah 

- - --- Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Untuk urusan pemerintahan konkuren 

ls8 Lihat Pasd 9 UU No. 23 tahun W14 tentangPemerintahan Daerah 



1 yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dalam penyelenggaraailnya 

1 bukan hanya dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dan gubernur sebagai wakil 

I Pemerintah Pusat, narnun dapat juga diselenggarakan dengan cara menugasi 

kepada daerah berdasarkan asas pembantuan. 

2. Hubungan Keuangan 

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah di manapun di pandang 

sangat menentukan kemandirian otonomi daerah. Tetapi yang umum 

1 dipersoalkan adalah "minimnya" jumlah uang yang "dimiliki" daerah 

dibandingkan dengan yang "dimiliki" pusat. Berdasarkan premis ini, maka 

inti hubungan keuangar, antara pusat dan daerah adalah "perimbangan 

keuangan". Perimbangan tidak lain adalah memperbesar pendapatan asli 

daerah sehingga lumbung keuangun daerah dapzt berisi lebih banyak. I x 9  

Dalam ruang lingkup Indonesia, hubungan antara pusat d m  daerah 

tercantum dalam Pasal 1 8 UUD 1945 yang dibingkai dalarn hubungan 

kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian 

direalisasikan dalam pembagian urusan pemerintahan.'" Untuk menjalankan 

urusan pemerintahan yang rnenjadi keuangan daerah, daerah hams 

mernpunyai sumber keuangan agar daerah tersebut marnpu memberikan - I 
pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber 

- -- 

y ? a L J = d m P f l  ... " . 
'" Poni Sukaesih Kurniati, "Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah Di Indonesia Pada Era Reformasi", Jurnnl Ilmu Politik dnn Komunikasi,Edisi No. 1Vo1.3, 
( 2013), hlm 5. 



keuangan kepada daerah hams seimbang dengan beban atau urusan 

pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. 19' 

Implikasi dari hubungan ini terjadilah hubungan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan daiam penyelenggaraan 

pemerintahan baik pusat maupun daerah. Periinbangan keuangan pusat dan 

daerah merupakan sebuah sistem pembagian keuangan yang adil, 

proporsional, demokratis, transparan, efisien, dalam rangka pendanaan 

desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, kebutuhan daerah, 

serta besaran-besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan. ' 92  

Suatu sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah hendaknya 

dapat memberikan kejelasan mengenai beberapa luas kewenangar~ yang 

dipunyai pemerintahan daerah dalarn kebebasannya untuk mengadakan 

pungutan-pungutan, menetapkan tarif dan ketentuan-ketentuan penerapan 

sanksinya, dan seberapa luas kebebasan pemerintahan daerah dalam 

menentukan besar dan arah pengeluarannya. Oleh karena itu, untuk melihat 

suatu sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu dilihat dari 

keseluruhan tujum hubungan keuangan pusat dan daerah. Dalam ha1 ini, ada 

- 
anlW_No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara -17014~nm0r 244) kemudian dirubah r n e n j a ~ ~ ~  
2015 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Llaerah  emba bar an 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58). 

192 Poni Sukaesih Kumiati, Hihungan..-op. cit.&u 5. 



1 empat kriteria yang perlu diperhatikan untuk menjamin sistem hubungan 

keuangan pusat dan daerah, yaitu:193 

1. Sistem tersebut hams memberikan distribusi kekuasaan yang rasional dl 

anrara berbagai tingkat pemerintah mengenai penggalian sumber-sumber 

dana pemerintah dan kewenangan penggunaamlya, yaitu suatu pembagian 

yang sesuai dengan pola umum desentralisasi. 

2. Sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang memadai dari 

sumber-sumber dana masyarakat yang secara keseluruhan untuk 

membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan 

pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. 

3. Sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin rnendistribusikan 

pengelucrkan pemerintah secara adil dizintara daerah-daerah, aiau 

sekurang-kurangnya memberikan prioritas pada pemeraraan pelayanan 

kebutuhan dasar tertentu. 

4. Pajak dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah hams sejalan 

dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran 

pemerintah dalam masyarakat. 

Pasca refonnasi, pola hubungan keuangan ailtara pusat dan daerah 

dibingkai dalam UU 1Vo. 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjzdi UU No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan secara spesifik diatur juga 

dalam UU No. 25 Tahun 1999 kemudian direvisi melalui UU No. 33 Tahun 

- - 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

"I3 Mahhd Sidik, "Hubungan Keuangan Pusat-Daerah", dikutip dari Ni'matul Huda, 
Otonomi..op. cit..hlm 102-103. 



- -- 

Daerah.Pembentukan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan dukungan pendanaan terhadap berbagai kewenangan yang telah 

diserahkan kepada daerah, baik itu berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi 

maupun asas pembantuan. 

Perubahan signifikan dalam bidang keuangan adalah diperkenalkannya 

konsep hubungan keuangan atara pusat dan daerah. Hal ini membawa 

perubahan besar karena selama beberapa dasawarsa yang berlaku adalah 

praktik hubungan keuangan antara pusat dan daerah, dengan 

mengesampingkan adanya perimbangan d i m a k ~ u d . ' ~ ~  

Di dalam Undang-Undang keuangan negara terdapat penegasan 

dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan 

keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; clan 

kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan 

kepada gubern~~r/bupati/walikota selaku kepala pernerintahan di daerah untuk 

mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam 

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut 

berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, bahwa 

gubernur,/bupati/waiikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan 

daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.Ig5 

Sedangkan dalam Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2004 menentukan 

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, meliputi: 

'" Anthon Raharusun, Desentralisasi ... op. cit.,hlm 203. 
'" 5bid.. hlm 114. 



1. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan; 

2. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan 

3. Pemberian pinjaman dadatau hibah kepada pemerintahan daerah. 

Sedangkan hubungan dalam bidang keuangan khususnya antara 

pemerintahan daerah, meliputi: 

1. Bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan 

pemerintahan daerah kabupatedkota; 

2. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungan bersama; 

3. Pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah; dan 

4. Pinjaman dadatau hibah antar pemerintahan daerah. 

Hubungan dalam bidang keuangan merupakan bagian dari 

penyelenggaraan hngsi pemerintahan daerah di bidang fiskal daerah agar 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal dengan 

pemberian sumber-sumber keuangan daerah yang cukup dengan tetap 

mengacu kepada undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintahan daerah, di mana besarnya disesuaikan dan 

diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan daerah.19' 

3. Hubungan Pengawasan 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tanpa disertai dengan 

pengawasan merupakan hal yang sangat membahayakan konsep negara 

kesatuan. Secara general, biasanya sasaran pengawasan ditujukan untuk 

memelihara dan menjaga konsistensi pelaksanaan urusan pemerintahan agar 

- - s e s u a i ~ e ~ ~ s t a n d a r  atau ketentuan yang telah ditetapkan ----- dalam 

'" Ni7rnatul Huda, 0tonornt.-op. ctt.,hlm 226-227. 



peraturan perundang-undangan, agar kekuasaan pemerintah sebagai 

penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat tetap konsisten pada garis batas 

kekuasaan dan wewenang. 

Sistem pengawasan juga menentukan kemandirian satuan otonomi. 

Untuk menghindari agar pengawasan tidak melemahkan otonomi, maka 

sistem pengawasan ditentukan secara spesifik baik lingkup maupun tata cara 

pelaksanaannya. Karena itu hal-ha1 seperti memberlakukan prinsip 

"pengawasan umum" pada satuan otonomi dapat mempengaruhi dan 

membatasi kemandirian daerah. Makin banyak dan intensif pengawasan 

makin sempit kemandirian daerah. Makin seinpit kemandirian daerah makin 

terbatas otonomi. Begitu juga sebaliknya, tidak boleh ada sistem otonomi 

yang saina sekali meniadakan pengawasan. Kebebasan berotonomi dan 

pengawasan merupakan dua sisi dalam satu le~nbaran dalam berotonomi 

untuk menjaga keseimbangan bandul antara kecenderungan desentralisasi dan 

sentralisasi yang dapat berayun dengan berlebihan.'97 

Pengawasan pusat terhadap daerah merupakan bagian dari dimensi 

pengontrolan oleh atasan pemerintahan untuk menjamin konsistensi tindakan 

pemerintahan daerah dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi norma dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Jika mencennati berbaga! 

pengaturan yang mengatur tentang pengawasan pusat terhadap daerah, maka 

terdapat beragam konsep yang telah diimplementasikan tergantung dinamika 



politik yang berkeinbang atau kebijakan pemerintah pusat daiam ine1~1~angun 

sistem pengawasan itu sendiri. 

Perkembangan tersebut dapat dilihat dari beberapa pengaturan yang 

selalu saja berubah dari waktu ke waktu. Pasca reformasi, pengawasan pusat 

terhadap daerah dintegrasikan dalam UU No. 22 Tahun 1999, kemudian 

dirubah menjadi UU 1Vo. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dalam perkembangannya, UU No. 32 Tahun 2004 mengalami banyak 

kelemahan sehingga dipandang perlu untuk dirubah kembali sebagai upaya 

pencarian konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih ideal. 

I Dengan demikian, ditetapkanlah UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

I Pernerintahan Daerah. 

UU No. 22 Tallun 1999mengeiiminasikan konsep pengawasan preventif 

yang pernah diterapkan meialui UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok 

Pemerintahan Di Daerah.UU No. 5 Tahun 1974 menyebutkan secara eksplisit 

mengenai sistem pengawasan pusat terhadap daerah, yakni pengawasan 

preventif dan pengawasan represif.Dalam rangka pengawasan preventif, Pasal 

68 UU No. 5 Tahun 1974 menegaskan bahwa Peraturail Daerah dan 

Keputusan Kepala Daerah mengenai hal-ha1 tertentu, baru berlaku sesudah 

ada pengesahan dari pejabat yang berwenang. 

Sedangkan dalam rangka pengawasan represif, Pasal 70 UU No. 5 

Tahun 1974 menegaskan bahwa Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala 

Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang- 

undangan atau peraturan daerah tingkat atas, dapat ditangguhkan 



keberlakuannya atau dibatalkan oleh pejabat yailg be1-wenang.Jika dalam 

implementatifnya, gubernur sebagai kepala daerah tidak inenagguhkan atau 

membatalkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah Tingkat I1 

yang diduga bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang- 

undangan atau peraturan daerah tingkat atas, penangguhan atau 

pembatalannya dapat dilakukan oleh Menteri. 

Kaitannya dengan pengawasan pusat terhadap daerah, UU 1Vo. 22 

Tahun 1999 hanya mengandalkan pengawasan represif sebagai upaya untuk 

melakukan pengontrolan terhadap penyelenggaraan peinerintahan di daerah. 

Hal ini bukan tidak dengan alasan, karena dalam Penjelasan Umu~n Angka 10 

menyatakan bahwa,pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan represif 

ilntuk lebih memberikail kebebasan kepada daerah otonoin dz!am mengambil 

keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan 

fungsinya sebagai badan pengawsanterhadap pelaksanaan otonomi daerah. 

Oleh kerena itu, Peraturan Daerah yang ditetapkan Daerah Otonom tidak 

memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang benvenang. 

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah dm Keputusan Kepala 

Daerah disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari 

setelah ditetapkan. Apabila Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah 

tersebut bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi dantatau peraturan perundangan lainnya, maka 

dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Daerah yang tidak dapat menerima 



keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputussn Kepala Daerah, dapat 

mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. "" 
Ketika UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, konsep pengawasan pusat terhadap daerah 

sedikit mengalami perubahan walaupun tidak terlalusignifikan. Namun, jika 

di cermati secara mendalam, UU No. 32 Tahun 2004 tidak menyebutkan 

secara eksplisit mengenai sistem pengawasan tertentu seperti dalam 

perbincangan dinamika dan kajian teori hukum yang selama ini berkembang. 

Namun, sketsa pengawasan dapat dirujuk pada Penjelasan Umum Angka 9 

UU No. 32 Tahun 2004, dengan simplikatif memanifestasikan dua model 

pengawa.san, yakni sebagai berikut : 

1. Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah (RAPERDA), yaitu 

terhadap rancangan peratura~i daerah yang mengatur pajak daerah, 

retribusi daerah, APBD, dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah 

terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda 

provinsi, dan oleh Gubernur untuk Raperda kabupatentkota. Mekanisme 

iili dilakukan agar pengabram tentang hal-ha1 tersebut dapat mencapai 

daya guna dan hasil guna yang optimal. 

2. Pengawasan terhadap semua peraturan daerah diluar yang tennasuk dalam 

angka I, yaihi setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri 

Dalam Negeri untuk provinsi dan Gubernur untuk kabupatenkota untuk 

- - --. maperoleh klarifikasi. Terhadap peraturan daerah yang bertentangan 

'" Lihat Pasal 112, Pasal 1 13 dan Pasal 1 14 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah. 



dengan kepentingan umum dan peraturan pe~~ndang-undangan yailg 

lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai inekanisine yang berlaku. 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengoptimalkan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan penlerintahan dan utamanya 

terhadap peratman daerah dan peraturan kepala daerah melalui pengawasan 

represif dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah. Artinya bahwa konsep 

pengawasan preventif yang semula ditiadakan oleh UU No. 22 Tahun 1999 

kini djkembalikan oleh UU No. 32 Tahun 2004 dengan menekankan pada 

mekanisme evaluasi rancangan Peraturan Daerah tertentu. Sedangkan 

rancangan Peraturan Daerah di luar dari kategori yang akan dievaluasi 

langsung dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah dan mengikat secara 

hukum tanpa terlebih dahulu dievaluasi oleh pejabat yar,g berwenang. 

Menurut ketenhan Pasal 185 dan Pasal 186, rancangan Perda Provinsi 

dan rancangan Perda KabupateniKota tentang APBD yang telah disetujui 

bersama dan rancangan Peraturan Gubemur dan rancangan Peraturan 

Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh 

Gubemr dan BupatiIWalikota paling lambat tiga hari disampaikan kepada 

Menteri Dalam Negeri untuk rancangan Perda Provinsi dan 

rancanganperaturan Gubemur, serta kepada Gubemur ur,tuk rancangan Perda 

KabupateniKota dan rancangan Peraturan BupatitWalikota untuk dievaluasi. 

Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kapada 

Gubernur dan Gubernur kepada BupatiIWalikota paling lambat lima belas 

hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 



Evaluasi terhadap rancangan Perda tenian APBD dan rancangan 

Peraturan Gubernur, Bupati dan Walikota tentang Penjabaran APBD 

dilakukan dalam rangka ~nenguji konsistensi atau kesesuaian dengan 

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika 

rancangall Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur, Bupati dan 

Walikota tersebut telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, maka rancangan Perda dan rancangan 

Peraturan Gubernur, Bupati dan Walikota dimaksud dapat disahkan atau 

ditetapkan menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan 

Peraturan 'Walikota. Akan tetapi, jika tidak sesuai dengan kepentingan umum 

dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Gubernur, Bupati 

dan Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lambat tujuh 

hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

Disamping itu, dalanl rangka pengawasan represif, Pasal 145 

menyatakan bahwaperda disampaikan kepada Pemerintah paling lama tujuh 

hari setelah ditetapkan. Jika dalam pemeriksaannya, Perda tersebut 

bertentangan dengan kepentingan umum dam'atau peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi, maka dapat dibatalkan oleh Pemerintah. 

Sedsngkan keputusan pembatalan Perda ditetapkan dengan Peraturan 

Presideil paling lama enam puluh hari sejak diterimanya Perda tersebut. 

Perda yang telah dibatalkan oleh Pemerintah hams diberhentikan oleh 

-- 
Kepala daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda 

dimaksud.Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan 



pembatalan Perda, inaka dengan alasail yang dapat dibenarkan oleh peraturan 

perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada 

Mahkamah Agung. Apabila keberatan tersebut dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, maka putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan 

Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Setelah kurang lebih sepuluh tahun berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, dan dianggap tidak lagi sesuai dengan 

perkembangan keadaan, ketatanegaan dan tuntutan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, maka dirubahlah Undang-Undang tersebut yang 

ditandai dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dari setiap perubahan undang-undang pemerintahan 

daerah, seialu diikuti dengan pembahan terhadap mekanisme pengawasan 

pusat terhadap daerah. Beberapa perubahan yang cukup signifikan adalah 

berkaitan dengan pengawasan represif dan evaluasi rancangan Peraturan 

Daerah. Selain itu, UU 1Vo. 23 Tahun 2014 juga mengintegrasikan 

pengawasan umum. 

Menurut ketentuan Pasal 249 UU No. 23 Tahun 2014, Perda dan 

Perkada wajib disampaikan kepada Menteri untuk daerah provinsi dan kepada 

Gubernur untuk daerah kabupatenlkota paling lambat tujuh hari setelah 

diietapkan. Perda dan Perkada tersebut dilarang bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum danlatau 

-- kesusilaan, dan jika diduga bertentangan, maka dapat dibatalkan oleh Menteri 

untuk Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur, serta dapat dibataikan oieh 



Gubernur sebagai wakil Peinerintah Fl~sat untuk Perda KabupatedKota dan 

Peraturan BupatilWalikota. 

Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 menekankan bahwa, dalam ha1 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda 

KabupatedKota dadatau Peraturan BupztiIWalikota yang bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan urnum 

dadatau kesusilaan, maka Menteri dapat membatalkan Perda 

KabupatedKota danlatau Peraturan Bupati/Walikota tersebut. Pembatalan 

Perda Provinsi dan peraturan gubernur ditetapkan dengan keputusan Menteri, 

sedangkan pembatalan Perda KabupatenIKota dan peraturan bupati/walikota 

ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

Kemudian, dalarr~ penyelenggaran pemeri~tahan daerah provinsi dan 

kabupatedkota tidak menerima keputusan pembatalan Perda dan Perkada, 

dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang- 

undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden dan 

bupatilwalikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 

empat belas hari sejak keputus2-n pembatalan Perda Provinsi atau peraturan 

gubernur dan Perda KabupatedKota atau peraturan bupati/walikota diterima. 

Ketentuan Pasal 252 menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah provinsi atau kabupatenlkota yang tetap memberlakukan 

Perda yang telah dibatalkan oleh Menteri atau Gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat akan dikenakan sanksi berupa: sanksi administratif atau 
------ 

------ 
-- 

sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda. Sanksi administrasi dikena~ 



kepada kepala daerah dail anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak 

keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 

tiga tahun. 

Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui evaluasi terhadap 

rancangan Perda tertentu. Rancangan Perda tersebut adalah rancangan Perda 

Provinsi maupun rancangan Perda KabupatenIKota yang mengatur tentang 

RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah. 

Rancangan Perda tersebut diatas sebelum ditetapkan akan dievaluasi terlebih 

dahulu oleh Menteri untuk rancangan Perda Provinsi dan oleh Gubemur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk rancangan Perda KabupatenIKota. 

Khusus untuk railcangan Perda provinsi tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah, dalanl melakukan evaluasi Menteri hams berkordinasi 

dengan menteri yang menyelenggarakan umsan bidang keuangan dan untuk 

tata ruang daerah berkordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang tata ruang. Begitu juga dengan rancangan Perda 

Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah, gubernur hams 

berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkordinasi dengan 

Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan dan untuk tata 

ruang daerah, gubemur berkonsultasi dengan Menteri kemudian Menteri 

berkordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

-- bidang tata ruang. 



Disainping i tu, Menteri melakukan pengawasan umum terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Menteri teknis dan kepala 

lembaga pemerintahan nonkementerian melaksanakan pengawasan teknis 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan 

bidang tugas masing-masing dan berkordinasi dengan Menteri. Pengawasan 

tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang sesuai 

dengan hngsi dan kewenangannya. Sedangkan gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan umum dan pengawasan teknis 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupatenikota. Dalam 

nlelaksanakan pengawasan tersebut, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 

dibantu oleh perangkat gubemur dan jika gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat belum marrlpu meiaksankan pengawasan, gubernur dapat meminta 

bantuan kepada Pemerintah  usa at.'^^ 

lgg L h t  ~ a s d  377 dan Pasd 378 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah. 



BAB I11 

PENGAWASAN PUSAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH 

DAL-AM HUKUM OTONOMI DAERAH PASCA REFORMASI 

A. Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Produk Hukum Daerah Dalam 

Perspektif UU No. 22 Tahun 1999 

1. Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah 

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan 

peluang yang sangat besar kepada daerah untuk mengatur daerahnya sesuai 

dengan potensi dan aspirasi yang berkembang di daerah tersebut, sepanjang 

tidak menyangkut urusan yang masih menjadi kewenangan pemerintah 

pusat.276 Dengan demikian, agar supaya daerah dalam melaksanakan 

kewenangan tersebut tidak keluar dari pedoman yang telah diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk ~ewujudkan 

pnlyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi 

dan nepotisme, maka langkah-langkah pemerintah daerah dalam 

implementasinya hams disertai dengan sistem atau mekanisme pembinaan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pengaturan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 

UU No. 22 Tahun 1999 secara eksplisit ditulis pada bab tersendiri, yakni BAB 

XI1 tentang Pembinaan dan Pengawasan, yang hanya terdiri dari tiga pasal 

yaitu Pasal 112, Pasal 11 3, dan Pasal 114. Kewenangan pengawasan diberikan 

kepada Pemerintah dalam ha1 mencaritau atau memeriksa konsistensi 
-- 

r- k & u G G T E p X l ~ t ~ - ' . - - ~  



-- 

dengan kepentingan umuln atau peraturan perundang-undangan yang lebih 

1 tinggi dadatau peraturan perundang-undangan lainnya. 

I Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala 

I Daerah disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari 

setelah ditetapkan. Kemudian Pasal 114 UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan 

bahwapemerintah dapat membatalkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah 

I yang bertentangan dengan kepentingan umum atauperaturan perundang- 

I undangan yang lebih tinggi d d a t a u  peraturan perundang-undangan lainnya. 

1 Sedangkan keputusan pembatalan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, 

! diberitahukan kepada daerah bersangkutan dengan menyebutkan alasan- 

alasannya. 

Sela~nbat-iambat~ya satu minggu setelah keputusan pembatalan Perda 

dan Keputusan Kepala daerah diberitahukan kepada daerah yang 

bersangkutan, Perda dan Keputusan Kepala Daerah tersebut dibatalkan atau 

memberhentikan pelaksanaannya. Bagi daerah yang tidak dapat menerima 

keputusan pembatalan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, dapat 

mengajukar, keberatan kepada Mahkamah Agung (MA) setelah mengajukan 

kepada Pemerintah. Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagai 

upaya hukum terakhir dilakukan selambat-lambatnya lima belas hari setelah 

adanya keputusan pembatalan dari pemerintah.277 

Dasar pembatalan peraturan daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999 

-- 
berupa bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan daerah lain dan 

277 Lihat Pasal 114 ayat (3) dan (4), dan penjelasan Pasal 114 U-1 No. 22 Tahun 1999 tentang 
Panerinkdm D a d  



peraturan pel-undafig-undangan yang lebih tinggi. Hal yang cukup 

membingungkan adalah tidak bisa bertentangan dengan peraturan daerah lain. 

Jika rnengintrepretasi ha1 ini, perda lain dapat berarti Perda dalam 

lingkungan pemerintahan daerah yang sama, atau Perda pemerintahan lain 

yang sederajat, atau Perda dari pemerintahan daerah kabupaten atau kota 

terhadap perda provinsi dalam wilayah yang sama. Pada dasamya inemang 

tidak boleh ada pertentangan antar Perda dalam pemerintahan daerah yang 

saina. Apabila terjadi, akan diselesaikan melalui prinsip "ketentuan sederajat 

atau lebih tinggi yang baru menyampingkan ketentuan sederajat atau lebih 

rendah yang lama". Apabila ketentuan baru yang lebih rendah bertentangan 

dengan ketentuan lama yang lebih tinggi, ketentuar? baru hams 

dikesarnpingkan dengan memperhatikan lingkungan wewenang yang telah 

disebutkan d i m ~ k a . ~ ~ '  

Bagaimana kalau Perda suatu pemerintahan daerah bertentangan dengan 

Perda pemerintahan daerah sederajat lainnya? Karena tidak ada hubungan 

wewenang antara dua lingkungan pemerintahan tersebut, maka tidak ada 

konsekuensi hukum dari pertentangan itu. Keduanya berlaku dan dijalankan 

pada masing-masing lingkungan pemerintahan yang berbeda satu sama lain. 

Persoalan dapat timbul apabila Perda yang bertentangan tersebut akan 

merugikan secara mendasar berbagai kepentingan daerah lainnya. Disini 

278 Ridwan, H L L ~ L L ~  Administrnsi Di Dnernh, Dikutip dari Ni'matul Huda, Problemntikn .... op. 
cit.. hkn 119. 



tiinbul "perselisihan kepentingan" yang dapat diselesaikan melalui mekanisme 

adrninistratif (penyelesaian oleh pusat) atau inelalui proses peradilan.279 

Pengawasan disini lebih ditekankan pada pengawasan represif untuk 

lebih inemberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil 

keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan 

fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonoini daerah. 

Karena itu, Perda yang ditetapkan daerah otonom tidak memerlukan 

pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang benvenang. Hal ini berbeda 

dengan yang dianut oleh UU No. 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang 

pengawasan preventif. Pengaturan pengawasan preventif dalam UU No. 5 

Tahun 1974 mengandung prinsip bahwa Peraturan daerah dan Keputusan 

Kepal:, Daerah mengenai pokoic tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan 

pejabat benvenang. Jadi pengawasan preventif dilakuka~ sesudah Peraturan 

Daerah atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan, tetapi sebelum Peraturan 

dan Keputusan itu berlak~.*~O 

UU No. 22 Tahun 1999 mengambil perspektif yang berbeda dengan 

tidak mengintegrasikan pengawasan preventif dalam sistem pengawasan 

peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah. Hal ini mungkin 

dipengaruhi oleh pergeseran paradigma otonomi daerah yang sebelumnya 

masih sentralistis dengan dasar hukum UU No. 5 Tahun 1974, kemudian 

bergeser dan mengikuti tuntutan reformasi denen menerapkan otonomi 

- -- seluas-luasnya. Sehingga konsekuensinya, pengawasan preventif dianggap 

279   bid., hlm 119-120. 
280 Ni'matul Huda, Pengc~wasan ... op. cit., him 11 1. 



sebzgai dimensi pembatasan ruang gerak daerah untuk mengatur dirinya, baik 

itu melalui pembentukan peraturan daerah maupun maupun keputusan kepala 

daerah. 

Meniadakan pranata pengesahan atau semata-inata inengandalkan pada 

pengawasan represi f (represief toezicht) yaitu menunda pelaksanaan 

(schorsing) dan membatalkan (vernietiging) mengandung resiko. Perda yang 

sudah berlaku mungkin telah menimbulkan berbagai hubungan hukum atau 

akibat hukum yang luas. Setiap penundaan atau pembatalan dapat 

menimbulkan masalah hukum atau akibat hukum bagi keadaan yang telah ada. 

Salah satu kemungkinan yaitu ada pihak yang dirugikan akibat penundaan 

atau pembatalan itu. Pemerintah daerah harus bertanggmgjawab atas setiap 

kerugim yang timbul akibat penundaan atau pembatalan tersebut. dapat pula 

terjadi, sebagian atau semua warga daerah bersangkutan telah melaksanakan 

suatu kewajiban (misalnya membayar) berdasarkan perda yang ditunda 

pelaksanaan atau dibatalkan. Pemerintah daerah berkewajiban ufituk 

memulihkan kembali kepada keadaan semula sebelum ada Perda yang ditunda 

pelaksanaan atau dibatalkan tersebut. resiko-resiko semacam ini menjadi lebih 

pelik kalau Perda tersebut telah lama berlaku, baru ditunda pelaksanaan atau 

Ada segi positif dan negatif meniadakan pranata pengesahan Peraturan 

Daerah. Segi positif, karena pengawasan preventif dapat menjadi daya kendali 

atau belenggu terhadap insiatif derah. Melalui pengawasan preventif daerah 

28 I Bagir Manan, Menyongsong. .. op. ck, him 82-83. 



"dipaksa" selalu tunduk pada kemauan pihak yang benvenang memberi 

pengesahan. Segi negatif, tidak ada unsur pencegahan terhadap kekeliruan, 

kecerobohan atau kesalahan suatu peraturan daerah, misalnya temyata 

bertentangan dengan kepentingan umum, atau bertentangan dengan peraturan 

perundang-nndangan yang lebih tinggi tingkatannya. Tentu saja, keadaan ini 

tetap dapat dikendalikan melalui pengawasan represif. Pemerintah pusat 

sewaktu-waktu membatalkan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah 

yang bertentangan dengan kepentingan umum, atau suatu peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau suatu peraturan 

perundang-undangan lain. Pembatalan dilakukan terhadap peraturar, daerah 

atau keputusan kepala daerah yang sudah berlaku dan mungkin telah lama 

berlaku serta telah pula menimbulkan berbagai akibat hukum. Suatu 

pembatalan hams memperhatikan d e ~ g a n  sungguh-sungguh berbagai akibat 

hukum yang telah terjadi tersebut. bagaimanzkah pula, apabila tidak pemah 

ada pembatalan terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan 

kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

peraturan perundang-undangan lain? Peraturan daerah atau keputusan kepala- 

daerah tersebut akan berlaku tei-us dengan segala akibat yang bertentrngan 

dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi tingkatannya.282 

UU No. 22 Tahun 1999 tidak mengatur secara rinci mengenai 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti yang telah 

- 

"' Ibid.. hlm 154- 155. 



dijelaskan diatas. Hanya saja, pengaturan mengenai pengawasan pusat 

terhadap daerah didelegasikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 

Pada dasarnya pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar 

Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. PP No. 20 Tahun 200 1 memperkenalkan einpat konsep 

pengawasan, yaitu pengawasan represif, pengawasan hngsional, pengawasan 

legislatif dan pengawasan masyarakat. 

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap 

kebijakan yang te!ah ditetapkan Daerah berupa Peraturan Daerah, Kepuhszn 

Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalarn 

rangka penyelen ggaraan Pemerintahan Daerah. Pengaw asan fungsional 

dilaksanakan oleh LembagdBadanIUnit yang mempunyai tugas dan fungsi 

melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan 

penilaian. Sedangkan pengawasan legislatif lebih mengandalkan DPRD 

sebagai lembaga pengawasan terhadslp pemerintah daerah sesuai dengan tugas, 

wewenang dan haknya. Kemudian pengawasan masyarakat merupakan 

pengawasan yang dilakukan langsung oleh m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~ ~  

Secara represif Pemerintah dapat membatalkan kebijakan Pemerintahan 

d a e r a h  berupa Peraturan Daerah danlatau Keputusan Kepala Daerah serta 

/ - 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 1 Nomor 
4 1). 



Keputusai~ DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD, dan secara fungsional 

pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintahan 

Daerah.Pengawasan represif dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan 

Otonomi Daerah setelah berkordinasi dengan DepartemedLembaga 

Pemerintah Non Departemen terkait.Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat 

melimpahkan pengawasan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah terhadap 

Peraturan Daerah dadatau Keputusan Kepala Daerah serta Keputusan DPRD 

dan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota setelah berkordinasi 

dengan instansi terkait.284 

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 PP No. 20 Tahun 2001, Menteri Dalam 

Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden menerbitkan Keputusan 

Pembatalan terhadap kebijakan Pemerintahan ~ a e r a h ~ ~ '  yang bertentangan 

dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi danlatau peraturan perundang-undangan 1ainnya.Gubernur selaku wakil 

Pemerintah menerbitkan Keputusan Pembatalan kebijakan Pemerintahan 

Daerah untuk Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangan yang 

dilimpahkan. Dalam rangka pengawasan represif Menteri Dalam Negeri dan 

Oionomi Daerah dan Gubernur dapat mengambil langkah-lsngkah berupa 

saran, pertimbangan, koreksi serta penyempurnaan dan pada tingkat terakhir 

284 Lihat Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 PP No. 20 Tahun 2001 tentang Pernbinaan dan 
- ~ - - F - e ~ e r & e ~ i n i a h a ~ Q a e m h @ m h m n  Neeara Republik Indonesia 

1 anun 2 A , \  

D l  
I 'tl 

berupa Peraturan Daerah danlatau Keputusan Kepala Daerah serta Keputusan DPRD dan 
Keputusan Pimpinan DPRD. 



dapat membatalkan berlakunya kebijakan Pemerintahan Daerah (Provinsi 

maupun Kabupaten dan Kota). 

Daerah Provinsi yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan 

kebijakan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah dapat mengajukan keberatan 

kepada Pemerintah melalui Menteri Dalarn Negeri dan Otonomi Daerah. 

Sedangkan untuk Daerah Kabupaten dan Kota yang tidak menerima keputusan 

pembatalan oleh Gubernur sesuai kewenangan yang dilimpahkan kepadanya 

dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur selalcu wakil Pemerintah di 

Daerah.Konstruksi normatif semacam ini telah menimbulkan pertanyaan 

bahwa apakah keberatan yang dilakukan oleh Daerah Kabupaten dan Kota 

kepada Gubernur karena tidak menerima keputusan pembatalan kebijakan 

Per~erintahan Daerah merupakan upaya untuk melakukan klarifikasi terhadap 

putusan pembatalan yang dikeluarkan oleh Gubernur?. Seharusnya upaya 

keberatan yang dilakukan oleh Daerah Kabupaten dan Kota langsung kepada 

atasan pemerintahan yang lebih tinggi dari instansi atau organ sebelumnya. 

Selain itu, PP No. 20 Tahun 2001 tidak mengatur secara eksplisit 

mengenai upaya keberatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah setelah 

mengajukan kepada Pernerintah. Sedangkan dalam rangka pengawasan secara 

hngsional merupakan keweaangan atau dilaksanakan oleh Depertemen dan 

Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang dalam implementasinya hams 

berkordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Koordinasi 



pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut 

hasil pengawasan.286 

Pengawasan secara fungsional yang dilaksanakan oleh Departemen dan 

Lembaga Pemerintahan Non Departemen dilaporkan kepada Presiden. 

Sedangkan, pengawasan yang diliinpahkan kepada Gubernur dilaporkan 

kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.Hasi1 

pengawasan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Penvakilan Rakyat Daerah. Tindak lanjut hasil pengawasan 

Pemerintah dilaporkan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota kepada Presiden 

melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan tembusan kepada 

Menteri atau Pimpinan L.embaga Non Depertemen terkait. Sama halnya 

dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur selaku wakil 

Pemerintah di Daerah, yakni hasil pengawasan tersebut dilaporkan oleh Bupati 

dan Walikota kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri atau Pimpinan 

Lembaga Pemerintahan Non Departemen terkait.287 

Pemerintah dapat memberikan sanksi terhadap Pemerintah Daerah 

Provinsi, Kabupaten dan Kota dan atau aparatnya yang menolak pelaksanaan 

serta tindak lanjut hasil pengawasan berdasarkan peraturan perundang- 

undangan. Dewan Penvakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan 

legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. Pengawasan ini dilakukan 

sesuai dengan tugas dan wewenangnya meliputi dengar pendapat, kunjungan 

286 Lihat Pasal 12 PP No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

287 Bid. lihat Pasal13, Pasal 14 dan Pasd 15. 



-. . . 

kerja, peinbentukan panitian khusus dan pembentukan panitia kerja yang 

diatur dalam tata tertib atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.288 

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa rezim UU No. 22 Tahun 1999 

dan peraturan pelaksana lainnya, mengintegrasikan empat konsep 

pengawasan, yakni pengawasan represif, pengawasan fungsional, pengawasan 

legislatif dan pengawasan masyarakat. Dari empat konsep pengawasan ini 

yang menjadi kompotensi pemerintah pusat dalam ha1 melaksanakan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah hanyalah berupa 

pengaw asan represif dan pengaw asan fungsional. Kewenangan pengaw asan 

represif secara normatif dilekatkan pada Pemerintah, baik itu Presiden, 

Menteri maupun dideiegasikan kewenangan pengcwasan tersebut kepada 

Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah. Begitu juga dengan pengawasan 

fungsional, yang merupakan kewenangan Pemerintah yang Calm 

implementatifnya dilaksanakan oleh Departemen dan Lembaga Pemerintahan 

Non Departemen, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Presiden. Sedangkan, 

pengawasan fungsional yang didelegasikan pada Gubernur, laporannya 

disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi 

Daerah. 

B. Pengawasan Femerintah Pusat Terhadnp Produk Hukum Daerah Dalam 

Perspektif UU No. 32 Tahun 2004 

1. Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah 

Pengawasan pusat terhadap daerah dalam kerangka negara kesatuan 

288 Ibid-, lihat Pasal 16 dm Pasal 17. 



-- -- 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau setidaknya 

pengawasan tersebut dapat mengarahkan sekaligus mengendalikan agar 

supaya daerah dalarn melaksanakan urusan pemerintahannya tidak keluar dari 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan. Secara simplisit, lazimnya pengawasan aias 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dikonstruksikan berdasarkan 

perspektif hirarkis dengan menempatkan Pemerintah sebagai instrument 

pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya 

terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 

Jika di cermati secara mendalam, UU No. 32 Tahun 2004 tidak 

menyebutkan secara eksplisit mengenai sistem pengawasan tertentu 

sepertidalam perbincangan dinamika dan kajian teori hukum yang selama ini 

berkembang. Namun, sketsa pengawasan dapat dinijuk pada penjelasan 

umum angka 9 UU No. 32 Tahun 2004, dengan simplikatif memanifestasikan 

dua model pengawasan, sebagai berikut: 

1. Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah (RAPERDA), yaitu 

terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, 

retribusi daerah, APBD, dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah 

terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda 

provinsi, dan oleh Gubemur untuk Raperda kabupatenlkota. Mekanisme 

ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-ha1 tersebut dapat mencapai 

daya guna dan hasil guna yang optimal. 



2. Pengawasan terhadap semua peraturan daerah diluar yang termasuk dalam 

angka I, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri 

Dalam Negeri untuk provinsi dan Gubernur untuk kabuatenlkota untuk 

memperoleh klarifikasi. Terhadap peraturan daerah yang bertentangan 

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yailg lebih 

tinggi dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku. 

Setelah berlakunya UU No 32 Tahun 2004, pengawasan terhadap 

produk hukum daerah diatur dalam Pasal 145, Pasal 185, Pasal 186 dan Pasal 

187. lJntuk menjamin agar peraturan daerah tetap harmonis dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, maka Pasal 

145 memberikan penegasan agar setiap Perda yang telah ditetapkan oleh 

gubernur atau bupati dan walikota disampaikan kepada Pemerinttih paling 

lama 7 (tujuh) hari. Dalam pasal ini tidak menyatakan secara tegas yang 

dimaksud dengan "Pemerintah" apakah Presiden ataukah Menteri. Akan 

tetapi jika dikonfirmasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pengawasan Perdadilakukan oleh menteri 

(Pasal 37 ayat (3)). 

Perda yang di duga bertentangan dengan kepentingan umum dadatau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh 

Pemerintah. Sedangkan keputusan pembatalan peraturan daerah ditetapkan 

dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak 
-- ------ 

------ 

- - - 

diterimanya Yerda.Uan ketentuan ini, intrepretasi yang muncul adalah organ 



-. 

yang berhak mengkaji dan menilaiatau membatalkan suatu Peraturan 

Daerahdapat dikatakan menjadi kewenangan Presiden. Namun, Pasal 37 PP 

No. 79 Tahun 2005 mengkontruksikan perspektif hirarkis dengan 

memberikan kewenangan untuk nienilai dan menguji apakah Perda 

bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perunda~ig-undangan 

yang lebih tinggi tersebutkepada Menteri. Sedangkan kewenangan 

mengeluarkan keputusan pembatalan Perda tetap berada pada Presiden, yang 

dapat dikeluarkan berdasarkan usul Menteri. 

Setelah keputusan pembatalan diterima oleh daerah, paling lama 7 

(tujuh) hari, kepala daerah hams memberhentikan pelaksanaan Perda daii 

selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda tersebut. Namur,, 

apabila pro~insilkabupate~dkota tidak meaerima keputusan perfibatalan Perda 

dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, 

kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Jika 

keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung 

tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum. 

Selain pengawasan terhadap peraturan daerah, Pasal 146 juga mengatur 

pengawasan represif terhadap Peraturan Kepala Daerah. Peraturan kepala 

daerah dantatau keputusan kepala daerah dibuat ' untuk melaksanakan 

peraturan daerah dengan ketentuan peraturan kepala daerah danlatau 

keputusan kepala daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, 
- 

r e r a a , m c h g n  yling -, 



ketentuan Pasal 146 tidak mengatur secara jelas apakah peraturan kepala 

daerah dadatau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan 

kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah atau tidak. Karena kepala daerah bisa 

melanggar ketentuan ini tanpa mengkomfirmasikan terlebih dahulu kepada 

atasan pemerintahan (Menteri atau Presiden). Istilah "dilarang" tidak serta 

merta membatalkan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah. 

IVamun, Pasal 35 dan Pasal 38 PP No 79 Tahun 2005 memberikan 

legitimasi kepada menteri untuk membatalkan peraturan kepala daerah yang 

diduga bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan Peraturan Menteri. 

Penetapan Peraturan Menteri tentang pembatalan peratwan kepala daerah 

paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung setelah Peraturan Kepala Daerah 

diterima oleh Menteri. 

Berbeda dengan Peraturan Daerah, pembatalan terhadap Peraturan 

Kepala Daerah melalui tindakan represif oleh Menteri merupakan pembatalan 

yang bersifat final dan mengikat. Tidak ada jalur keberatan atau upaya 

hukum lain yang ditempuh oleh kepala daerah jika keberatan dengan 

pembatalan tersebut. Konsepsi UU No. 32 Tahun 2004 maupun PP No. 79 

Tahun 2005 tidak mengatur secara eksplisit mekanisme atau prosedur 

pengajuan keberatan atau upaya hukum oleh kepala daerah apabila dalam 

praktiknya kepala daerah keberatan dengan keputusan pembatalan yang 
-- -- -- 

dikeiuariian oieh ~ e n t e r i .  



Seharusnya yang diujikan secara matei-il ke Mahkamah Agung bukan 

Peraturan Presiden, tetapi justeru Perdanya. Mahkamah Agung sebagai 

leinbaga yang netral dapat memberikan penilaian apakah tindakan 

Pemerintah membatalkan Perda memang sudah sesuai belum dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangm sampai pembatalan 

hanya di dasarkan pada kepentingan sekelompok orang atau pihak "asing" 

yang dapat memberikan tekanan (pressure grozp)pada pemerintah, atau 

hanya di dasarkan pada pertimbangan "tertentu" dari kepentingan Pemerintah 

(eksekutif), dan bukan di dasarkan pada pertimbangan kepentingan nasional 

yang objektifZg9 

Konsep Pengawasan produk hukurn daerahsebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 145 UU No 32 Tahun 2004 lebih d i k e d  dengan pengawasan 

represif. Dalam artian bahwa pengawasan dilahkan setelah Peraturan Daerah 

atau Peraturan Kepala Daerah ditetapkan terlebih dahulu oleh gubernur, 

bupati atau walikota, dan mempunyai akibat hukum (rechtsgevolgen). 

Pengawasan represif ini dilakasanakan dalam bentuk pembatalan produk 

hukumdaerah. Sedangkan standarisasi atau batu uji pembatalannya adalah 

bertentangan defigan kepentingan umum danlatau peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, standarisasi normatif 

pembatalan peraturan daerah lebih tertuju pada aspek materil dari substansi 

Perda. Sedangkan aspek formil atau tata cara (mekanisme) pembuatan 

peraturan daerah sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan. 
- - - - - - ---- ---- ---- ---- ---- 

289 Ni'matul Huda, Problematk.. op. cit.. him 127. 
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Penjelasan Pasal 136 ayat (4), inenempatkan kriteria Perda yang 

bertentangan dengan kepentingan umum adalah substansi kebijakan yang 

berakibat pada (1) terganggunya antar warga masyarakat dan; (2) 

terganggunya pelayanan umum; (3) terganggunya ketentramadketertiban 

serta; (4) kebijakan yang bersifat diskriminatif. 

Kategorisasi pemaknaan kepentingan umum yang demikian, justru 

menimbulkan polemik hukum yang makin mengental dan berimplikasi pada 

sifat ambivalensi pemerintah dalam lingkup implementatitifnya. Artikulasi 

defenisi "kepentingan umum", tak ubahnya sebagai klausul pasal yang elastis 

dan seakan tak bermakna. Pada kenyataannya, tidak jarang tafsir kepentingan 

umum ini lebih berorentasi atau mewakili kepentingan penguasa ketimbang 

rakyat yang sebenamys. 290 

Selain itu, penegasan Pasal 145 UU IVo. 32 Tahun 2004 mengenai 

pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung nierupakan bagian dari 

dimensi pengoreksian terhadap Pasal 114 UU No. 22 Tahun 1999. Dalam 

ketentuan Pasal 114, pengajuan keberatan pemerintah daerah kepada 

Mahkamah Agungbisa dilakukan setelah mengajukannya kepada Pemerintah. 

Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004 mengambil jalan politik yang lebih 

dialektis, yaitu dengan inenghilangkan pengajuan terlebih dahulu kepada 

pemerintah. Sehingga daerah lebih leluasa mencari kepastian hukum dengan 

mengajukan upaya keberatan kepada Mahkamah Agung tanpa harus terlebih 

dahulu mengajukan kepada Pemerintah. 

'" King Faisal Sulaiman, Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah, 
Cetakan Pert- (Yogyakarta: PustakaPefajar, 2014),hlm 118. 



Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa iloinenklatur 

pembatalan Peraturan Daerah adalah Peraturan Presiden. Sehingga tafsiran 

terhadap norma yang mengatur ha1 ini seakan memberikan legitiinasi kepada 

Presiden untuk menilai, menguji, serta membatalkan Per aluran Daerah 

dengan Peraturan Presiden. Jika dikomfirmasikan dengan PP No. 79 Tahun 

2005, yang berhak menilai apakah suatu Peraturan Daerah bertentangan atau 

tidak d e ~ g a n  kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi adalah menteri. Karena secara tegas, Pasal 37 menentukan 

Menteri sebagai pelaksana pengawasan produk hukum daerah. Deilgan 

demikizn, Menteri tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan 

Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dibatalakan oleh Presiden dengan 

Peraturan Presiden berdasarkan usulan menteri. Karena tidak rasional jika 

Menteri yang mengeluarkan Perakrsn Presiden. 

Kaitannya dengan pembatalan produk h u k ~ m  daerah, Ni'matul ~ u d a ~ ~ '  

memberikan argument terhadap nomenklatur pembatalan Peraturan 

Daerahberupa Peraturan Presiden secara teoritis dianggap kurang tepat. 

Keputusan untukrnembatalkan Produk hukum daerah merupakan tindakan 

penetapan (beschikking), sehingga tidak tepat kalau ditetapkan dalam bentuk 

Peraturan Presiden. Sedangkan Peraturan Presiden secara yuridis merupakan 

peraturan yang dibuat oleh Presiden dala~ii menyelenggarakan pemerintahan 

negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) UCTD 1945. Peraturan Presiden 

dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah undang- 
--- ---- 

29' Zbid.. hlm 134- 



undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas 

diperintahkan pembentukannya. 

Pengawasan represif terhadap produk hukum daerah berupa pembatalan 

peraturan daerah dapat dianggap berkontradiksi dengan kesempurnaan dalam 

pengimplentasiannya. Problemnya terdapat pada limitasi waktu penyampaian 

Peraturan Daerah kepada pemerintah dan kepatuhan daerah. Limit waktu 

Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah paling lainatujuh hari 

setelah ditetapkan. Kemudian keputusan pembatalan Peraturan Daerah 

disampaikan kepada Daerah paling lama enam puluhhari sejak diterimanya 

Perda. Dan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan Perda, 

kepala daerah hams memberhentikan pelaksanaan perda dan selanjutnya 

DPRD bersaina kepala daerah mencabut Perda tersebut. 

Deskripsi empirik mernberikan semacam penjelasan bahwa sangat 

banyak satuan pemerintahan daerah di Indonesia, yang juga secara otomatis 

akan berimplikasi pada banyaknya penetapan produk hukum daerah (Perda 

dan Peraturan Kepala Daerah) dalam rangka menyelanggarakan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan. D e n g a ~  demikian, tertancap dalam bapngan 

kuatitatif bahwa berapa banyak Perda yang harus diperiksa dan 

ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan limitasi waktu 60 (enam puluh) hxi .  

Bagaimana jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, Pemerintah belum 

mengeluarkan keputusan mengenai apakah Perda yang disampaikan 

bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum atau peraturan perundang- 
- - 

undangan yang iebih tingg, mungkinkah secara hukum Perda tersebut tetap 



dilaksanakan, atau dengan kata lain keputusan pembatalan beriaku suxt? 

Sehingga sangat mungkinjika limitasi waktu penyampaian Peraturan Daerah 

bisa menjadi bagian dari dimensi problem aktualisasi pengawasan represif. 

Dilain sisi, kemungkinan sketsa problem yang akan tergambarkan 

adalah mengenai kepatuhan daerah dalam menyampaikan Perda kepada 

Pemerintah. Akankah ada sanksi hukum berupa denda atau sanksi 

administrasi berupa peneguran secara tertulis ketika dalam jangka waktu 

tujuh hari daerah tidak menyampaikan Perda kepada Pemerintah? atau 

bagaimana jika dalam jangka waktu tujuh hari setelah keputusan pembatalan, 

kepala daerah tetap melaksanakan Perda dan DPRD bersama kepala daerah 

tidak mencabut Perda tersebut?. 

Pelaksanaan lebih lenjui mengenai mekanisme atau tata cara 

pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah diatur dengan 

Peraturan Menteri. Dengan demikian, pada tanggal 1 Oktober 2007 Menteri 

Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 

2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 

Istilah pengawasan yang dipakai dalam Permendagri No. 53 Tahun 

2007 adalah klarifikasi dan evaluasi. Secara normatif, klarifikasi 

mengandung arti sebagai pengkajian dan penilaian terhadap peraturan daerah 

dan peraturan kepala daerah. Sedangkan evaluasi merupakan pengkajian dan 

penilaian terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan 

kepala daerah. Klarifikasi dan evaluasi dilaksanakan untuk melakukan 
- -- 

pengkajlan clan penilaian ternaaap peraturan aaeran, peraturan ~ e p a l a  aaeran 



maupun rancangan peraturan daerah serta rancailgan peraturan kepaia daerah 

untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan kepentingan umuin 

danlatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Menteri dalam negeri melakukan pengawasan terhadap peraturan 

daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan dilakukan inelalui 

klarifikasi terhadap peraturan daerah provinsi, kabupatedkota dan peraturan 

gubernur, bupatilwalikota, dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah 

provinsi, kabupatedkota tentang APBDIperubahan APBD, pajak daerah, 

retribusi daerah dan rencana tata ruang dan rancangan peraturan gubernur 

tentang penjabaran APBDIpenjabaran pembahan A P B D . ~ ~ ~  

Klarifikasi dilaksanakan terhadap peraturan daerah provinsi, peraturan 

gubernur maupun peratilran daerah kabupateidkota dan peraturan 

bupatilwalikota. Pengawasan ymg dilaksanakan meialui klarifikasi terhadap 

peraturan provinsidan peraturan gubemur daiam perspektif Permendagri No. 

53 Tahun 2 0 0 7 ~ ~ ~  adalah pertama-tama, gubernur menyampaikan peraturan 

daerah provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri Dalam Negeri paling 

lama tujuh hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan k!arifikasi.Untuk 

melakukan klarifikasi, Menteri Dalam Negeri membentuk tim klarifikasi 

yang keanggotaannya terdiri atas komponen lingkup Departemen Dalanl 

Negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan. 

Selanjutnya, agar tim klarifikasi mempunyai legitimasi kewenangan 

yang sah, tim klarifikasi tersebut ditetapkan ~ dengan keputusan Menteri 
- - 

"" Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Yermendagn No. 53 'l'ahun ZUU'/ tentang k'engawasan reraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 

293 Zbid.. Llhat Pasal 4, Pasal5, dm PasaL 6. 



Dalam Negeri. Tim klarifikasi melaporkan hasil klarifikasi peraturan daerah 

dan peraturan kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri dalam bentuk 

berita acara. Hasil klarifikasi peraturan daerah yang bertentangan dengan 

kepentingan umum, peraturan daerah, dail peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi dijadikan bahan usulan Menteri Dalam Negeri kepada 

Presiden untuk pembatalan. 

Sedangkan, aktualisasi pengawasan terhadap peraturan daerah 

kabupatedkota dan peraturan bupatilwalikota dalam perspektif Permendagri 

No. 53 Tahun 2 0 0 7 ' ~ ~  yaitu, pertama-tama, BupatiIWalikota menyarnpaikan 

peraturan daerah kabupatedkota dan peraturan bupatilwalikota kepada 

gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama tujuh 

hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi. Untuk melakuk~n 

klarifikasi, gubemur membentuk tim klarifikasi yang keanggotaaanya terdiri 

atas satuan kerja perangkat daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan.Agar 

tim klarifikasi mempunyai legitimasi kewenangan yang sah, maka tim 

klarifikasi untuk peraturan kabupatenlkota ditetapkan dengan keputusan 

gubernur. 

Selanjutnya, tim klarifikasi menyampaikan melaporkan hasil klarifikasi 

peraturan daerah dan peraturan kabupatedkota kepada gubernur dalam 

bentuk berita acara. Hasil klarifikasi peraturan daerah kabupatedkota 

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan 

294 Ibid, Lihat Pasal 6, PasaL 7, dan Pasal8. 



perundang-undangan yang lebih tinggi dijadikan Sahan usualan gubernur 

kepada Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan. 

Pembatalan yang dilakukan oleh Menteri Dalain Negeri terhadap 

sebagian atau seluruh materi muatan peraturan daerah dan peraturan kepala 

daerah hams diseitai dengan alasan yang jelas. Alasan pembatalan dengan 

menunjukan pasal dadatau ayat yang bertentangan dengan kepentingan 

umum dadatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang 

dimaksud dengan pembatalan sebagian materi peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah adalah berupa pasal dardatau ayat.295 Sedangkan, terminologi 

pembatalan secara keseluruhan materi muatan peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah merupakan keseluruhan norma yang terkandung dalam 

perahrm daerah maupun peraturan kepala claerah, yang sl~hstmsinya 

bertentangan dengan kepentingan umum dadatau peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi. 

Pembatalan terhadap peraturan kepala daerah dan peraturan kepala 

daerah baik dilakukan oleh presiden maupun Menteri Dalam Negeri, 

ditetapkan paling lama enam puluh hari sejak diterimanya peraturan daerah 

dan peraturan kepala daerah. instrument hukum pembatalan peraturan claerah 

dan peraturan kepala daerah, untuk peraturan daerah provinsi dan peraturan 

gubernur ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan untuk peraturan 

daerah kabupatenlkota ditetapkan dengan Peraturan Menteri.selanjutnya, 

gubernur menghentikan pelaksanaaan peraturan provinsi dan peraturan 
-- 



. 

gubernur paling lama tujuh hari sejak diteriliianya keputnsan pembatalan. 

Demikian juga dengan BupatiIWalikota meilgheiltikan pelaksanaan peraturan 

daerah kabupatedkota dan peraturan bupatilwalikota paling lama tujuhhari 

sejak diterimanya keputusan pembatalan. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebeluinnya bahwa yang dimaksud 

dengan evaluasi dalam Permendagri No. 53 Tahun 2007 adalah pengkajian 

dan penilaian terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan 

kepala daerah untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan kepentingan 

umum dadatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi 

dilakukan terhadap peraturan daerah provinsi dan peraturan kabupatenlkota 

maupun peraturan gubernur dan peraturan bupatilwalikota. 

Permeildagri No. 53 Tahun 2007 juga i~iengatur tentang keberatan atas 

pernbatalan peraturan daerah atau perzturan kepala daerah. ha1 ini dapat 

dilihat dalam Pasal 23 dan Pasal 24, yang menegaskan bahwa, apabila kepala 

daerah tidak menerima peraturan tentang pembatalan peraturan daerah 

danlatau peraturan kepala daerah dengan alasan yang dibenarkan dengan 

peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan 

kepada Makkamah Agung. Apabila keberatan tersebut dikabulkail sebagian 

atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung menyatakan peraturan tentang 

pembatalan peraturan daerah danlatau peraturan kepala daerah menjadi batal 

dan tid& mempuriyai kekuatan hukum. 

Jika mencermati konstruksi normatif PP No. 79 Tahun 2005 maupun 
- ---- --- 

Permendagri No. 53 'l'ahun 200'1, maka secara ekspiisit terincientiK~asi tiga 



instruinen hukum pembatalan peraturail daerah dan peraturan kepala daerah, 

yakni Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan 

Gubernur.Mungkin banyak kalangan berpendapat bahwa kerancuan semakin 

terlihat ketika PP No. 79 Tahun 2005 menempatkan Peraturan Menteri 

sebagai instrumen hukuin pembatalan Peraturan Daerah Provinsi. 

Sebenarnya, Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi dengan Peraturan 

Menteri hanya terbatas pada rancangan peraturan daerah tentang APBD yang 

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi tanpa menindaklanjuti hasil 

evaluasi yang dilakukan oleh Menteri. 

Menurut Ni'inatul ~ u d a , ~ ~ ~  pengaturan di dalam Pasal 40 PP No. 79 

Tahun 2005 yang aenegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri benvenang 

membatalkan Feraiuran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tersebut dengan 

Peraturan Menteri dan Gubernur benvenang membatalkan Peraturan Dacrah 

dan Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Gubernur mungkin untuk 

mengisi kekosongan pengaturan dalam Pasal 185 ayat (5) dan Pasal 186 ayat 

(5) UU No. 32 Tahun 2004 yang tidak tegas mengatur apa dasar hukum 

keputusm pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 

Namun Peraturan Peinerintah 1'40. 79 Tahun 2005 telah menambah norma 

baru dalam ha1 dasar hukum pembatalan produk hukum daerahselain 

Peraturan Presiden, yakni Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur. 

Hal ini telah menimbulkan disharmonisasi norma antara bunyi pasal 

dalarn Undang-Undang dengan peraturan pelaksananya. Seharusnya 
- - 

w6 Ni'matul Huda, Probiematika.. op. tit-hlm 146. 
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peraturan pelaksana mengikuti rii-me ketentuan yang ada dalam undang- 

undang. Sehingga, inulti tafsir dalain prakteknya dapat terhindarkan. Secara 

normatif, Peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh presiden untuk inenjalankan undang-undang 

sebagaimana mestinya. Dengan demikian, peraturan pelaksana berupa 

peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari 

substansi atau materi muatan yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang. 

Ada jalur yang bisa ditempu jika dalam praktiknya terdapat 

penyimpangan materi muatan antara peraturan pelaksana dengan materi 

muatan yang terkandung dalam Undang-Undang, yakni dengan melakukan 

penyempurnaan melalui mekanisme revisi Undang-Undang atau revisi 

tei-kadap Peraturan Pemerintah. Sehingga dalam implemantatifnya, organ 

yang menjalankan kewenangan tidak ambivalen apakah hams mengikuti 

Undang-Undang ataukah peraturan pelaksana. 

Kaitannya dengan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang 

mengatur pengawasan produk hukum daerah dan ketidakjelasan atau kurang 

lengkap suatu Undang-Undang (UU No. 32 Tahun 2004), Ni7matul ~ u d a ~ ~ ~  

mengatakan bahwa, apabila diketemukan adanya rumusan pasal yang tidak 

jelas atau kurang lengkap, dapat disempumakan melalui mekanisme revisi 

Undang-Undang dan bukan melalui Peraturan Pemerintah. Hal ini 

menunjukan adanya kerancuan dan ketidakkonsistenan antara bunyi pasal 

w7 Bid., hlm 149. 



yang s a t ~  dengan pasal yang lain da!am s a t ~  Undang-Undang (UU 1Vo. 32 

Tahun 2004) dan antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang. 

UU IVo. 28 Tahun 2009 juga mengaktualisasikan konsep pengawasan 

represif terhadap peraturan daerah. Sebagaimana Pasal 158 menegaskan 

bahwa Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gu bernur/bupati/walikota 

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling 

lama tujuh hari kerja setelah ditetapkan. Jika dalam ha1 peraturan daerah 

bertentangan dengan kepentingan umum dadatau peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan 

pembatalan Peraturan Daerah tersebut kepada Presiden melalui Menteri 

Dalam Negeri. 

Penyampaian rekomeildasi pembatalan yaFg disampaikan oleh Menteri 

Keuangan kepada Menteri Dalam ~ e ~ e r i ~ ' ~  dilakukan paling lambat dua 

puluh hari kerj a sej ak tanggal diterimanya Peraturan Daerah tersebut. 

Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri 

Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan 

Peraturan Daerah kepada Presiden. Keputusan pembatalan peraturan daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling larna enam puluh hari kerja 

sejak diterimanya Peraturan Daerah yzng disampaikan oleh gubernur dan 

bupatilwalikota. Paling lama tujuh hari kerja setelah keputusan pembatalan 

oleh Presiden melalui Peraturan Presiden, kepada daerah hams 

-- 

memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD 

29s Khusus untuk Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum danlatau 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan 
pembatalan P e r a m  Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. 



bersaina Kepala Daerah (gube~nur, bupatilwalikota) mencabut peraturan 

daerah t e r ~ e b u t . * ~ ~  ~ i k a  Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden 

untuk membatalkan Peraturan Daerah, maka peraturan daerah dinyatakan 

ber lak~.~"  

Namun, ada upaya hukum yaog dapat dilakukan oleh daerah jika 

daerah merasa keberatan dengan keputusan pembatalan peraturan daerah. 

Dalam Pasal 158 ayat (7) menentukan bahwa,jika provinsilkabupatedkota 

tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan daerah yang 

dikeluarkan oleh Presiden, dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh 

peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan 

kepada Mahkamah Agung. Jika keberatan tersebut dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, putusan Ma'nkamah Agung menyatakan Peraturan Presiden 

menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Jika mencermati ringkasan nonna dalam UU No. 28 Tahun 2009 

dengan Permendagri No. 53 Tahun 2005, semakin kelihatan sketsa problem 

hukum alias nampaknya terjadi inkonsistensi norma khususnya 

mengenaiinstrumen hukurn pembatalan peraturan daerah.Dalam Permendagri 

No. 53 Tahun 2005, keputusan pembatalan peraturan daerahkabupatedkota 

ditetapkan dengan Peraturan lMenteri setelah terlebih dahulu diusulkan oleh 

Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk peraturan daerah 

provinsi dasar hukum pembatalannya ditetapkan dengan Peraturan Presiden 

setelah diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri. 
- -- - - - - 

- 
---- ---- 

299 Lihat Pasal 158 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)UU No. 28 Tahun 2009 tentang 
Paiak Daerah dan Retribusi Daerah. 

" 300 Ibid., W Pasal 158 ayat (9). 



Namun, peilgaturail dl; dalam Pasal 158 UU No. 28 Tahun 2009 hanya 

inengenal Peraturan Presiden sebagai instrumen hukum pembatalan peraturan 

daerah, baik itu peraturan daerah kabuaptenlkota maupun peraturan daerah 

provinsi. Pengaturan iili telah sesuai dengan konsep yang dikonstruksikan 

dalam UU No. 32 Tahun 2004, yang juga memperkenalkan Peraturan 

Presiden sebagai instrumen hukum pembatalan peraturan daerah.Seharusnya, 

Permendagri IVo. 53 Tahun 2005 mengikuti ritme nonnatif yang diatur dalam 

UU No. 32 Tahun 2004 dengan melakukan penyempurnaan melalui revisi 

1 terhadap nonna yang dianggap bertentangan atau menyimpang dengan 

I ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. 

3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

UU No. 32 Tahun 2004, tidak hanya mengenal konsep pengawasan 

represif, namun juga memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri 

untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah ' dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Petubahan APBD dan 

Pertanggungjawabar, Pelaksanaan APBD. Pasal 185 menegaskan bahwa 

Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan 

rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan 

oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam 

Negeri untuk dievaluasi. 

Sedangkan limit waktu penyampaian hasil evaluasi oleh Menteri Dalarn 
- 

- * -  - 

Negeri kepada Gubernur adalah paling lambat 15 jiima beiasj hari tahlmg 



sejak diterimanya Ra~cangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan 

Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD. 

Gubernur dapat inenetapkan Rancangan Perda tentang APBD dan 

rarlcangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan 

Daerah dan Peraturan gubernur, terkecuali Menteri Dalam lVegeri dengan 

kewenangannya inenyatakan bahwa hasil evaluasi kedua rancangan produk 

hukum daerah (Rancangan Perda APBD dan rancangan Pergub Peniabaran 

APBD) tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Akan tetapi, apabila Menteri Dalam 

Negeri menyatakan hasil evaluasi tersebut bertentangan dengan kepentingan 

umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Gubern~r 

bersama DFRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak diterimanya hasil- evaluasi. 

Ada konsekuensi yang diterima oleh daerah jika mengabaikan atau 

tidak menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam 

Negeri. Pasal 185 ayat (5) menekankan, apabila hasil evaluasi tidak 

ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan 

Rancailgan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang 

Penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturail Gubernur, Menteri Dalam 

Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur tersebut sekaligus 

menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. 

pp 

Evaluasi terhadap produk hukum daerah juga berlaku terhadap 
-- ----- 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota. Hanya saja evaiuasi 



dilakukan oieh G~~benlur yang berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat 

di daerah. Berdasarkan Pasal 186, Rancangan Perda kabupatedkota tentang 

APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan 

BupatiIWalikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh 

BupatiIWalikota paling lama 3 (tiga) hari disainpaikan kepada Gubernur 

untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada 

BupatiIWalikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya 

rancangan Perda kabupatedkota dan rancangan Peraturan BupatiIWalikota 

tentang Penjabaran APBD tersebut. 

Seperti halnya evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi yang telah 

disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran 

APBD.Apabilz G~bernur dengan kewenangannya menyatakan bahwa hasil 

evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan 

BupatiIWalikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan 

umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

BupatiIWalikota dapat menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan 

Peraturan Bupati/Walikota. Namun, jika hasil evaluasi Gubernur menyatakan 

bahwa rancangan tersebut beitengangan dengan kepentingan umum atau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, BupatilWalikota bersama 

DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak 

diterimanya hasil evaluasi. 

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh BupatiIWalikota dan 



APBD dan rancangan Peraturan BupatiIWalikota tentang Penjabaran APBD 

menjadi Perda dan Peraturan BupatiIWalikota, Gubernur membatalkan Perda 

dan Peraturan BupatiIWalikota tersebut sekaligus menyatakan berlakunya 

pagu APBD tahun sebelumnya. Sedangkan hasil evaluasi yang dilakukan 

oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. 

Selain memanifestasikan pengawasan represif, UU No. 32 Tahun 2004 

juga mengadopsi pengawasan preventif, namun hanya terbatas pada 

rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD yang tidak mendapatkan 

persetujuan atau DPRD selarnbat-lambatnya I (satu) bulan tidak mengambil 

keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang APBD. Sehingga dengan konsekuensi tersebut kepala 

daei-ah melaksmakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD 

tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang 

disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. 

Pengawasan preventif (terbatas) ini dikonstruksikan secara normatif 

dalam ketentuan Pasal 187 ayat (2) yang menekankan bahwa "rancangan 

perat~!ran kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  

dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari hlenteri Dalam 

Negeri bagi Pro-dinsi dan Gubernur bagi kabupatentkota. Untuk memperoleh 

pengesahan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD beserta 

lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak 

~ ~ 

DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap 
---- 

rancangan Perda tentang APBD. 



-- 

Akan tetapi, apabila dalarn batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri 

Dalam Negeriatau Gubernur tidak inengesahkan rancangan peraturan kepala 

daerah tentang APBD dimaksud, kepala daerah dapat menetapkan rancangan 

peraturan kepada daerah tersebut menjadi peraturan kepala daerah. 

Proses penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan 

rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 

inenjadi Perda dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 187. Sedangkan proses 

penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi 

daerah, dan tata ruang daerah menjadi perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 

186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah 

dikordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk tata 

ruang daerah dikordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata 

ruang. 

Berdasarkan UU 1Vo. 32 Tahun 2004, perda yang sudah disahkan di 

tingkat daerah dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. Batal 

berarti ketidakabsahannya berlaku sejak tanggal ada pembatalan; sedangkan 

batal demi hukum berarti ketidakabsahannya berlaku sejak peraturan itu 

ditetapkan (yang berarti membatalkan pula akibat-akibat hukum yang timbul 

sebelum ada pembatalan). Dalam hubungan itu, pengawasan terdiri dari dua 

jalur, yakni pengawasan melalui jalur eksekutif (Pemerintah Pusat) dan 

pengawasan melalui jalm yudikatif (Mahkamah ~ ~ u n ~ ) . ~ ' '  UU No. 32 Tahun 



2004 mengambil jalan politik yang bersifat hirarkis dengan menetapkan 

pengawasan terhadap daerah melalui jalur eksekutif (eksek~~tifreview). 

Jadi, konsepsi pengawasan pusat terhadap daerah dalam paradigrna UU 

No. 32 Tahun 2004 merupakan manifestasi pengawasan represif dan 

pengawasan prevectif (hanya terbatas pada rancangan peraturan kepala 

daerah tentang APBD yang tidak mendapatkan persetujuan bersama antara 

DPRD dengan Kepala Daerah). Disamping itu, Menteri Dalam Negeri 

benvenang melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Perda Provinsi 

tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gub ernur tentang Penjab aran 

APBD. Dan Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda 

KabupatenIKota tentang APBD dan Peraturan BupatiIWalikota tentang 

P e ~ j ~ b a r a n  APBD. 

Dalam rangka mengziktualisasikan Pasal 223 UU No. 32 Tahun 2004, 

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan ~ a e r a h . ~ "  Terhadap rancangan Perda yang mengatur tentang 

pzjak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang, Pasal 39 PP No. 79 Tahun 

2005 membeilkan kewenangan kepada Menteri dan Gubernur untuk 

melakuksui evaluais terhadap rancangan Feraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah, yang pada intinya sebagai berikut: 

1. Rancangan Perda tentang APBD, rancarlgan peraturan kepala daerah 

tentang Penjabaran APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata 
--- -- 

302 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593. 



ruangdisampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama 

antara Kepala Daerah dengan DPRD. 

I 2. Menteri melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan 

Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD, pajak daerah, 

retribusi daerah, dan tata ruang daerah. 

I 3.Gubernur melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah 

KabupatedKota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD, 

pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah. 

4. Evaluasi rancangq peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala 

daerah dilakikan paling larnbat 15 (lima belas) hari setelah diterima 

I rancangan dimaksud. 

Seizin melakukan evaluasi, dalam ketentuan Pasal40 PP No. 79 Tahun 

2005 Menteri dan Gubernur diberikan kewenangan untuk membaialkan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan tanpa 

menindaklanjuti hasil evaluasi, yang pada intinya sebagai berikut: 

1. Gubernur dan Bupati~Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi paling 

lambat tujuh hari kerja sejak diterima. 

2. Apabila Gubernur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap 

menetapkan menjadi Peraturan Daerah dadatau Peraturan Kepa!a Daerah, 

Menteri dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah tersebut dengan Peraturan Menteri. 

- - 3 .  Apabila BupatilWalikota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap 

menetapkan PP, 



Gubernur dapat mebatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah tersebut dengan Peraturan Gubernur. 

Pelaksanaan lebih lenjut mengenai mekanisme atau tata cara 

pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta evaluasi 

terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan kepala daerah diatur 

dengan Peraturan Menteri. Dengan demikian, pada tanggal 1 Oktober 2007 

Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 

Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah. 

Secara simplikatif, pengaturan atau mekanisme evaluasi rancangan 

Perda Provinsi dan Peraturan ~ u b e r n u r ~ ' ~  dalam ketentuan Pasal 12 

Permendagri l o .  53 Tahun 2007 adalah pertama-tama, gubemur 

menyampaikan rancangan perahran daerah provinsi tentang 

APBDIperubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah' 

paling lama tiga hari setelah mendapatkan persetujuan beisama dengan 

DPRD termasuk rancangan gubernur tentang penjabaran APBDIpenjabaran 

perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan 

evaluasi. Kemudian, Untuk melakukan evaluasi, Menteri Dalam Negeri 

membentuk tim evaluasi yang keanggotaannya terdiri atas komponen lingktip 

Departemen Dalam Negeri sesuai kebutuhan. Sedangkan limitasi waktu 

-- -- 

7 0 3 ~ u m k  rancangamraturaKDam-AfBDfpem- 
daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah, serta peraruran -aii 

APBDIpenjabaran perubahan APBD. Selanjutnya, mekanisme evaluasi dapat dilihat dalam Pasal 
12, Pasd, Pasai 13, Pasal14, Pasal 15, d m  Pasal16. 



-- . 

penyampaian hasil evaluasi kepada Gubernur paling lambat tujuh hari kerja 

1 sejak diterimanya hasil evaluasi. 
I 

Selanjutnya, khusus untuk evaluasi rancangan peraturan daerah tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah, Menteri Dalam Negeri berkordinasi 

dengan Menteri Keuangan dan tata ruang daerah berkordinasi dengan 

Menteri yang membidangi urusan tata ruang. Hasil kordinasi tersebut 

1 dijadikan sebagai bahan keputusan Menteri Dalam Negeri. Penyarnpaian 

I hasil evaluasi kepada Gubernur paling lambat lima belas hari kerja terhitung 

1 sejak diterimanya rancangan tersebut. Apabila gubernur tidak 

1 menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi peraturan 

daerah dadatau peraturan gubernur, menteri membatalkan peraturan daerah 

dan peraturan gubernur tersebut dengan Peraturan Menteri. 

Evaluasi terhadap rancangan Perda kabupatenjkota dan rancangan 

peraturan b ~ ~ a t i l w a l i k o t a ~ ~ ~  menjadi kewenangan gubernur. Dalam ketentuan 

Pasal 17 bahwa bupatilwalikota menyampaikan rancangan peraturan daerah 

kabupatedkota tentang APBDIperubahan APBD, pajak daerah, retribusi 

daerah dan tata ruang daerah paling lama tiga hari setelah mendapatkan 

persetujuan bersama dengan DPRD tennasuk rancangan peraturan 

bupatilwalikota tentang penjabaran APBDIpenjabaran perubahan APBD 

kepada gubernur untuk mendayatkan evaluasi. 

Melalui legitimasi Pasal 18 Pennendagri No. 53 Tahun 2007, Gubernur 

lewat kewenangannya membentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan 
- 

- k k  'A2-n 

APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah, serta peraturan bupatilwalikota 
tentang penjabaran APBDlpenjabaran petubahan APBD. 



keputusan gubernur, yang keanggotaannya terdiri dari satuan kerja perangkat 

daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan. Gubernur Dalam melaksanakan 

evaluasi khususnya rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah terlebih dahulu berkordinasi dengan Menteri Keuangan dan 

untuk tata ruang daerah dengan inenteri yang membidangi urusan tata ruang 

melalui Menteri Dalam Negeri. 

Selanjutnya, dalam Pasal 21 dan Pasal 22 menekankan bahwa gubernur 

menyarnpaikan hasil evaluasi kepada bupatilwaliltota paling lambat lima 

belas hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut. Kemudian, 

bupatilwalikota menindaklanjuti hasil evaluasi paling lambat tujuh hari kerja 

sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila bupatilwalikota tidak 

menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dan tetap menetapkan menjadi 

peraturan daerah atau peraturan bupatilwalikota, gubernur membatalkan 

peraturan daerah kabupatedkota atau peraturan bupatilwalikota yang telah 

ditetapkan dengan peraturan gubernur. 

Selain itu, pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi daerah juga dikonstruksikan dalam UU No. 28 

Tahun 2009 tentang Pajek Daerah dan Retribusi Daerah. Sketsa pengawasan 

dalam Undang-Undang ini dapat dilihat dalarn BAB VIII mengenai 

Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi, 

yang terdiri dari Pasal 157, Pasal 158 dan Pasal 159. Secara terperinci, Pasal 

157 mengetur tentang evaluasi sekaligus koreksi atas rancangan peraturan 

daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Pasal 158 



- -. 

memanifestasikan pengawasan represif atas Perda tentang pajak dan retribusi 

melalui pembatalan. Sedangkan Pasal 159 menghendaki adanya sanksi bagi 

daerah yang tidak menyampaikan rancangan peraturan daerah (provinsi 

maupun kabupatedkota), dan tidak memberhentikan pelaksanaan perda yang 

dibatalkan oleh Pemerintah berupa penundaan atau pernotongan Dana 

Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi. 

Dalam ketentuan Pasal 159 UU No. 28 Tahun 2009 menegaskan 

bahwa, Rancangan Perda provinsi tentang Pzjak dan Retribusi yang telah 

disetujuibersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan 

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling 

lambat tiga hari kerja terhituiig sejak tanggal persetujuan dimaksud. Begitu 

juga dengan Rancangan Peraturan Daerah kabupatenkota tentang pajak Can 

retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupatilwalikota dan DPRD 

kabupatenkota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan 

Menteri Keuangan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak tanggal 

persetujuan dimaksud. 

Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang 

telah disampaikan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri akan 

dievaluasi dan gubernur akan melakultan evaluasi terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah kabupatenkota. Tujuan dari evaluasi tersebut dilakukan 

baik rancangan peraturan daerah provinsi maupun rancangan peraturan 

daerah kabupatenkotaadalah untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan 



.. 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, kepentingan umum danlatau peraturan 

perundangan-undangan yang lebih tinggi.)05 

Dalam melakukan evaluasi, Menteri Dalarn Negeri dan Gubernur hams 

berkordinasi dengan Menteri Keuangan. Hasil evaluasi yang telah 

berkordinasi dengan Menteri Keuangan dapat berupa persetujuan atau 

penolakan. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri 

kepada gubernur untuk Rancangan Peratman Daerah provinsi dan oleh 

gubernur kepada bupatilwalikota untuk Rancangan Peraturan Daerah 

kabupatenkota dengan limitasi waktu paling lambat lima belas hari kerja 

sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tersebut.'06 

Hasil evaluasi bempa penolakan yang disampaikan oleh Menteri Dalam 

Negeri maupun Gubemur hams disertai dengan alasan-alasan penolakan. 

Sedangkan, dalam ha1 hasil evaluasi berupa persetujuan, Rancangan 

Peraturan Daerah tersebut dapat langsung ditetapkan. Namun, apabila hasil 

evaluasi berupa penolakan (yang telah berkordinasi dengan Menteri 

Keuangan), Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat diperbaiki oleh 

gubemur, bupatilwalikota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk 

kemudian disarnpaikan kemb ali kepada Menteri Daiarn Negeri dan Menteri 

Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur 

dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerak~ 

k a b ~ ~ a t e n k o t a . ~ ~ ~  

- 

Retribusi Daerah. 
306 Ibid., lihat Pasal 157 ayat (3, ayat (6), dan ayat (7). 
307 Ibid., lihat Pasal 157 ayat (8), ayat (9), d m  ayat (10). 



- - 

C. Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Produk Hukum Daerah Dalam 

Perspektif UU No. 23 Tahun 2014 

1. Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah 

Berbagai macam bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada 

daerah bukan tidak mungkin apabila dalam implementatifnya akan 

berimplikasi terhadap penyalahgunaan wewenang, yang akhirnya akan 

bermuara pada kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh sebab itu, dipandang 

perlu ada sebuah mekanisme pengawasan tertentu untuk memanimalisir ha1 

tersebut. Konsep pengawasan dalam perkembangan politik hukum nasional 

seakan mencari format yang ideal sesuai dengan perkembangan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena dapat dikatakan bahwa konsep 

pengawasan yar,g diintegrasikan dalam hukum pemerintahan daerah pasca 

refonnasi menunjukan keberagaman. 

Konsep pengawasan pusat terhadap daerah dalam UU No. 22 tahun 

1999 dan peraturan pelaksana lainnya terdiri atas pengawasan represif dan 

pengawasan fungsional. Walaupun demikian ada pula bentuk pengawasan 

legislatif dan pengawasan masyarakat. Namun ha1 itu bukan merupakan 

kompote~si Pemerintah Pusat. Sedangkan UU No. 32 Tahun 2004 

mengambil perspektif yang agak berbeda dengan konstruksi pengawasan 

yang dianut oleh UU No. 22 Tahun 1999, dengan memanifestasikan konsep 

pengawasan berupa pembatalan peraturan daerah (pengawasan represif), 

evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang 

A nn 
n 1  YC, 



-- - 

pengawasan preventif (terbatas) dan Pengawasan Fungsional.Bagaiinana 

dengan konstruksi pengawasan yang dianut oleh UU No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah? 

UU No. 23 Tahun 2014 tidak nlenyebutkan secara tegas konsep 

pengawasan tertentu seperti dalam perbincangan teori hukuin yang 

berkembang saat ini. Narnun, jika mencermati konsep pengawasan yang 

terkonstruksi dalam undang-undang pemerintahan daerah tersebut, maka 

setidaknya ada beberapa bentnk dan konsep pengawasan pusat terhadap 

daerah yang patut dikemukakan, yaitu pengawasan represif (pembatalan 

Perda dan Perkada), evaluasi terhadap Rancangan Perda tentang KPJPD, 

RPJMD, APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, 

pajak daerah, dan retribusi daerah, pengawasan umum dan pengawasan 

teknis. 

Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Pusat 

dapat mendelegasikan kepada menterilkepala lembaga pemerintahan 

nonkementerian untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah provinsi. Sedangkan pengawasan Pemerintah 

Pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupatenkota 

dilaksanakan oleh gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah. 

Selain evaluasi rancangan perda308, UU No. 23 Tahun 2014 masih 

memberlakukan pengawasan represif melalui tindakan pembatalan Peraturan 
- 

308 Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD, tata raang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. 



Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.Pengawasan represif dilakukan dala~n 

rangka menguji atau memeriksa apakah Perda dan Perkada yang ditetapkan 

oleh daerah bertentangan tidak dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, kepentingan umum, dadatau kesusilaan. Aktualisasi pengaturan 

pengawasan represif diatur secara khusus dalam BAB IX Bagian Ketiga 

tentang Pembatalan Perda dan Perkada. 

Pasal 249 UU No. 21 Tahun 2014 mengisyaratkan bahwa gubernur 

wajib menyampaikan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Menteri 

paling lama tujuh hari setelah ditetapkan. Apabila gubernur tidak 

menyampaikan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur tersebut kepada 

Menteri, maka dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari 

menteri. Begitu pula berlaku terhadap Perda KabupatedKota dan Peraturan 

Bupati/Walikota, paling lama tujuh hari setelah ditetapkan h m s  disampaikan 

kepada gubernur, dan bupatilwalikota yang tidak menyampaikan Perda 

KabupatedKota dan Peraturan BupatiIWalikota kepada Gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis 

dari gubemur. 

Perda dan Perkada dilarang bertenrangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, kepentingan umum, dadatau kesusilaan. Maksud dari 

bertentangan dengan kepentingan umum, yaitu: a. Terganggunya kerukunan 

antarwarga masyarakat; b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c. 

Terganggunya ketentraman dan ketertiban; d. Terganggunya kegiatan 



Diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar-golongan 

dan gender.309 

Kewenangan pembatalan Perda dan Perkada secara efektif dan efisien 

diberikan kepada Menteri selaku pembantu Presiden untuk Perda Provinsi 

dan Peraturan Gubernur, sedangkan untuk Perda KabupatedKota dan 

Peraturan BupatiIWalikota menjadi kewenangan gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat di daerah. 

Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 

yang menekankan bahwa Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan 

umum, dadatau kesusilaan dapat dibatalkan oleh menteri, dan uniuk Perda 

KabupatedKota dan Peraturan Eupati~Walikotr dibatalkan oleh gubernur. 

Dalam ha1 gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan 

Perda KabupatedKota dan Peraturan BupatiIWalikota yang bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, 

dadatau kesusilaan, maka menteri dapat menggunakan kewenangannya 

selaku pembantu Presiden untuk membatalkan Perda KabupatenIKota dan 

Peraturan BupatiIWalikota tersebut. 

Ketentu~n atau mekanisme tersebut mempunyai nilai positif dan 

negative. Nilai positifnya, mekanisme tersebut dapat meininimalisir tindakan 

gubernur dalam ha1 bekerjasama dengan Bupati atau Walikota untuk tidak 

- --- --- --- 30", 75351) ,TITNO* 73 --- 

n 7014 tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
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tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2014 tentang ~emeintahan Daerah (Lembaran 
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lnembatalkan Perda KabupatedKota yang bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dadatau kesusilaan. 

Nilai negatifnya, Menteri bisa saja me~nakai norma tersebut untuk 

membatalkan Perda KabupatedKota yang menurut asumsi Menteri 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan 

umum dadatau kesusilaan demi kepentingan politik tertentu. 

Instrumen hukum pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur 

ditetapkan dengan keputusan Menteri, sedangkan pembatalan Perda 

KabupatedKota dan Peraturan BupatiIWalikota ditetapkan dengan keputusan 

gubernur. Ditentckan juga, paling lama tujuh hari setelah keputusan 

pembatalan dikeluarkan, kepala daerah hams memberhentikan pelaksanaan 

Perda dan selanjutnya CPRD bersama kepala daerah mencabut Perda 

tersebut. Sama halnya dengan Perkada, paling lama tujuh hari setelah 

keputusan pembatalan dikeluarkan (oleh Menteri atau gubernur), kepala 

daerah hams menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala 

daerah mencabut Perkada tersebut. 

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan terhadap 

pembatalan Perda dan Perkada Provinsi maupun Kabupaten Kota, UU No. 23 

Tahun 2014 memberikan kesempatan kepada Pemerintahan Daerah Provinsi 

dan Pemerintahan Daerah KabupatedKota, serta gubernur dan 

bupatilwalikota untuk melakukan upaya keberatan terhadap keputusan 

pembatalan yang dikeluarkan oleh menteri atau gubernur kepada Menteri 

ataupun Presiden. 



Dalanl Pasal 251 ayat (7) dan (8) mengisyaratkan bahwa dalaln ha1 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima 

keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerilna 

keputusan pembatalan peraturan gubernur, begitu pula dengan pemerintahan 

daerah kabupatedkota tidak menerima keputusan pembatalan Perda 

KabupatedKota dan bupatilwalikota tidak menerima keputusan pembatalan 

peraturan bupatilwalikota maka dengan alasan yang dibenarkan oleh 

peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan 

kepada Presiden dan bupati mengajukan keberatan kepada menteri paling 

lambat einpat belas hari sejak keputusan pembataian diterima. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi atau kabupatenjkota 

yang masih rnemberlakukan Perda yang dibatalkan oieh Menteri atau oleh 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, maka dikenakan sanksi berupa 

sanksi administratif dan sa&si penundaan evaluasi rancangan Perda. Sanksi 

administratif dikenai kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak 

dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan selama tiga bulan. Sanksi administratif dan sailksi 

penundaan evaluasi rancangan Perda tidak diterapkan pada saat 

penyelenggara Pemerintahan daerah masih mengajukan keberatan kepada 

Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda 

KabupatedKota. Dalarn ha1 penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi 

- atau kabupatenkota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan 

retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menten atau y-h 



Presiden atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, 

dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU danlatau DBH bagi daerah 

2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Selain melakukan pengawasan represif terhadap Perda, Pemerintah 

Pusat melalui Menteri dan gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan 

Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Semula konsep 

evaluasi seperti ini tidak dikenal dalam pengaturan UU No. 32 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. evaluasi tersebut diorentasikan untuk menjaga 

konsistensi/kesesuaian pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. 

Pertama-tama pengawasan pusat terhadap daerah dalam UU No. 23 

Tahun 2014 diaktualisasikan melalui kebijakan evaluasi terhadap Rancailgan 

Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. Dalam 

ketentuan Pasal 245 memberikan ketegasan kepada daerah agar sebelum 

rancangan perda3" tersebut ditetapkan hams dievaluasi terlebih dahulu oleh 

menteriuntuk rancangan Perda provinsi dan olehgubernur untuk Rancangan 

Perda kabupaten/kota.Khususnya untuk Raperda tentang paj ak daerah dan 

retribusi daerah, Menteri dalam melakukan evalilasi hams berkordinasi 

dengan Menteri yang menyelenggarakan umsan pemerintahan dibidang 

keuangan dan untuk evaluasi Raperda Provinsi tentang tata ruang daerah 

310 Ibid., lihat Pasal252. 
3'1 Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, daue&&usi daerah, 



-- 

hams berkordinasi dengall Menteri yang menyelenggarakan ui-usan 

pemerintahan di bidang tata ruang. 

Begitu juga dengan rancangan Perda kabupatedkota tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah, gubemur dalam melakukan evaluasi hams 

berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkordinasi dengan 

Menteri yang mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan dibidang 

keuangan, sedangkan untuk evaluasi rancangan Perda tentang tata ruang 

daerah kabupatedkota, berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya 

Menteri berkordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang tata ruang. Kemudian hasil evaluasi tersebut baik 

rancangan Perda Provinsi rnaupun rancangan Perda Kabupatenkota, jika di 

setujui maka langsung diikuti dengan pemberian nomor registrasi. 

WJPD dan RPJMD merupakan instrumen atau dokumen pei-encanaan 

pembangunan daerah, yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, 

efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan benvawasan 

lingkungan. Pasal 263 UU No. 23 Tahun 2014 memberikan terminilogi 

bahwaRPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakm, dan 

sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk dua puluh tahun 

yang disusun dengan berpedomarl pada RPJPN dan rencana tata ruang 

wilayah. Sedangkan WJMD meruy akan penja-baran visi, misi dan program 

kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 

pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah 



indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoinan 

pada RPJPD dan RPJMN. 

Pada dasamya, RPJPD dan RPJMD ditetapkan dalain sebuah produk 

hukum daerah, yaitu Peraturan Daerah. Bagi daerah yang tidak menetapkan 

Perda tentang RPJPD dan RPMND, maka anggota DPRD dan Kepala Daerah 

dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkanhak-hak keuangan yang 

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.3'2 

Dalam rangka evaluasi, Pasal 267 menekankan agar rancangan Perda 

Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh 

gubemur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan oleh gubemur paling lama 

tiga hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri 

untuk dievaluasi. Sedangkan, untuk RPjPD dan RPJMD kabupaienJkota yang 

telah disetujui oleh bupatilwalikota dan DPRD ItabupatenJkota sebelum 

ditetapkan oleh bupatilwalikota paling lzma tiga hari disampaikan kepada 

gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. 

Evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD provinsi dilakukan oleh 

Menteri dalam rangka menguji kesesuaian dengan RPJPN dan rencana tata 

ruang .wilayah provinsi, kepentingan umum d d a t a u  peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi disarnpaikan oleh Menteri kepada 

gubemur paling lama lima belas hari terhitung sejak diterimanya rancangan 

Perda. Apabila rancangan Perda tentang RPJPD Provinsi tidak sesuai dengan 



.. 

standar norma penguj ian3 ' 3rancangan tersebut, maka gubernur bersama 

DPRD melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari sejak hasil evaluasi 

diterima. Namun, apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh gubernur 

dan DPRD serta gubernur menetapkan rancangan Perda RPJPD ~nenjadi 

Perda, Menteri berdasarkan kewenangannya membatalkan Perda t e r ~ e b u t . ~ ' ~  

Pasal 269 UU No. 23 Tahun 2014 memberikan legitimasi normatif 

kepada Menteri untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi 

tentang RPJMD. Evaluasi dilakukan dalam rangka menguji konsistensi atau 

kesesuaian RPJMDdengan RPJPD provinsi, RPJMN, kepentingan umum 

d d a t a u  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi 

terhadap rancangan Perda provinsi tentang RPJMD disampaikan oleh 

Menteri kepada gubernur paling lama lima belas hari sejak diterirnanya 

rancangan Perda tersebut. Jika hasil evaluasi mengindikasikan adanya ketidak 

sesuaian dengan RPJPD provinsi, RPJMN, kepentingan umum dan/atau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka gubernur bersama 

DPRD melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari setelah diterimanya 

hasil evaluasi tersebut. d a l m  ha1 hasil evaluasi tidak ditiildaklanjuti oleh 

gubernur dan DPRD, dan guebrnur menetapkan rancangan Perda Provinsi 

tentang RPJMD menjadi Perda, maka Menteri dengan kewenangannya dapat 

membatalkan Perda tersebut. 

313 Yang dimaksud dengan standar norms pengujian rancangan Perda provinsi tentang APBD 
dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD adalah standar norma yang dijadikan 
instrumen untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan rencana tata nlang wilayah provinsi, 

- L e p e n t i n g a n w m u m  danlatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
1 768 I J U  No. 23 Tahun 2014 tentang Pemer~ntahan Uaeran (ZernbararrNegard 

Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244) kemudian dirubah menjadi UU No. Y 1 ahun 20i 5 
tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negam Republik Monesia Tahun 20 15 Nomor 58). 



Begitu juga dengan evaluasi rancangan Perda kabupateldkota tentang 

RPJPD dan RPJNID. Pasal 270 menentukanGubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan melakukan evaluasi terhadap 

rancangan Perda kabupatenlkota tentang RPJPD. Sebagaimana berlaku pada 

evaluasi rancangan Perda provinsi tentang RPJPD, alasan melakukan evaluasi 

terhadap rancangan Perda tentang RP JPD i alah rnenguji kesesuaian dengan 

RPJPN, RPJPD provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupatedkota, 

kepentingan umum dadatau peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. Demikian halnya dengan limitasi waktu penyampaian hasil evaluasi 

oleh gubemur kepada bupatilwalikota, paling lama lilna belas hari sejak 

rancangan Perda tersebut diterima. 

Apzbila dalam hasii evaiuasi ditemukan ada indikasi Sertentmgm 

dengan RPJPN, RPJPD provinsi, dan rencaila tata ruang wilayah 

kabupatenlkota, kepentingan umum danlatau peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, bupatilwalikota bersama DPRD melakukan 

penyempurnaan paling lama tujuh hari sejak diterimanya hasil evaluasi dari 

gubernur.Jika dalam implementasinya bupati dan DPRD tidak 

menindaklanjuti hasil evaluasi, dan bupati/walikota tetap menetapkan 

rancangan Perda kabupatenlkota tentag RPJPD menjadi Perda, maka dengan 

kewenangan gubemr  sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan 

Perda t e r ~ e b u t . ~ ' ~  

3'5 Ibid., lihat Pasd 270 ayat (3) dan ayat (4). 
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Ketentuan mengenai evaluasi terhadap rancarigan Perda kabupatedkota 

tentang RPJMD, sama halnya berlaku pada evaluasi rancangan Perda tentang 

RPJPD, dimana kewenangan evaluasi berada ditangan gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat di daerah. Yang membedakan ialah instrumen 

pengujian rancangan Perda kabupatedkota tentang RPJMD. Dalam Pasal271 

UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa evaluasi rancangan Perda 

kabupatenkota tentang RPJMD dilaksanakan untuk menguji kesesuaian 

dengan RPJPD kabupatedkota, RPJPD provinsi, RPJMN, kepentingan 

umum danJatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Limitasi 

waktu penyampaian hasil evaluasi oleh gubernur kepada bupati/walikota 

paling lama tujuh hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut. 

Lzbih lanjut ketentuan Pasal 271 UU No. 23 Tzhun 2014 menekankan 

bahwa apabila hasil evaluasi rancangan Perda kabupatenkota tentang 

RPJMD ditemukan bertentangan atau tidak sesusli dengan RPJPD 

kabupatedkota, RPJPD provinsi, RPJMN, kepentingan umum danlatau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersarna 

DPRD me!akukan penyempurnaan paling lama tujuh hari sejak diterimanya 

hasil evaluasi. Dalam ha1 hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh 

bupati!walikota dan DPRD kabupatedkota, dan bupati/walikota tetap 

menetapkan rsmcmgan Perda kabupatedkota tentang RPJMD, maka 

berdasarkaq kewenangannya, gubernur dapat membatal Perda dimaksud. 

-- 
Pemerintah Pusat secara normatif mempunyai kompetensi melakukan 

pengawasan melalui pengendalian dan evaiuasi tefhadap p-all 



daerah, yang terdiri dari: a. pengendalian terhadap rumusan kebijakan 

perencanaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan rencana pembangunan 

daerah; dan c. evaluasi terhadap hasil rencana pe~nbangunan daerah. Menteri 

melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah 

provinsi, sedangkan gubemur yang bertindak sebagai wakil Pemerintzh Pusat 

di daerah melakukan pengendalian evaluasi terhadap pembangunan daerah 

kabupatedkota dan daerah provinsi.3'6 

Seperti halnya pengaturan yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004, 

Pemerintah Pusat melalui Menterj dan Gubemur dilimpahkan kewenangan 

untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi dan rancangan 

Perda Kebupatenkota tentang APBD dan Penjabaran APBD.Evaluasi 

dilakukan dalam rangka menguji atau menilai apakah rancangan Perda 

tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD 

bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum dadperaturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi. 

Pasal 314 UU No. 23 Tahun 2014 menekankan agar rancangan Perda 

Provinsi tentang APBD dan Peraturan Gubemur tentang penjabaran APBD 

sebelum ditetapkan oleh gubemur, paling lama tiga hari disampaikan kepada 

Menteri untuk dievaluasi, dengan dilampiri KKPD, serta KUAdan PPAS 

yang telah disepakati bersarna antara DPRD dan Kepala Daerah. Dari 

ketentuan ini, berarti mengindikasikan bahwa Menteri benvenang melakukan 

evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD dan peraturan 



1 guben~ur tentang penjabal-an APBD. Evaluasi tersebut dilakukail dalam 

1 rangka menguji konsistensi/kesesuaian rancangan Perda Provinsi tentang 

1 APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dengan 

1 ketentuan peraturan perundang-undanga, kepentingan umum, RKPD serta 

1 KUA dan PPAS, dan RPJMD. 

I Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lama 

1 lima belas hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi dan rancangan 

1 peraturan gubernur tersebut diterima. Gubernur dapat menetapkan rancangan 

1 Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang 

I penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan gubernur, jika hasil evaluasi 

yang dilakukan oleh Menteri dinyatakan telah sesuai dengan standar norma 

pengijian rancangan tersebut317. Dalzin~ hai Mecteri menyatakan rancangan 

Perda provinsi tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran 

APBD tidak sesLlai dengan standar norma pengujian, maka gubernur bersama 

dengan DPRD melakukan penyemprnaan paling lama tujuh hari sejak 

diterimanya hasil evaluasi terseb~t.~" 

Lebih lanjut Pasal 314 ayat (7) dan ayat (8)mempertegas bahwa dalarn 

halhasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD dan gubernur 

tetap menetapkan rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancailgan 

peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan peraturan 

3'7 Yang dimaksud dengan standar norma pengujian rancangan Perda provinsi tentang APBD 
dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD adalah standar norma yang dijadikan 

- -  ~ a ~ ~ n h k m a g u j  kesesuaian rancangan Perda tersebut dengan ketentuan peraturan . .  . 
pb,-~l ke~entingan umum, RKPD serta FCUA aan 
RPJMD. Ibid., lihat juga Pasal 3 14 ayat (3) dan Pasal 3 15 ayat (3) W No. 23 Tahun ZU14 tentang 
Pemerintahan Daerah. 

318 Ibid., lihat Pasal314 ayat (4), (3, dm (6).  



gubernur, maka Menteri dapat membataliian seluruh atau sebagian isi perda 

dan peraturan gubernur tersebut. Dengan demikian, jika pembatalan 

dilakukan terhadap seluruh isi Perda Provinsi tentang APBD dan peraturan 

gubernur tentang penjabaran APBD, inaka konsekuensi yang ditanggung oleh 

Pemerintahan Daerah provinsi adalah diberlakakannya pagu anggaran tahun 

sebelumnya. 

Sama halnya dengan pengaturan evaluasi terhadap rancangan Perda 

kabupatenlkota tentang APBD dan peraturan bupatilwalikota tentang 

penjabaran APBD. Namun, kewenangan melakukan evaluasi sepenuhnya 

didelegasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. 

Limitasi waktu penyampaian rancangan Perda kabupatenkota tentang APBD 

Can peraturan bupatilwalikota tziltang penjabaran APBD sebelum ditetapkan 

oleh bupati/walikota, paling laina tiga hari disampaikan kepada gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi,dilampiri RKPD, serta KUA 

dan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Kepala Daerah. 

Berlaku sama dengan rancangan Perda provinsi, pada prinsipnya 

evaluasi dilakukan semata-mata hanya ingin menguji apakah rancangan 

Perda kabupatenkota tentang APBD dan rancangan peraturan 

bupati/walikota tentang penjabaran APBD sesuai atau bertentangan tidak 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

kepentingan umum, RKPD serta KUA dan PPAS, dan RPJMD.Hasi1 evaluasi 

disampaikan kepada bupati/walikota paling lama lima belas hari terhitung 

sejak diterimanya rancangan Perda kabupatenikoia -an 



bupatilwalikotatersebut oleh ubeinur. Jika gubernur inenyatakan tidak 

bertentangan dengan standar norma pengujian rancangan Perda dan 

rancangan peraturan bupatilwalikota tersebut, maka bupatilwalikota dapat 

menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda. Namun hasii evaluasinya 

dinyatakan tidak sesuai atau bertentangan standar norrna pengujian rancangan 

Perda dan rancangan peraturan bupatilwalikota, maka paling lama tujuh hari 

sejak hasil evaluasi diterima,DPRD bersama bupati/walikota hams 

melakukan penyempurnaan.319 

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh DPRD dan 

bupatilwalikota dan bupati tetap menetapkan rancangan Perda dan rancangan 

peraturan bupati/walikota tersebut menjadi Perda dan peraturan 

bupatilwalikota, maka gu'ocrnur berdasarkan kewenangannya membatalkan 

sebagian atau keseluruhan isi Perda dan peratuan bupatilwalikota tersebut. 

Dalam ha1 pembatalan dilakukan terhadap keseluruhan isi Perda tentang 

APBD dan peraturan bupatilwalikota tentang penjabaran APBD, maka 

diberlakukan p a p  APBD tahun sebelurnnya. Gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Menteri 

paling lama tiga h a i  sejak gubernur menetapkan keputusan tentang hasil 

evaluasi rancangsm Perda kabupatenkota tentang APBD dan peraturan 

bupatilwalikota tentang penj abaran APBD. 

Kaitannya dengan perubahan APBD provinsi maupun perubahan 

APBD kabupatenkota, Pasal 3 19 menvatakan bahwa ketentuan mennenai 



evaluasi rancangan Perda ten~ang APBD dan rancangan Perkada tentang 

penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalain Pasal 314 dan Pasal 315 

berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi rancangan Perda tentang 

perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. 

Menteri dan gubenlur juga dberikan kev~enangan untuk melakukan 

evaluasi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD. Evaluasi tersebut merupakan sebuah langka untuk menguji 

kesesuaian rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD dengan Perda provinsi tentang APBD dadatau Perda provinsi tentang 

perubahan APBD, peraturan gubemur tentang penjabaran APBD danlatau 

peraturan gubernur tentang perubahan penjabaran APBD seita temuan 

laporan hasil pemeiiksaan Badan Pemeriksaan Keuangan. Aktualisasi 

mekanisme evaluasi rancangan Perda provinsi dan rancangan Perda 

kabupatenkota tentang pertanggungjawaban APBD pada prinsipnya sebagai 

berikut: 

a. Rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD yang telah dlsetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan 

gubernur tentang penjabaran pertanggui~gjawaban pelaksanaan APBD 

sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama tiga hari disampaikan 

kepada Menteri untuk dievaluasi. 

b. Hasil evaluasi disampaikan kepada gubernur paling lama lima belas hari 

terhitung sejak Menteri menerima rancangan Perda provinsi tersebut. 



c. Jika hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tersebut sesuai dengan Perda 

provinsi tentang APBD danlatau Perda provinsi tentang perubahan APBD, 

dan telah menindaklanju ti telnuan laporan hasil pelneriksaan B adan 

Penleriksaan Keuangan, maka gubernur dapat ~nenetapkan rancangan 

Perda dimaksud menjadi Perda Provjnsi. 

d. Dalam hasil evaluasi temyata bertentangan dengan standar 

pengujian rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD, dan tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil 

pelneriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, maka gubernur bersama 

DPRD melakukan penyempumaan paling lama tujuh hari terhitung sejak 

diterimanya hasil evaluasi tersebut. 

e. Dalarn ha1 hhsil evaluasi ticlak ditindaklanjilti oleh DPRD dan gubernur, 

dan gubemur tetap menetapkan rancangan Perda provinsi tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda, menteri dengan 

kewenangannya dapat membatalkan Perda dimaksud.j2' 

Akiualisasi mekanisme evaluasi rancangan Perda kabupatentkota 

tentang pertanggucgjawaban APBD pada prinsipnya sebagai berikut: 

a. Rancangan Perda kabupatedkota tentang pertanggungjawaban APBD dan 

rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh 

320 Yang dimaksud dengan standar nonna pengujian rancangan Perda provinsi tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah standar norma yang dijadikan instrumen untuk 

-- - - r x w g & k e s e a l l a i i u ~ g a n  Perda tersebut dengan Perda provinsi tentang APBD danlatau Perda 

Badan Pemeriksaan Keuangan. 
321 Lihat Pasal321 W No. 23 tahun 20 14 tentang Penmintahan Daerah. 



bupatilwaiikota paling !ama tiga hari disampaikan kepada gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. 

b. Evaluasi terhadap rancangan Perda kabupatedkota dan rancangan 

peraturan bupatilwalikota tersebut dimaksudkan untuk menguji 

kesesuaiannya dengan Perda kabupatenlkota tentang APBD danfatau 

Perda kabupatenlkota tentang perubahan APBD, peraturan bupatilwalikota 

tentang perubahan APBD dan penjabaran perubahan APBD serta temuan 

laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan. 

c. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada bupatilwalikota paling 

lama lima belas hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda dan 

rancangan peraturan bupatilwalikota tersebut. 

d. Dalam lial gubernclr sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil 

evaluasitelah sesuai dengan standar norma pengujian322 rancangan Perda 

kabupatenlkota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDdan telah 

menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan 

Keuangan, gubernur dapat menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi 

Perda kabupatenlkota. 

e. Jika hasil evaluasi dinyatakan tidak sesuai dengan stmdar norma 

pengujian rancangan Perda kabupaten/kcta tentangt pertanggungj awaban 

pelaksanaan APBD, dan tidak menindaklanjuti temuan hasil laporan 

322 Yang dimaksud dengan standar norma pengujian rancangan Perda kabupatenlkota tentang 
- p ~ ~ u n ~ ~ i x q e l a k s a n a a n  APBD adalah standar norrna yang dijadikan instrumen untuk 

llJb w a n  Perda tersebut dengan Perda kabupatenhtrtentq- 
danlatau Perda kabupatenlkota tentang perubahan APBD, peraturan b u p a t i i w a i i i i  
perubahan APBD dan penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan 
Pemeriksaan Keuangan. 



Badail Pemeriksaan Keuangan: bupatilwalikota bersama DPRD 

melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari sejak hasil evaluasi 

diterima. 

f. Dalam ha1 hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupatilwalikota dan 

DPRD dan bupatilwalikota tetap menetapkan rancangan Perda dimaksud 

menjadi Perda kabupatedkota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

rnembatalkan Perda t e r ~ e b u t . ~ ~ ~  

Dalam ketentuan Pasal323 UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa 

apabila dalam waktu satu bulan sejak diterilnanya rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil 

keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tersebut, 

kepala daerah d ~ p a t  menyusun dan menetapkan Perkada tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Namun, rancangan Perkada 

sebagaimana dimaksud ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari 

Menteri bagi daerah provinsi dan gubernur bagi daerah kabupaten/kota. 

Untuk memperoleh pengesahan tersebut, rancangan Perda beserta 

lampirafi~~ya disampaikan paling lama tujuh hari terhitung sejak DPRD tidak 

mengambil keputusan bersaina dengan kepala daerah terhadap rancangan 

Perda dimaksud. Selain itu, dalam batas waktu lima belas hari Menteri dan 

Gubernur tidak mengesahkan rancangan Perkada tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan 

rancangan Perkada tersebut menjadi Perda. 

323 Lihat Pasal322 W No. 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah. 



Pengr.wasan pusat terhadap daerah yang dilakukan melalui evaluasi 

terhadap rancangan Perda tertentu dalan hukum pemerintahan daerah pasca 

refonnasi inengalami dialektika. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa 

aspek evaluasi yang dalam pengaturannya mengintegrasikan berbagai macarn 

standar nonnatif pengujian rancangan Perda. Semula UU No. 32 Tahun 2004 

memakai dua standar normatif yang dijadikan instrumen untuk melakukan 

pengujian terhadap rancangan Perda tertentu, yaitu kepentingan umum dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Pengaturan berbeda diperkenalkan oleh UU No. 23 Tahun 2014, yang 

menarnbah standar normatif pengujian rancangan Perda. UU No. 23 tahun 

2014 melalui Pasal 314 ayat (3)dan 315 ayat (3)menentukan enamstandar 

pengujian untuk menguji kesesilaian rancangan Perda tentang APBD, yakni 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan 

umum, RKPD serta KUA dan PPAS, dan RPJMD. Sedangkan untuk 

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam 

pengujiannya disesuaikan dengan lima standar normatif, yakni Perda provinsi 

tentang APBD dadatau Perda provinsi tentang perubahan APBD, peraturan 

gubernur tentang penjabaran APBD dadatau peraturan gubernur telltang 

penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan Radan 

Pemeriksaan Keuangan. 

Khususnya evaluasi terhadap rancangan Perda tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah dalam pengaturannya masih mengikuti paradigma UU No. 32 



Tahur: 2014. Aktualisasi mekanisme waluasi rancangan Perda tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah pada prinsipnya sebagai berikut: 

a. Rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah paling lama 

tiga hari disampaikan oleh gubemur kepada Menteri untuk Daerah 

provinsi, dan oleh bupati/walikota kepada gubemur untuk Daerah 

kabupatedkota untuk dievaluasi. 

b. Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah, dan gubernur melakukan evaluasi 

terhadap rancangan Perda kabupatenlkota tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturar, 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. 

c. Mederi dalam selakukan evaluasi rancangan Perda provinsi tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah berkordinasi dengan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Sedangkan 

Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi 

terhadap rancangan Perda kabupatedkota tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah hams berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya 

Menteri berkordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

d. Hasil evaluasi disarnpaikan oleh Menteri kepada gubemur dan gubemur 

kepada bupatilwalikota paling lama lima belas hari terhitung sejak 

- rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah diterima. ' 



- 

e. Jika Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan 

rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan 

kepentingan umum, gubernur dan bupatilwalikota dapat menetapkan 

rancafigan Perda tersebut menjadi Perda provinsi dan Perda 

kabupatenjkota. 

f. Selanjutnya, jika Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

menyatakan rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi dan kepentingan umum, gubernur dan bupatilwalikota bersama 

DPRD melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari terhitung sejak 

hasil eva!uasi diterima. 

g.Dalam ha1 hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh 

gubernur/bupati/walikota dan DPRD, dan gubemur/bupati/walikota tetap 

menetapkan rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

menjadi Perda, Menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda 

tersebut. 

h. Khususnya untuk daerah kabupatenlkota, gubernur sebagai w&il 

Pemeiintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah kepada Menteri dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan paling lama tiga 

hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi 
- 



rancangan Perda kabupatedkota tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah.324 

3. Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis 

Selain pengawasan pusat terhadap daerah yang diaktualisasikan melalui 

pengawasan represif dan evaluasi terhadap rancangan Perda dan rancangan 

Perkada tertentu, UU No. 23 tahun 2014 juga mengintegrasikan konsep 

pengawasan umum dan pengawasan teknis. 

Pengawasan umum merupakan pengawasan terhadap berbagai urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, kelembagaan 

daerah, kepegawaian pads perangkat daerah, keuangan daerah. penbangunan 

daerah, pelayanan public di daerah, kerjasama daerah, kebijakan daerah, 

kepa!a daerah dan DPRD dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan teknis adalah 

pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang 

diserahkan ke daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa porsi 

pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah sangat besar, 

karena bukan hanya terbatas pada pengawasan represif dan evaluasi 

rancangail Perda tertentu, akan tetapi pengawasan terhadap urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga merupakan 

objek pengawasan pemerintah pusat. 

Secara khusus, pengawasan umunl dan pengawasan teknis diatur dalam 

BAB XIX tentang Pembinaan dan Pengawasan. Ketentuan Pasal 373 UU No. 

3'4 Ibid.. lihat Pasal324 dm Pasal325. 



1 23 Tahun 2014 lneinberikan kewenangan kepada Menteri unkuk melakukan 

1 pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah provinsi dan 

1 gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat benvenang melakukan evaluasi 

1 terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupatedkota. Dalam 

1 implementatifnya, pengawasan tersebut secara nasional dikordinasikan oleh 

I Menteri. 

1 Pengawasan disini secara normatif lebih dikenal sebagai pengawasan 

1 umum dan pengawasan teknis. Menteri melakukan pengawasan umum 

I terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. Sedangkan untuk 

1 pengawasan teknis dilakukan oleh Menteri teknis d m  kepala lernbaga 

nonkementerian yang disesuaikan dengan Sidang tugas masing-masing dan 

berkordinasi dengan Menteri. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan k e ~ e n a n ~ a n n ~ a . ) ~ ~  

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan 

umum dan pengawasan teknis terhadap penyelanggaraan Pemerintahan 

Daerah kabupatenlkota. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut gubernur 

dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam ha1 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mampu melakukan 

pengawasan, gubernur dapat meminta bantuan untuk melaksanakan 

pengawasan kepada Pemerintah  usa at?^^ 

Jika mencermati konstruksi konsep pengawasan pusat terhadap daerah 

yang terrnanifestasi dalarn UU No. 23 Tahun 2014 diatas, maka 

325 Ibid., lihat Pasal377. 
326 Ibid., lihat Pasal378. 



menimbulkan satu kesimpulan yang mengarah pada luasnya ruang lingkup 

pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.Semula ruang lingkup 

pengawasan pusat baik yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 maupun 

UU No. 32 Tahun 2014 masih terlihat kurang luas. Karena pada dasamya, 

pengawasan pusat terhadap daerah diaktualisasikan melalui pembatalan Perda 

dan evaluasi rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

UU No. 23 Tahun 2014 tidak hanya melakukan evaluasi terhadap 

rancangan Perda tertentu sebagaimana yang diatur sebelumnya dalam UU 

No. 32 tahun 2014. Namun, ada beberapa evaluasi rancangan Perda yang 

semula tidak menjadi objek pengawasan Pemerintah Pusat, kini menjadi 

bagian dari dimensi objek pengawasan pusat terhadap daerah, yaitu 

pengawslsan atau evaluasi terhadap rancangan Perda tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD).Selain itu, standar normatif dalam 

melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda berbeda-beda. Terdapat 

beberapasyarat materil yang dijadikan standar normatif untuk melakukan 

pengujian atau evaluasi terhadap rancangan Perda tentang RPJPD dan 

RPJMD, diantaranya: 

a. Untuk daerah provinsi: evaluasi terhadap rancangan Perda tentang RPJPD 

dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, rencana tata ruang 

wilayah provinsi, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan 



Perda tentang RPJNlD dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan 

RPJPD Provinsi dan RPJPN, kepentingan umum dadatau ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

b. Untuic Daerah kabupatedkota: evaluasi terhadap rancangan Perda RPJPD 

dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi, 

kepentingan umum dadatau ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi dan evaluasi rancangan Perda tentang RPJMD 

dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupatedkota, 

RPJMD provinsi dan RPJPIV, kepentingan umum dadatau ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih jau'n tentang dimensi 

perbandingan pengawasan pusat terhadap daerah dapat diliha: atau dibahas 

pada sub bab berikut. 

D. Analisis Yuridis Pengawasan Pusat Terhadap Produk Hukum Daerah 

1. Dimensi Perbandingan Pengaturan Pengawasan Produk Hukum 

Daerah 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep pengawasan 

pusat ierhadap daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999 maupun peraturan 

pelaksana lainnya diaktualisasikan dalam bentuk pengawasan 

represif(eksecutive review) dan pengawasan fungsional. Pengawasan represif 

merupakan bagian daii pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat 

untuk menguji atau menilai apakah Perda yang mempunyai kekuatan hukum 
- 

---v 

t bertentangan atau tidXdengan k e p e n t i n g ~ u m W 3 ~ u p e m t U f ~ -  - 

perundang-undangan yang lebih tinggi danlatau peraturan perundang- 



undangan lainnya. Dalam rangka pengawasan represif, pemerintah daerah 

diwajibkan menyampaikan Perda yang telah ditetapkan kepada Pemerintah 

selambat-lambatnya lima belas hari. 

Limitasi waktu penyampaian Perda kepada Pemerintah dalam 

pengaturannya tidak disertai dengan sanksi tertentu bagi daerah yang 

menyampingkan perintah normatif tersebut. Bagaimana jika Pemerintah 

Daerah setelah menetapkan Perda tidak menyampaikan kepada Pemerintah? 

Hal ini menajadi problem hukum tersendiri, karena daerah tidak terikat 

dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi daerah yang 

menyampingkan perintah normatif tersebut, walaupun ada klausul tertentu 

yang memberikan legitirnasi bahwa penyampaian Perda oleh pemerintahan 

daerah kepada Pemerintah itu bersifat wajib. Akan tetapi dengan kelemahan 

pengaturan seperti ini bukan tidak mungkin kalau sikap pemerintahan daerah 

menjadi lebih arogan dalam proses penyelenggaraan pemerinatahan di 

daerah. 

Standar materil yang dipakai oleh UU No. 22 Tahun 1999 sebagai 

instrumen untuk melakukan pengujian atau pembatalanoleh 

Pemerintahterhadagperda, yaitu 

a. Apakah bertentangan dengan kepentingan umum; 

b. Apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi; danlatau 

c. Apakah bertentangan dengan peraturan perundang undangan lainnya. 



-. 

Dari standar normatif pengujian atau pembatalan Perda 

diatas,kemungkinan akan menimbulkan multiintrepretasi dalain 

implementatif pengawasan represif adalah berkaitan dengan Perda yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Apakah 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan 

peraturan yang setingkat dalam ha1 ini misalnya Perda Provinsi atau Perda 

KabupatedKota bertentangan dengan Perda Provinsi atau Perda 

KabupatenIKota lainnya? Ataukah Perda Provinsi bertentangan dengan Perda 

! Kabupaten atau Kota dan begitu pula sebaliknya, Perda Kabupaten atau Kota 

bertentangan dengan Perda Provinsi. 

Menurut  idw wan,^^^ perda lain dapat berarti Perda dalam lingkungan 

pemerintahan daerah yang sama, atau Perda pemerintahan lain yang sederajat, 

atau Perda dari pemerintahan daerah kabupaten atau kota terhadap perda 

provinsi dalam wilayah yang sama. Pada dasarnya memang tidak boleh ada 

pertentangan antar Perda dalam pemerintahan daerah yang sama. Apabila 

terjadi, akan diselesaikan melalui prinsip "ketentuan sederajat atau lebih 

tinggi yang baru menyampingkan ketentuan sederajat atau lebih rendah yang 

lama". Apabila ketentuan bai-u yang lebih rendah bertentangan dengan 

ketentuan lama yang lebih tinggi, ketentuan baru hams dikesampingkan 

dengan memperhatikan lingkungan wewenang yang telah disebutkan dimuka. 

Bagaimana kalau Perda suatu pemerintahan daerah bertentangan 

dengan Perda pemerintahan daerah sederajat lainnya? Karena tidak ada - 

-- 

327 Ridwan HR, Hukurn Administrcrsi Di Dcrercrh, Dikutip dari Ni'rnatul Huda, Problematikm ... 
op. cit.,hlm 1 19. 



hubungan wewenang antara dua lingkungan pemerintahan tersebut, maka 

tidak ada konsekuensi hukum dari pertentangan itu. Keduanya berlaku dan 

dijalankan pada masing-masing lingkungan pemerintahan yang berbeda satu 

sama lain. Persoalan dapat timbul apabila Perda yang bertentangan tersebut 

akan merugikan secara mendasar berbagai kepentingan daerah lainnya. Gisini 

timbul "perselisihan kepentingan" yang dapat diselesaikan melalui 

mekanisme administratif (penyelesaian oleh pusat) atau melalui proses 

peradilan.32" 

Bagaimana kalau Perda suatu kabupaten atau kota bertentangan dengan 

Perda Provinsi yang mencakup kabcpaten atau kota tersebut. penyelesaian 

akan ditentukan o!eh ketentuan lingkungan wewenang provinsi, kabupaten 

atau kota tersebut bersangkutan. Apabila teniyata, Perda Provinsi meilgatur 

mengatur diruang urusan rumah tangganya sehingga bertentangan dengan 
. . .. 

Perda kabupaten atau kota, maka Perda provinsi yang hams dibatalkan. 

Sebaliknya apabila ternyata Perda Kabupaten atau Kota mengatur rumah 

tangga provinsi, maka Perda Kabupaten atau Kota hams dibata lka~~.~*~ 

Hal berbeda kemudian diatur dalarn ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 

yang juga bisa dianggap sebagai periyempurnaan dari UU No. 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, karena dalarn konsideren UU No. 32 Tahun 

2004 mempertimbangkan bahwa UU No. 22 Tahun 1999 tidak lagi sesuai 

dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutari 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu dilakukan perubahan. 

-- 

3'6 Ibid., hlm 1 19-120. 
329 Ibid.. hlm 120. 



Kaitannya dengan pengawasan represif,UU No. 32 Tahun 2004 

mengurangi limitasi waktu penyampaian Perda paling lama lima belas hari 

(UU No. 22 Tahun 1999) menjadi paling lama tujuh hari setelah ditetapkan 

disampaikan kepada Femerintah. Sama halnya dengan UU No. 22 Tahun 

1999 yang tidak mengatur sanksi bagi daerah ketika setelah Perda clitetapkan 

tidak disampaikan kepada Pemerintah. Seharusnya kelemaahan pengaturan 

pengawasan represif yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999 dapat 

disempumakan melalui perubahan UU No. 32 Tahun 2004. tersebut. 

Ada pula sketsa problem yang mungkin tergambarkan dalam 

pengaturan represif baik dalam UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 

Tahun 2004 adalah berkaitan dengan limitasi waktu penyarnpaian keputusan 

pembatalan Perda kepada pemerintahan daerah.UU No. 22 Tahun 1999 tidak 

menyebutkan limitasi waktu penyampaian keputusan pembatalan Perda 

ltepada Pemerintahan Daerah, tapi hanya menyebutkan pembatalan Perda 

disertai dengan alasan-alasannya dan paling lama satu minggu setelah 

keputusan pembatalan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, Perda dan 

Keputusan Kepala daerah hams diberhentikan pelaksanaanya (Pasal 114 ayat 

(21, (3))- 

Hal ini kemudian disernpumakan oleh UU No. 32 Tahun 2004 dengan 

menetapkan limitasi waktu penyampaian keputusan pernbatalan Perda kepada 

pemerintah daerah paling lama enam puluh hari. Bagaimana jika dalam 

implementatifnya Pemerintah belum lagi menyampaikan keputusan 



pemerintah daerah hams menanggung semua konsekuensi hukuinbaik 

sebelum dan sesudah dikeluarkan keputusan pembatalan Perda tersebut? 

Menurut Ridwan HR, setiap pembatalan pada dasarnya hanya berlaku 

kedepan (prospek). Daerah tidak perlu membuat ketetapan khusus untuk 

membatalkan pelaksanaan yang dimaksud. Apabila peraturan daerah atau 

keputusan kepala daerah dalam pelaksanaan pengujiannya melebihi dari 

limitasi waktu yang telah ditentukan, maka daerah bersangkutan 

bertanggungjawab untuk memulihkan segala hak dan kemgian yang timbul 

akibat penundaan pelaksanaan pembatalan. Dalam pengawasan represif juga 

tidak ada ketentuan mengenai penundaan (schorsing). Walaupun demikian 

tidak berarti tidak boleh dilakukar?. Suatu peraturan daerah atau keputusan 

kepala daerah yang masih dalam pemeriksaan karena dugam bertentangan 

dengan kepentingan umum dan atau peraturan penndang-undangan yang 

lebih tinggi tingkatannya, untuk sementara dapat ditunda dan tidak 

Penundaan pelaksanaan atau keputusan pembatalan Perda seharusnya 

tidak dipandang sebagai bagian dari dimensi problem implementatif 

pengawasan represif. Karena Pasal 1 14 UU No. 22 Tahun 1999 dan Pasal 145 

UU No. 32 Tahun 2004 tidak menyebutitan setiap Perda yang masih dalarn 

proses pemeriksaan secara otomatis tidak berlaku, sehingga dalarn 

penundaanya akan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Namun yang 

hams dipahami dalam klausul pasal tersebut adalah Perda yang ditetapkan 

330 Ibid.. hlm 121. 



dan disainpaikan kepada pemerintah dengan sertamerta berlaku tanpa ada 

pengesahan dari pejabat atau organ yang berwenang. 

Dengan deinikian, walaupun dalam pelaksanaan pembatalan Perda atau 

penyampaian keputusan pembatalan Perda kepada pemerintah daerahmelebihi 

limitasi waktu yang telah ditentukan atau adanya penundaan karena 

mengingat banyaknya satuan pemerintahan daerah, Perda yang masih 

diperiksa oleh Pemerintah tetap berlaku dan tidak menimbulkan akibat 

hukum tertentu karena adanya penundaan atau keputusan pembatalan Perda 

dari Pemerintah. 

Menurut Ni7mzitul ~ u d a , ~ ~ '  Perda yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah daerah kemudian disampaikan kepada Pemerintah merupakan 

bentuk pengawasan represif m t ~ k  lebih ineinberikar~ kebebasan k e ~ a d a  

daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada 

DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap 

pelaksanaan otonomi daerah. karena itu, Perda yang ditetapkan daerah 

otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang 

berwenang. 

Ketentuan Pasal 114 UU No. 22 Tahun 1999 dan Pasal 145 UU No. 32 

Ta'nun 2004 tidak mengklasifikasikan Perda dan Keputusan Kepala Daerah 

apa saja yang akan diperiksa oleh Pemerintah. Akan tetapi, implementasi 

pengawasan represif dij alankan oleh Pemerintah terhadap semua jenis Perda 

33' Ni'matul H u h  Problematike-- op. cit, hlm 117. 



dan Keputusan Kepala Daerah yang diduga bertentangan dengan kepentiilgan 

umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 

Disamping itu, UU No. 22 Tahun 1999 juga tidak mengatur dengan 

tegas alat kelengkapan (organ) pemerintahan yang benvenang melaksaiiakan 

pengawasan represif serta bentuk hukurn keputusan pembatalannya. UU No. 

22 Tahun 1999 hanya menyebut Pemerintah (Pusat) yang benvenang 

membatalkan. Dengan demikian, satuan pemerintahan yang lebih tinggi 

tingkatannya tidak benvenang membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerah yang lebih rendah tingkatannya. Akan tetapi jika dibaca dalam 

Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 jo Pasal 17 (2) 

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001, nampaknya bahwa yang diberi 

kewenangan membatalkan Perda khususnya yang mcngatur pajak daerah dan 

retribusi daerah adalah Menteri Dalam ~ e ~ e n ' . ' ~ ~  

Penegasan mengenai organ pemerintahan yang benvenang 

melaksanakan pengawasan represif serta bentuk hukum keputusan 

pembatalannya ternyata diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 

2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. Di dalarn Pasal 9 ditegaskan bahwa pengawasan 

represif dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri clan Otonomi Daerahsetelah 

berkordinasi dengan DepartemenlLembaga Pemerintahan Non Departeman 

terkait. Pemerintah dapat melimpahkan pengawasan represif kepada gubernur 

selaku wakil Pemerintah terhadav Perda dan Keputusan Kepala Daerah serta 

332 Ibid., hlm 122. 



Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota 

setelah berkordinasi dengan instansi terkait.333 

Kemudian di dalam Pasal 10 PP No. 20 Tahun 2001 dinyatakan 

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden menerbitkan 

keputusan pembatalan terhadap Perda dan atau Keputusan Kepala Daerah 

Provinsi, Kabupaten dan Kota, Keputusan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, 

Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertentangan 

dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi atau peraturan perundang-undangan 1ainnya.Dan Gubernur selaku 

wakil Pemerintah menerbitkan keputusan pembatalan terhadap Perda dan atau 

Keputusan Kepala Daerah Kabupaten dan Kota, Keputusan DPRD, 

Keputusan Pimpinan DPRD Kabupatzn dan Kcta sesuai dengan kewenangan 

yar?g dilimpahkan.334 

Kehadiran UU No. 32 Tahun 2004tidak sepenuhnya menutupi berbagai 

kelemahan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999 khususnya mengenai 

organ penyelenggaraan pengawasan represif dan instrumen hukum 

pembatalan Perda. UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan Pemerintah 

benvenang membatalkan Perda yang dianggap bertentangan dengan 

kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. Selebihnya tidak menentukan lebih lmjut apakah "Pemerintah" yang 

dimaksud adalah Presiden ataukah Menteri atau Gubernur sebagai wakil 

-- Pemerintah. Jika merujuk pada Pasal 145 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004, 

- 

333 Ibid., hlm 124. 
334 Ibid., hlm 124-125. 



maka secara tidak langsungorgan yang benvenang melnbatalkan Perda acialah 

Presiden, walaupun dalam klausul tersebut tidak disebutkan secara eksplisit 

mengenai organ tertentu yang menjalankan pengawasan represif, nainun 

hanya menegaskan bahwa instrumen pembatalan Perda ditetapkan dengan 

Peraturan Presiden. 

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 145 ayat (3) UU No. 32 Tahun 

2004 Presiden diberikan legitimasi untuk memeriksa sekaligus membatalkan 

Perdadan keputusan pembatalannya ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 

Namun, jika merujuk pada Pasal 37 PP No. 79 Tahun 2005 maka menteri 

mempunyai legitimasi memeriksa Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang 

diduga bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan Persiden mempunyai 

kewenangan mengeluarkan keputusan pembatalan Ferda berdasarkan usul 

Menteri yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Menteri hanya dapat 

membatalkan Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan 

kepentingan-umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

dan keputusan pembatalannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri.. 

Jika dikonfirmasikan dengan Perrnendagri No. 53 Tahun 2 0 0 7 ~ ~ ~ o r ~ a n  

yang benvenang memeriksa atau menilai apakah Perda bertentangan dengan 

kepentingan umum atau peraturan penindang-undangan yang lebih tingggi 
-- 

335 Pasal 4 menegaskan bahwa gubemur menyampaikan peraturan daerah d m  peraturan 
gubemur kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk 

-- 
mendapatkan klarifikasi dan bupatiJwalikota menyampaikm peraturan daerah kabupatenlkota dan 

-p*r&twa&upat&walikok&epada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling 

kepala daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum danlatau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi 



adalah Menteri untuk Perda Provinsi dan Gubemur untuk Perda 

KabupatedKota. 

Sedangkan instrumen hukum pembatalan Perda dalaln Permendagri 

tersebut tidak disebut secara eksplisit, namun secara implisit mengisyaratkan 

bahwa hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum atau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khusunya Perda Provinsi 

dijadikan bahan usulan Mendagri kapada Presiden untuk pembatalan dan 

khususnya Perda KabupatedKota dijadikan bahan usulan gubemur kepada 

Mendagri untuk pembatalan. Tidak ada pengaturan eksplisit mengenai 

instrumen hukum seperti apa yang diiteluarkan dalam penetapan pembatalan 

Perda-Apslkah keputusan pembatalan Perda ditetapkan oleh Presiden dengan 

Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden aiaukah oleh Mendagii dengan 

Peraturan Permendagri atau Keputusan Permendagri. Akan tetapi, jika ha1 ini 

direlasikan dengan Pasal 145 ayat (3), maka keputusail pembatalan Perda 

ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 

Berdasarkan Permendagri No. 53 Tahun 2007, Mendagri diberikan 

kewenangan untuk meinbatalkan peraturan kepala daerah yang bertei~tangan 

dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi, yang keputusan pembatalan atas peraturan kepala 

daerah ditetapkan dengan Peraturar~ Menteri. 

Mencermati konstruksi pengawasan represif (eksecutive review)dalam 

UU No. 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksana lainya, maka ada beberapa - 

--fi 



pembatalan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Pertnnzn, UU No. 32 Tahun 

2004 memberikan kewenangan kepada Presiden, Menteri dan Gubernuruntuk 

membatalkan Perda, dan keputusan pembatalan Perda ditetapkan dengan 

Peraturan Presiden. Kedzm, dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 

pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri dan bentuk keputusar, 

pembatalan Perda ditetapkan dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri 

(untuk Perda dan Perkada), dan Peraturan Gubernur. Ketiga, Permendagri No. 

53 Tahun 2007 menentukan Menteri dan Gubernur melakukan pengawasan 

atas Perda dan Perkada. . . Sedangkan instrumen hukum pembatalan Perda 

ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan Perkada ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri. 

Menurut Maiia Farida, istilah Peraturan Presiden sebagai penggmti 

istilah Keputusan Presiden adalah tidak tepat. Istilah "keputclsan" dalam arti 

luas biasanaya dibagi menjadi dua jefiis, yaitu keputusan yang bersifat 

mengatur (regeling) dan keputusan yang bersifat menetapkan (beschekking). 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, seringkali dibentuk suatu keputusan 

yang hanya bersifat mengatur sehingga dapat disebut peraturar!, atau suatu 

keputusan yang bersifat menetapkan, yang dapat disebut penetapan, namun 

demikian seringkali pula terdapat suatu keputusan yang didcllamnya terdiri 

atas ketentuan yang rnengatur dan sekaligus bersifat menetapkan.336 

33%aria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangnn. Dikutip dari Ni'matul Huda, 
Problemutika. .. op. cit, hlm 133-234. 



Ni'matul ~ u d a ~ ~ '  inemberikan argument terhadap nomenklatur 

pembatalan Peraturan Daerah berupa Peraturan Presiden secara teoritis 

1 dianggap kurang tepat. Keputusan untuk membatalkan Produk hukum daerah 

I inerupakan tindakan penetapan (beschikking), sehingga tidak tepat kalau 

I ditetapkan dalam bentuk Feraturan Presiden. Sedangkan Peraturan Presiden 

secara yuridis merupakan peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat ( 1 )  

UUD 1945. Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan 

lebih lanjut perintah undang-undang atau Peraturan Pemerintah baik secara 

tegas maupun tidak tegas diperintahkari pembentukannya. 

Walaupun ada pengawasan represif, dalam pengaturannya baik UU No. 

.an ruang 22 Tahun 1999 maupun LW No. 32 Tahun 2004 masih memberik 

kepada daerah untuk mencari keaciilan melalui upaya hukum kepada 

Mahkamah Agung. Dalam implementatifnya, jika kepala daerah keberatan 

dengan keputusan pembatalan peraturan daerah, maka dengan dibenarkan 

oleh peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah dapat mengajukan 

keberatan kepada Mahkamah Agung danpengajuan keberatan tersebut 

rnerupakan upaya hukum terakhir yang ditempuh oleh kepala daerah. 

Pasal 145 ayat (6) UU No. 32 Tahun 2004 menekankan bahwa apabila 

pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan 

Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengaturan seperti ini merupakan upaya 



untuk meminilnalisir kemungkinan terjadinya tindakar: kesewenang- 

wenangan oleh badan atau organ pemerintahan yang ineinpunyai kewenangan 

membatalkan Perda demi kepentingan keloinpok tertentu, misalnya Perda A 

mengatur tentang investasi, disatu sisi investasi bisa menjadi instrumen 

kesejahteraan bagi nlasyarakat, akan tetapi disisi lain pengatman Perda 

tersebut secara financial membebani investor yang melakukan investasi. Bisa 

saja investor bekerja sama dengan Pemerintah sehingga dengan tekanan dan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu Pemerintah mengambil kebijakan untuk 

membatalkan atau menyatakan bahwa Perda A bertentangan dengan 

kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Melibat ketentuan Pasal i45 ayat (5) dan ayat (6) ,  yang diujikan kepada 

Mahkamah Agung terkait dengan keberatan kepala ciaerzh bukanlah Perda 
1 

melainkan Peraturan Presiden. 1 

Seharusnya yang diujikkan secara n~ateril ke Mahkarnah Agung bukan 

Peraturan Presiden, tetapi justru Perdanya. Mahkamah Agung sebagai 

lembaga yang netral dapat memberikan peniiaian apakah tindakan pemerintah 

membatalkan Perda sudah sesuai atau belum dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. Jangan sampai pembatalan hanya didasarkan pada I 
kepentingan sekelompok orang atau pihak "asing" yang dapat ineniberikan 

tekanan bressure group) pada Pemerintah, atau hanya didasarkan pada 

pertimbangan "tertentu" dari kepentingar, Pemerintah (eksekutif), dan bukan 

didasarkan pada pertimbangan kepentingan nasional yang ~ b j e k t i f . ) ~ ~  



Tidak berlebihan jika Mahkamah Agung meiakukan pengujian fitfdicicrl 

review) terhadap Perda sekalian dengan Peraturan Presiden. Sehingga 

Mahkamah Agung bisa memastikan apakah Peraturan Presiden yang 

membatalkan Perda telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang- 

undangan. 

Berdasarkan uraian diatas maka terpikirkan bahwa UU No. 22 Tahun 

1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 kurang mendapatkan penegasan terhadap 

pengawasan pusat terhadap daerah. Berbagai dimensi problematika hukum 

pengawasan represif, baik itu berkaitan dengan, instrumen hukum pembatalan 

Perda, limitasi waktu dan kepatuhan pemerintahan daerah menyampaikan 

Perda kepada Pemerintah telah menjadi perhatian khusus dalam perbincangan 

hukum otonomi daerah saat ini. Oleh sebab itil, d e~gan  m m s a  pentingnya 

dimensi pengawasan pusat terhadap daerah dalarn rangka menjaga 

keselarasan kepentingan nasional, maka melakukan reformasi sistem 

pengawasan pusat terhadap daerah merupakan langkah yang konkrit dan 

relevan. 

Berbagai kelemahan pengawasan represif yang terdapat dalarn UU No. 

22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2003, kini disempurnakan oleh 

TJU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, walaupun dalam 

konstruksi norinatifnya masih dikatakan mengandung unsur sentralisasi, yang 

diorientasikan agar supaya daerah tetap berada pada koridor peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah 
-- 

Pusat. 



. 

-- 

Pengawasan represif dalam UU No. 23 Tahun 2014 diatur secara 

khusus dalam BAB IX Bagian Ketiga tentang Peinbatalan Perda dan Perkada. 

Sebenarnya kerangka normatif pengawasan represif dalain UU 1Vo. 23 Tahun 

2014 masih relevan dengan kerangka nonnatif UU No. 32 Tahun 2004, hanya 

saja ada beberapa pengaturan dilakukan reformasi. 

Pertama, diaturnya tentang sanksi bagi daerah yang tidak 

menyampaikan Perda kepada Pemerintah (menteri untuk Perda Provinsi dan 

gubernur untuk Perda Kabupatenlkota). Pasal 249 UU No. 23 Tahun 2014 

menyatakan bahwa Perda dan Perkada yang telah ditetapkan disampaikan 

kepada Pemerintah paling lama tujuh hari, sedangkan daerah yang 

menyampingkan perintah nonnatif tersebutdapat dikenai sanksi administrasi 

berupa teguran tertulis dari Menteri untuk daerah prcvinsi dar, dari gubemur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk daerah kabupatenlkota. Kemudian, 

bagi daerah yang masih memberlakukan Perda dan Perkada yang dibatalkan 

oleh Pemerintah dikenai sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi 

penundaan evaluasi rancangan Perda. 

Sanksi administratifdikenai kepada Kepala Daerah dan anggota DPRD 

berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan. Secara spesialisasi, diatur juga 

sanksi bagi daerah yang memberlakukan Perda tentang pajak daerah dm1 

retribusi daerah yang dibatalakan oleh Menteri dan dibatalkan oleh gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pengaturan semacam ini sangat tegas karena 

sanksi yang dikenakan juga tidak main-main, yaitu penundaan atau 



Kedzin, instruinen hukuln pelnbataian Perda. Banyak kalangail 

beranggapan bahwa keputusan pembatalan Perda yang ditetapkan dengan 

Peraturan Presiden (kasus UU No. 32 Tahun 2004) secara teoritis kurang atau 

tidak tepat, seharusnya instrumen hukum pembatalan Perda ditetapkan 

dengan Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri. Oleh sebab itu, UU No. 

23 Tahun 2014 tidak mengikuti ide normatif yang tertuang dalam UU No. 32 

Tahun 2004 dengan memperkenalkan Keputusan Menteri dan Keputusan 

Gubernur sebagai instrumen hukum pembatalan Perda. Jadi, keputusan 

pembatalan Perda Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan 

keputusan pembaialan Perda KabupatenIKota ditetapkan dengan Keputusan 

Gubemur. 

Secara teoritis. instrumen hukum pembatalan Perda yang tertuang 

dalarn UU No. 23 Tahun 2014 merupakan langkah yang tepat untuk 

merespon atau menyempurnakan kelemahan yang terdapat dalam UU No. 22 

Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004, yang selama ini menjadi 

sumber perbincangan dan perdebatan hukumkhususnya para ahli hukum. 

Ketiga, Perda dan Perkada yang lidak dibatalkan oleh Gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat. Kewenangan membatalkan Perda dan Perkada 

KabupatenIKota melekat pada gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

Peliinpahan kewenangan tersebut mempertimbangkan efektifitas dan 

efesiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan kewenangan 

membatalkan Perda dan Perkada Provinsi merupakan kewenangan Menteri. 

walaupun demikian, Menten dapat me- rlandcad~ 



-- 

KabupatedKota yailg tidak dibataikan oleh gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat yang bei-tentangan dengan kepentingan umuin, peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dadatau kesusilaan. 

Pengaturan selnacam ini lnerupakan trobosan baru dalam UU No. 23 

Tahun 2014 kerena semula UU No. 22 Tahufi 1999 maupun UU No. 32 

Tahun 2004 tidak mengintegrasikan pengaturan tersebut. Bagaimana jika 

Perda dan Perkada KabupatenIKota yang diperiksa oleh gubernur dan 

dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dadatau kesusilaan, dan 

ternyata menurut Menteri bertentangan, apakah Menteri dapat membatalkan 

Perda tersebut? kalau misalllya kasus seperti ini terjadi, maka Menteri sebatas 

memberikan rekomendasi atau semacam teguran kepada gubernur yang berisi 

menilai, manguji atau memeriksa kembali Perda dan Perkada KabupatenIKota 

tersebut yang oleh Menteri diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, danlatau 

kesusil aan. 

Akan tetapi, jika Perda alau Perkada KabupatedKota bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangarl yang lebih tinggi, 

kepentingan umum, dadatau kesus~laan dan tidak dibatalkan oleh gubernur, 

barulah Menteri dapat membatalkan Perda dan Perkada tersebut sesuai 

dengan Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014. Lantas bagaimana jika Menteri 

tidak membatalkan Perda dan Perkada Provinsi yang bertentangan dengan 
- 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ~ebiin tinggi, 



umum, danlatau kesusilaan? Apaka'n Presiden sebagai pemerintahan atasan 

dapat ineinbatalkan Perda dan Perkada Provinsi tersebut? UU No. 23 Tahun 

2014 luput dari pengatui-an mengenai ha1 ini. Seharusnya pengaturan yang 

sama juga berlaku terhadap Menteri yang tidak membatalkan Perda dan 

Perkada Provinsi. 

Misalnya, apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

Menteri tidak membatalkan Perda dan Perkada Provinsi yang bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum 

danlatau kesusilaan, maka Presiden dapat membatalkan Perda dan Perkada 

tersebiksehingga tidak menimbulkan kesan bahwa pengawasan represif 

terhadap Perda dan Perkada Provinsi tidak terlalu ketat, ketimbang 

pengawasan terhadap Perdsl clan Perkada KabupateniKota. 

Keewpat, pengaturan mengenai pengajuan keberatan kepada atasan 

pemerintahan. Semula UU No. 32 Tahun 2004 memberikan legitimasi kepada 

daerah yang tidak menerima keputusan pembatalan Perda atau Keputusan 

Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan langsung kepada Mahkarnah 

Agung. Sedangkan UU No. 22 Tahun 1999 sebelum mengajukan keberatan 

ke Mahkarnah agung terlebih dahulu diajukan kepada Pemerintah. 

Berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2014. Merujuk pada Pasal 251 ayat 

(7) dan ayat (8), maka apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak 

menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan Perda KabupatedKota 

serta gubernur dan bupatilwalikota tidak menerima keputusa pembatalan 

peraturan gubernur dan peraturan dmat 



inengajukan keberatan kcpacia Fresiden dan bupatlwalikota dapat inengajukan 

keberatan kepada Menteri paling lambat einpat belas hari terhitung sejak 

keputusan pembatalan Perda dan Perkada diterima. Sepintas pengaturan 

seperti ini terlihat efektif, efisien dan ideal. Akan tetapi, klausul ini bisa 

menjadi belenggu bagi daerah dalam mencari kepastian hukum. 

Logika hirarki pengajuan keberatan seperti yang diatur dalam Pasal 25 1 

ayat (7) dan ayat (8) kemungkinan besar tidak menjamin terkabulnya 

permohonan keberatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada 

Presiden atau Menteri. Karena, Gubernur dan Menteri merupakan 

perpanjangan tangan presiden, yang secara rasional mempunyai kepentingan 

yang saina. Bukan tidak mungkin kalau misalnya Perda yang dibatalkan oleh 

I\/lenteri merupakan bagian dari instruksi Presiden atau Perda yang dibatalkan 

oleh Gubernur pada dasarnya merupakan instruksi Menteri. Bagaimana 

mungkin Perda yang dibatalkan berdasarkan perintah Presiden atau Menteri 

dalam upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintahan daerah berupa 

permohonan keberatan dapat dikabulkan oleh Presiden atau Menteri? 

Idealnya, apabila pemerintah daerah tidak dapat menerima keputusan 

pembatalan Perda atau Perkada yang dikeluarkan oleh Menteri atau 

Gubernur, upaya hukum yang ditempuh oleh pemerintah daerah langsung 

mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung, seperti halnya diatur dalam 

Pasal 154 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 32 Tahun 2004. Karena sesuai dengan 

- -- eksistensinya, Mahkamah Agung merupakan lembaga yang bersifat mandiri 

. . 
dan bebas dari interfensi politik lembaga non-yua~s~a' 



Untuk lebih jelas, dimensi perbandingan pengaturan pengawasan 

represif dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1 

- 

Dimensi Perbandingan Pengaturan Pengawasan Produk Hukum Daerah 
-- 

UU NO. 2312014 

Pemerintah (Menteri 
untuk Perda 
dan Gubemur untuk 
Perda 
KabupatedKota)- - 
Seluruh Perda yang 
telah ditetapkan 

Paling Lama 7 (tujuh) 
hari setelah ditetapkan 

paling lama 7 (tujuh) 
hari setelah keputusan 
pembatalan, kepala 
daerah hams 
menghentikan 
pelaksanaan Perda dan 
selanjutnya DPRD 
bersama kepala daerah 
mencabut Perda 
tersebut -- 

Bertentangan dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
yang lebih tinggi, 
kepentingan umum 
dadatau kesusilaan 

Keputusan Menteri 
untuk Perda Provinsi 
dan Keputusan 
Gubernur untuk Perda 
KabupatenJKota 
Mengajukan kepada 
atasan pemerintahan 
(pemerintahan daerah 
provinsi kepada 
Presiden dan 
pemerintahan 
kabupatedkota 
kepada Menteri) 

Represif) 

UU NO. 32/2004 

Pemerintah (Presiden, 
Menteri dan Gubernur 
sebagai wakil 
Pemerintah) 

Selumh Perda yar.g 
telah dltetapkan 

paling lama 7 (tujuh) 
hari setelah ditetapkan 

paling lama 7 (tujuh) 
hari setelah keputusan 
pembatalan, kepala 
daerah hams 
menghentikan 
pelaksanaan Perda dan 
selanjutnya DPRD 
bersama kepala daerah 
mencabut Perda 
tersebut ------ 

Bertentangan dengan 
kepentingan umum 
dadatau peramran 
pelundang-undangan 
yang lebih tinggi 

Peraturan Presiden 

Mengajukan 
keberatan langsung 
kepada Mahkamah 
Agung 

(Pengawasan 

UU NO. 2211991 

Pemerintah 

Sehruh Perda yang 
telah ditetapkan 
selambat-lamba;nya 

(lima be'as) hari 
setelah ditetapkan 

Selambat-lambatnya 
satu minggu setelah 
keputusan pembatalan 
Perda, Pzrda tersebut 
dibatalkan 
pelaksanaannya 

p- 

Bertentangan dengan 
kepentingan umum 
atau peraturan 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g - ~ ~ ~ ~ ~ g ~ ~  
yang lebih 
danlatau peraturan 
perundang-undangan 
lainnya 

Tidak rnengatur 

-- -- 

Mengajukan 
keberatan kepada 
Mahkamah Agung 
setelah 
mengajukannya 
kepada Pemerintah 

----- 
Substansi 

Pengaturan 

Kewenangan 
melakukan 

pengawasan represif 

Kategori Perda yang 
dievaluasi 

Limit waktu 
penyampaian Perda 

1 Limit waktu eksekusi 

- - - - 

--- 

Standarisasi 
pembatalan 

Instrumen hukum 
pembatalan Perda 

Upaya hukum 

- - 



Hubungan peEgawasan pusat terhadap produk hukum daerah dalam UU 

No. 22 Tahun 1999 diimplemantasikan dalam bentuk pengawasan represif, 

berupa pembatalan Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang diduga 

bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi atau peraturan atau peraturan perundang-undangan lainnya. 

Sedangkan pengawasan melalui evaluasi rancangan Perda atau pengawasan 

preventif tidak dikenal dalam konstruksi nomatif UU No. 22 Tahun 1999. 

Sepintas pengaturan seperti ini menimbulkan intrepretasi bahwa Pemerintah 

memberikan ruang kebebasan kepada daerah dalam ha1 pembentukan produk 

hukum daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara 

mandiri. 

UU No. 22 T a h n  1999 mengambil perspektif yang berbeda dari UU 

No. 5 Tahun 1974, dengan tidak mengintegrasikan pengawasan preventif 

atau evaluasi rancangan Perda dalam sistem pengawasan peraturan daerall 

maupun keputusan kepala daerah. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh 

pergeseran paradigma otonomi daerah yang sebelumnya masih sentralistis 

dengan dasar hukuin UU No. 5 Tahun 1974, kemudian bergeser dan 

mengikuti tuntutan reforrnasi dengan menerapkan otonomi seluas-luasnya. 

Sehingga konsekuensinya, pengawasan preventif atau evaluasi terhadap 

reancangan Perda dianggap sebagai dimensi pembatasan ruang gerak daerah 

dalam mengatur rumah tangganya, baik itu melalui pembentukan peraturan 

daerah maupun maupun keputusan kepala daerah. 



ivieinang dapat dipastikan bahwa mengelirninasikan pengawasan 

preventif (UU No. 5 Tahun 1974) atau evaluasi rancangan Perda, dalam 

impleinentasinya akan diperhadapkan dengan kendala-kendala tertentu, 

misalnya produk hukum daerah selalu saja berkontradiksi dengan 

kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Walaupun demikian, rancangan Perda atau Peraturan Kepala Daerah yang 

telah ditetapkan menjadi Perda bukan berarti bebas dari pengawasan. Karena 

UU No. 22 Tahun 1999 mengintegrasikan pengawasan represif dalam rangka 

meriguji konsistensi Perda dan Peraturan Kepala daerah dengan kepentingan 

ulnum a:au peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau perauran 

perundang-undangan lainnya. 

Menur~t  Bagir Manm, meniadakan pranata pengesahan atau semata- 

mata mengandalkan pada pengawasan represif (represief toezicht)yaitu 

menunda pelaksanaan (schorsing) dan membatalkan (vernietigina) 

mengandung resiko. Perda yang sudah berlaku mungkin telah menimbulkan 

berbagai hubungan hukum atau akibat hukum yang luas. Setiap penundaan 

atau pernbatalan dapat menimbulkan masalah hukum atau akibat hukum bagi 

keadaan yang telah ada. Salah satu kemungkinan yaitu ada pihak yang 

dirugikan akibat penundaan atau pembatalan itu. Pemerintah daerah hams 

bertanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul akibat penundaan atau 

pernbatalan tersebut. Dapat pula terjadi, sebagian atau sernua warga daerah 

bersangkutan telah melaksanakan suatu kewajiban (misalnya membayar) 

berdasarkan perda yang ditunda peia- Pemerintah 



daerah befiewajiban untuk memulihkan keinbali kepada keadaan semula 

sebelum ada Perda yang ditunda pelaksanaan atau dibatalkan tersebut. resiko- 

resiko semacam ini menjadi lebih pelik kalau Perda tersebut telah lama 

berlaku, bar-  ditunda pelaksanaan atau dibatalkan.339 

Ada segi positif dan negatif meniadakan pranata pengesahan Peraturan 

Daerah. segi positif, karena pengawasan preventif dapat menjadi daya kendali 

atau belenggu terhadap insiatif derah. Melalui pengawasan preventif daerah 

"dipaksa" selalu tunduk pada kemauan pihak yang benvenang memberi 

pengesahan. Segi negatif, tidak ada unsur pencegahan terhadap kekeliruan, 

kecerobohan atau kesalahan suatu peraturan daerah, misalnya ternyata 

bertentangan dengan kepentingan umum, atau bertentangan dengan peraturan 

psrundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Tentu saja, keadaan ini 

tetap dapat dikendalikan melalui pengawasan represif. Pemerintah pusat 

sewaktu-waktu membatalkan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah 

yang bertentangan dengan kepentingan umum, atau suatu peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau suatu peraturan 

perundang-undangan lain. Pembatalan dilakukan terhadap peraturan daerah 

atau keputusan kepala daerah yang sudah berlaku dan mungkin telah lama 

berlaku serta telah pula menimbulkan berbagai zkibat hukum. Suatu 

pembatalan hams memperhatikan dengan sungguh-sungguh berbagsi akibat 

hukum yang telah terjadi tersebut. Bagaimanakah pula, apabila tidak pernah 

- ada pembatalan terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan 

339 Bagir Manan, Menyongsong. .. op. cit., hlm 82-83. 



- 

-- - 

kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

peraturan perundang-undangan lain? Peraturan daerah atau keputusan kepala 

daerah tersebut akan berlaku terus dengan segala akibat yang bertentangan 

dengan kepentingan umum atau peraturan pemndang-undangan yang lebih 

tinggi tingkatannya.j4' 

UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999, 

memperkenalkan pengawasan produk hukum daerah melalui pengawasar? 

represif dan evaluasi rancangan Perda dan Peraturan Kepala daerah. Dalam 

artian bahwa rancangan Perda dan Peraturan Kepala Daerah sebelum 

ditetapkan menjadi Perda atau Peraturan Kepala Daerah terlebih dahulu 

dievaluasi oleh Menteri dan Gubernur. Kewenangan ixelakukan evaluasi 

terhadap rancangan Perda sepenuhnya diberikan kepada Menteri Dalam 

Negeri untuk Rancangan Perda Provinsi dan kepada Gubernur untuk 

rancangan Perda KabupatenIKota. Akan tetapi tidak semua rancangan Perda 

dan Peraturan Kepala Daerah itu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan 

Gubernur . 

Ada beberapa kategori rancangan Perda dan Peraturan Kepala Daerah 

yang dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur, diantaranya 

rancangm Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Perubahan 

APBD, dan Pertanggungiawaban APBD (Pasal ! 85 dan Pasal 186 UU No. 32 

Tahun 2004). Selain rancangan Perda tersebut, proses penetapan rancangan 

Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang 

340 Ibid., hlm 154-155. 



daerah menjadi Perda berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 dan 

Pasal 186. Evaluasi tidak dilakukan terhadap rancangan Perda dan Peraturan 

Kepala Daerah diluar dari kategori yeng ditentukan. Dengan demikian, 

rancangan Perda yang tidak termasuk kategori yang telah ditentukan dalam 

Pasal 185 clan Pasal 186 UU No. 32 Tahun 2004 bisa ditetapkan tanpa 

terlebih dahulu dievaluasi oleh Pemerintah (Mendagri dan Gubernur). 

UU No. 23 Tahun 2014 masih mengikuti paradigma UU No. 32 Tahun 

2004 khususnya mengenai evaluasi rancangan Perda. Hanya saja UU No. 32 

Tahun 2004 tidak mengatur mengenai evaluasi terhadap rancangan Perda 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera.h (RPJMD). Perbedaan yang 

cukup sisifikan juga d2pat dilihat pada standar norrnatif evaluasi rancangan 

Perda.Untuk lebih jelas, perbandingan UU No. 22 Tahur, 1999, UU No. 32 

Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mengenai evaluasi Rancangan Perda, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Kewenangan 
melakukan evaluasi 

Substansi 
Perbandingan 

UU No. 
2211999 

Menteii (Raperda 
Provinsi) dan Gubernur 
(Raperda 
KabupaterdKota). 
Khususnya Raperda 
tentang pajak daerah 
dan retribusi daersh 
dikordinsikan terlebih 
dahulu dengan Menteri 
Keuangan, dan untuk 
tata ruang wilayah 
dikordinasikail dengan 
Menteri Yang 
membidangi urusan 

Tebel2 
erbandingan Pengaturan Evaluasi Rancangan Perda 

Menteri (Raperda Provinsi) dan Gubernur 
(Raperda KabupatenlKotaj. Untuk Raperda 
provinsi tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah dan tata ruang daerah berkordinasi 
dengan menteri bidang keuangan, dan menteri 
bidang tata ruang, dan untuk Raperda 
KabupaterdKota tentang pajak daerah dan 
retribusi daerah, dan tata ruang daerah, gubernur 
berkonsultasi dengan menteri kemudian menteri 
berkordinasi dengan menteri bidang keuangan 
dan menteri bidang tata ruang 

UU No. 3212004 

( tata ruang. 

UU No. 2312014 



Ka~cgori Raperda 
daii Raperkada 
yang dievaluasi 

Limit waktu 
penyampsian 
Raperdadan 

Raperkada kepada I 
Pemerintah I 

(Menteri dan 

Standarisasi 
evaluasi Raperda 
dar, Raperkada 

Limit waktu 
penyampaian hasil 1 

Sumber: hasil analisis be1 

-- 

Raperda dan ~ a ~ e r k a d a  
tentang APBD, 
Perubahan APBD dan 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD, 
pajak daerah, retribusi 
daerah dan tata ruang -- --- 

Raperda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, 
Perubahan APBD, Pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi 
daerah dan tata ruang 

Kepentingan umum 
dan peraturan 
perundang-undangan 
yang lebih tinggi 

lambat (liga) 
hari sebelum ditetapkan 

-- 
Paling lama 15 (lima 
belas) hari terhitung 

Paling lambat 3 (tiga) sebelum ditetapkan 

seiak diterimanye 
A p e r d a  dan Perkada 
jarkan UU NO. 3212004 ( 

-- ---- 
1. RPJPD Provinsi: sesuai dengan RPJPN, 

rencana tatz ruang wilaydl provinsi, 
kepentingan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. 

2. RPJMD Provinsi: sesuai dengan RPJPD 
Provinsi, RPJMN, kepentingan umum 
danlatau ketentuan PPU yang lebih tinggi. . 

3. RPJPD KabupatenfKota: sesuai dengan 
RPJPN, RPJPD Provovinsi, rencana tata 
ruang wilayah kabupatenlkota, kepentifigan 
unium danfatau PPU yang lebih tinggi. 

4. RPJMD KabupatedKota: sesuai dengan 
RPJPD kabupatedkota, RPJMD provinsi, 
dan RPJMN, kepentingan umum d d a t a u  
PPU yang lebih tinggi. 

5. APBD, penjabaran APBD dan pembahan 
APBD: sesuai dengan ketentuan PPU yang 
lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD 
serta KUA, PPAS dan RPJMD. 

6. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
provinsi: sesuai dengan Perda provinsi 
tentang APBD dan perubahan APBD, 
Pergub tengang penjabaran APBD dan 
penjabaran pembahan APBD serta temuan 
laporan hasil pemeriksaan BPK. 

7. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
kabupetenlkota: sesuai dengan Perda 

- kabupatedkota - tentang APBD dan 
perubahan APBD, Perbuplwal tentang 
penjabaran APBD dan penjabaran 
perubahan APBD serta temuan laporan hasil 
pemeriksaan BPK. 

8. Pajak daerah dan retribusi daerah: ketentuan 
PPU yang lebih tinggi dan kepentingan 
umum. 

Paling lama 15 (lima belas hari) sejak 
diterimanya Raperda dan Perkada 

n UU No. 231LU14 



Dari perbandingan diatas terlihat bahwa konstruksi pengaturan evaluasi 

rancangan Perda yang terrnanifestasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 masih 

mengikuti pengaturan yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2004. Hal ini 

terlihat dari kewenangan melakukan evaluasi, limitasi waktu penyanlpaiaan 

Raperda dan Raperkada kepada Pemerintah maupun penyampaian hasil 

evaluasi kepada daerah. Hanya saja terjadi perbedaan pada pengaturan 

standarisasi evaluasi rancangan Perda dan Raperkada. UU No. 32 Tahun 2004 

memakai standarisasi: bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Standarisasi tersebut berlaku umum 

terhadap semua kategori rancangan Perda yang dieva1uasi.Standarisasi yang 

terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 terlihat berbeda antara satu dengan 

ymg lainnya (lebih jelas lihat tabel 2). 

2. Inkonsistensi Pengaturan Pengujian Peraturan Daerah 

Setelah amandemen UUD 1945, Peraturan Daerah mendapatkan legitimasi 

konstitusional sebagai intrumen hukum penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945.Materi muatan Perda dibatasi hanya sebatas 

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan 

penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta 

Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Mekanisme pembentukan dan organ yang terlibat dalam proses 

pembentukan Peraturan daerah mirip dengan undang-undang. Pertarna seperti 

undang-undang maka organ negara yang ter~ibat c t 5 k r p - G  



Peraturan Daerah itu adalah lembaga legislatif dan eksekutif secara bersama- 

saina. Jika undang-undang dibuat oleh legislatif pusat dengan persetujuan bersaina 

dengan Presiden selaku kepala pemerintahan eksekutif, maka peraturan daerah 

dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama-sama dengan kepala pemenntah 

daerah setempat dengan perkataan lain, sama dengan produk legislatif yang 

melibatkan peran wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang 

b e r d a ~ l a t . ~ ~ '  

Sebagai produk para wakil rakyat bersama dengan pemerintah, maka 

Peraturan Daerah itu seperti halnya undang-undang dapat disebut sebagai produk 

legislatif (legislative acts), sedangkan peraturan-peraturan dalam bentuk lainnya 

adalah produk regulasi atau produk reslat if  (executive acts). Perbedaan antara 

peraturan daerah itu dengan undang-undang hanya dari segi Iingkup tcritorial atau 

wilayah berlakunya peraturan itu bersifat nasional atau lokal. Undang-Undang 

berlaku secara nasional, sedangkan Peraturan Daerah hanya berlaku di dalam 

wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja, yaitu dalam wilayah 

provinsi, daerah wilayah kabupaten, atau wilayah daerah kota yang bersangkutan 

masing-masing. Oleh karena itu, peraturan daerah itu ubahnya adalah "local law" 

atau "locale wet ", yaitu undang-undang yang bersifat lokal (lokal legislation).342 

Sebagai produk hukum daerah yang dalam proses pembentukannya 

melibatkan kepala daerah dan DPRD, yang notabenennya meruapakan lembaga 

atau organ politik, bukan tidak mungkin dalam pengaturannya mengandung unsur 

- yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan 

341 Jimly ~ s s h h - 0 6 ) :  
hlm 92. 

342 Ibid., hlm 93. 



yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah mekanisme tertentu untuk 

mengontrol agar Peraturan Daerah yang dibuat oleh Kepala Daerah bersama 

DPRD tidak keluar dari norma yang telah diatur dalaln ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Menenurut ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

rancangan Perda yang telah ditetapkan menjadi Perda hams disarnpaikan kepada 

Menteri untuk Perda Provinsi dan Gubernur untuk Perda KabupatedKota untuk 

dievaluasi. Hal ini dilakukan dalam rangka melihat atau memeriksa konsistensi 

Perda dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. Mekanisme evaluasi Perda atau sering dikenal dengan istilah 

pengawasan represif (eksekutifrevie-"v) merupakan langkah yang tepatagar supaya 

Perda yang diproduksi oleh pemerintahan daerah bisa terkontrol dengan baik. 

Dengan demikian, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, legalitas norrnatif 

pengujian Perda merupzkan kewenangan Menteri dan Gubernur. 

Sebagai produk legislatif daerah, secara legalitas eksistensi Perda diakui 

secara hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang kedudukannya 

berada dibawah undang-undang. Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 201 1 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa jenis dan 

hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Mejelis Perrnusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-UndandPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Beraturan+esiBe~ ; 
f. Peraturan Daerah Provlnsi; aa 
g. Peraturan Daerah KabupatenIKota 



Ke~nudian Pasal 9 UU No. 12 Tahun 201 1 mengingatkan bahwa peraturan 

perundang-undangan lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Jika dalam realitasnya 

suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, maka 

pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam ha1 suatu Peraturan 

Perundang-undangan yang berada dibawah Undang-Undang diduga bertentangan 

dengan Undang-Undang, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

Jika mencermati konstruksi Pasal 7 dan Pasal 9 UU No. 12 tahun 201 1, 

maka Mahkamah Agung mempunyai kompetensi menguji empat peraturan 

perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan 

Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten1Kota.Secara konstitusional, 

Pasal9 UU No. 12 Tahun 201 1 merupakan derivatif dari Pasal24 A ayat ( I )  UUD 

1945, yang menyatakan Sahwa "M&kamah Agung berwenang mengadili pada 

tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undang dibawah undang-undang 

terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh 

undang-undang" 

Apabila peraturan daerah dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan 

yang eksistensi-kedudukannya berada dibawah undang-undang, maka berdasarkan 

Pasal 9 UU No. 12 Tahun 201 1 jo Pasal 24A ayat (1) UUD i945, Mahkamah 

Agung dianggap mempunyai kompetensi mutlak menguji Peraturan Daerah. 

Dalam artian bahwa, Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang- 

- Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengaturan seperti ini 

jelas sangat k o - k - g i  



-- 

dalam Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena 

kewenangan menilai atau menguji apakah Perda bertentangan atau tidak dengan 

kepentingan danlatau peraturan perundang-undangan sepenuhnya berada pada 

Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

Secara hirarki, dalam pengujian peraturan daerah terjadi konflik nonna 

hukum. Sebagaimana amanat UUD 1945 memberikan kewenangan pengujian 

peraturan perundang-undangan (dalam ha1 peraturan daerah) kepada Mahkamah 

Agung sebagai pelaksana lembaga Kehakiman yang bebas dan merdeka tanpa 

interfensi dari lembaga ekstra kehakiman. Dalam perspektif UU No. 12 Tahun 

201 1 Mahkmah Agung mempunyai hak mer.guji Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan KabupatenlKota baik secara materil 

maupun formil. Selain itu, ada legitimasi kewenangan yang lain misalnya, Pasal 

11 ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 2004 ientang Kekuasaan Kehakiman dan 

Pasal3 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 

Sebagaimana diketahui, Pasal24A ayat (1) menegaskan bahwa "Mahkamah 

Agung benvenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang- 

undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang 

diberikan oleh undang-undang". Penegasan me~igenai kompetensi mutlak 

Mahkamah Agung dalam menangani pengujian atas Perda yang dianggap 

bermasalah tersebut ditegaskan kembali dalarn Pasal 20 ayat (2) huruf b, dan ayat 

(3) UU No. 48 Tahun 2009 jo Pasal3 1 ayat (I) UU No. 5 Tahun 2005."~ 

Pasal20 ayat (2) huruf b: 

343 b g  Faisal Sulaiman, Dialektika ... up. cit, hlm 127. 



"Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang- 
undangan dibawah undang-undang" 

Pasal 20 ayat (3): 
Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil 
pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik 
berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun permohonan 
langsung pada Mahkamah Agung. 

Pasal 3 1 UU 1Vo. 5 Tahun 2005: 
(1) Mahkamah Agung meinpunyai wewenang menguji peraturan perundang- 

undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. 
(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan 

dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan 
pei-undang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi 
ketentuan berlaku. 

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan 
pada tingkat kasasi maupun permohonan langsung pada Mahkamah Agung. 

(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita 
Negara Republik Indonesia dalam jangka w & b ~  paling larnbat 30 (tiga pulnh) 
hari kerja sejak putusan diucapkan. 

Berpijak pada ketentuan normatif diatas, maka dapat diintrodusir bahwa 

terdapat dua model mekanisme judicial review terl~adap peraturan daerah yang 

dapat ditempuh oleh para pihak yang berkepentingan, yakni bisa melahi 

pengajuan gugatan (pemeriksaan tingkat kasasi) atau dapat pula melalui 

permohonan secara langsung pada Mahkamah Agung. Khusus terhaclap sebuah 

gugatan atau perkara yang berkaitan dengan judicial review atas peraturan 

perundang-undangan dibawah undang-undang tidak perlu terlebih dahulu 

diajukan pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Secara prosedural, 

pengajuan permohonan keberatan atas peraturan daerah yang dianggap 

~ t a ~ ~ e ~ t u ~  Pasal 3 1A UU No. 3 Tahun 2009 jo 

Perma No. 1 Tahun 2004. Perma No. 1 Tahun 2004 hanya mengenal satu prosedur 



jz~dicial review atas peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang 

kepada Mahkamah Agung, yakni dengan cara mengajukan LLpennohonan 

keberatan" secara langsung ke Mahkamah Agung tanpa melalui Pengadilan 

Negeri setempat. Pengajuan permohonan keberatan yang dimaksud secara ringkas 

dapat dijelaskan sebagai b e r i k ~ t : ~ ~ ~  

a. Permohonan diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada 

Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 

b. Permohonan sekurang-kurangnya hams memuat: (i) narna dan alamat 

pemohon dan (ii) uraian mengenai perihal yang menjadi dsar permohonan 

dan menguraikan dengan jelas bahwa (iii) rnateri muatan ayat, pasal, dan/atau 

bagian pciaturan daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, dan atau (iv) pembenhikan peraturan 

perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan berisi hal- 

ha1 yang dimiilta untuk diputus. 

c. Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan 

puluh) hari sejak ditetapkan peraturan daerah tersebut. 

d. Panitera Mahkarnah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila 

terdapat kekurangan, dapat diminta langsung kepada pemohon keberatan 

untuk melengkapinya. 

e. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut 

kepada pihak Temohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya. 

-- 

- 
344 Ibid, hlm 128-133. Untuk lebih jelas, lihat kasai 3 i k  TUd Ne. 3 T- 

Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung junto Perrna No. 1 Tahun 
2004 tentang Hak Uji Materil. 



f. Tennohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawaban kepada Panitera 

Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diteriina salinan 

permohonan tersebut. 

g. Panitera Mahkainah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung 

untuk menetapkan Majelis Mahkamah Agung setelah lengkap berkas salinan 

permohonan keberatan tersebut. 

h. Penetapan Majelis dilaksanakan oleh Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara 

atas nama Ketua Mahkamah Agung. 

Jika memperhatikan ketentuan dalarn Perrna No. 1 Tahun 2004 terkait 

pengajuan permohonan keheratan dalam perkara jtldicinl review Perda, teinyata 

terdapat limitasi waktu bagi pemohon dalam mengajukan permohonan keberatan 

kepada Mahkamah Agung, yaitu paling lambat sebclum 183 (seratus delapan 

pulch) hari terhitung setelah Perda tersebut diundangkan oleh Kepala Daerah. 

Namun, kehadiran Perma No. 1 Tahun 201 1 justru menganilir atau meniadakan 

ketentuan batasan waktu yang dimaksud dalam pengajuan perkara jzldicial review 

Perda tersebut. Dengan demikian, setiap pemohon keberatan tidak dibatasi waktu, 

sehingga tidak perlu khawatir mengenai kadaluwarsa dalam pengajuan perkara 

judicial review atas Perda yang dianggap berrnasalah t e r ~ e b u t . ~ ~ ~  

Standar normatif yang digunakaii Mahkamah Agung dalam melakukan 

pengujian Qudicinl review) terhadap peraturan daerah diatur secara je1a.s dalam 

Pasal 3 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 junto Pasal20 ayat (2) UU No. 48 Tahun 

- 2009.Kedua undang-undang ini pada intinya menegaskan bahwa, "Mahkamah 

- 

345 Ibid., h 1 3 7 .  



Agung berwenang menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah 

undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku". 

Berpijak pada ketentuan norma tersebut, maka syarat pengujian atau standar 

norrnatif yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalain melakukan jzrdicial 

review terhadap peraturan daerah terdiri dari syarat materil dan syarat fonnil. 

Mahkamah Agung benvenang menyatakan tidak sah terhadap setiap peraturan 

daerah baik pada tingltat kasasimaupun apabila dimohonkan oleh pemohon secara 

langsung untuk dilakukan judicial review dengan alasan: 

a. Peraturan daerah tersebut tidak memenuhi syarat fonnil karena dari segi 

pembentukannya tidak memenuhi prosedur yang jelas dan tepat sebagaimana 

diatur dalam ketentuan yang berlaku. 

b. Perahran daerah tersebut tidak memenuhi syarat mateiil karena beitentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tin@."" 

Agak berbeda dengan Pasal 250 UU No. 23 Tahun 2014 yang memberikan 

kewenangan kepada Menteri dan Gubernur untuk membatalkan peraturan daerah 

jika bertentangan dengan ketentuan peraturan pentndang-undangan yang lebih 

tinggi, kepentingan umum, atau kesusilaan. UU No. 23 Tahun 2014 hanya 

mengenal syarat materil dalam melakukan pengujian atas peraturan daerah. 

Sedangkan, yang dimaksud dengan kepentingan umum, diantaranya: 

a. Terganggunya kerukunan antanvarga masyarakat; 

b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 

- ---- 

346 Ibid., hlm 140. 



c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban uinuln; 

d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat; dardatau 

e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaaqras, antar-golongan dan 

gender. 

Jika merujuk pada Pasal 31 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 junto Pasal 20 

ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, maka Mahkamah Agung hanya dapat menilai 

atau menguji peraturan daerah dengan standar normatif bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (secara materil) dan prosedur 

pembentukan peraturan daerah (secara formil). Bagaimana jika peraturan daerah 

tertentu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, namun hanya bertentangan dengan kcpentingan umum, apakah Mahkanlah 

Agung dapat melakukan pengujian terhadap peraturan daerah tercebut? dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa, ruang lingkup standar normatif pengujian 

peraturan daerah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sangat terbatas, 

ketimbang Menteri dan Gubernur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 250 UU 

No. 23 Tahun 2014. 

Selain itu, sifzt kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan review 

terhadap peraturan daerah hanya bersifat pasif. Dalam artian bahwa Mahkamah 

Agung dapat melakukan pengujian atas peraturan daerah jika ada permohonan 

keberatan yang diajukan oleh pemohon, atzu dengan kata lain, menunggu 

datangnya permohonan dari pemohon. Sedangkan, Menteri dan Gubernur dalam 

melakukan pengujian atas peraturan daerah kewenanga -- 



bahwa peraturan daerah yang telah ditetapkan atau telah inempunyai kekuata~l 

hukum yang mengikat secara umum hams disampaikan kepada Menteri (Pesda 

Provinsi) dan Gubernur (Perda KabupatedKota) untuk diuji konsistensinya 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan 

umum, atau kesusilaan. 

Untuk lebih jelas, inkosnsitensi pengaturan kewenangan pengujian 

peraturan daerah antara Mahkamah Agung dan Pemerintah (Menteri dan 

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat) dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3 
Pengaturan pengujian Peraturan Daerah oleh MA dan Pemerintah (Menteri 

I 

dan ~ubernur- )~~?  

b. Pasall 1 ayat (2) huruf b UU Pasal267 s/d 27 1, Pasal3 14 dan 
Dasar hukum kewenangan No. 412004 Pasal 3 15, serta Pasal 324 dan 

c.Pasa1 31 ayat (1)-(5) UU No. Pasal 325 UU No. 23 Tahun 

- 1 d. PERMA No. 112004 

1 penguJian I 5,2004 1 2014 1 
-- 

347 Sebagai bahan perbandingan lihat Yance Anzona, "Disparitas Pengujian Peraturan Daerah: 
Suatu Tinjauan Normatif' dalamNi'matul Huda, Problema tika.. op. crt., hlm 302. 

Pemerintah (Menteri dan 
Gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat) 
Executive revzew -- Jenis review 

Mahkamah Agung 

Jzldicinl zview - 

2 

3 

4 

5 

Bentuk review 

Lembagalorgan yang 
melakukan review 

- 

Sifat kewenangan 
lembagalorgan yang 
meiakukan review 

Kapasitas lembaga 

Permohcnan keberatan 1. Perigawasan preventif atau 
evaluasi terhadap rancangan 
Perda tenrang RPJPD, 
RPJMD, APBD, perubahan 
APBD, pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD, pajak 
daerah, retribusi daerah, dan 
tata ruang daerah - 

Mahkamah Agung 

Pasif, artinyz menunggu 
datangnya permohonan dari 
pemohon 

Menyelesaikan sengketa 
peraturan perundang-undangan 
d i b a w m - u n d a n g  

Pemerintah Pusat melalui 
Menteri dan Gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat 
aktif, artinya bahwa Pemerintah 
(Menten dan Gubernur) 
melakukan pengawasan atau 
evaluasi terhadap produk hukum 
daerah yang dikeluarkan 
Dalam %ngh  pengawasan clan 
pembinaan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 

a.Pasal24A ayat ( I)  UUS 1945 Pasal 245, Pasal 249 sld 252, 



Limitasi waktu review r 

-- 
e. Pasal 20 ayat (2) h u ~ f  b dan 

ayat (3) UU No. 4812009 
f. Pasal 9 ayat (2) UU No. 1 l 

Tahun 20 1 1 
a. Bertentangan deng an 

peraturan perundang- 
undangan yang lebih tinggi 

b. Pembentukannya tidak 
memenuhi ketentuan yang 

9 

berlaku 

Waktu eksekusi 

lo  I Instrumen hukum 
pembatalan 

Permohonan keberatan diajukan 
T L z l a m b a t  180 hari I sejak ditetapkannya peraturan 

- 
a. Bertentangandenganketentuan 

pera turan perundang- 
undangan yang lebih tinggi 

b. Kepentingan umum 
(terganggunya kerukunan 
antarwarga masyarakat, 
terganggunya akses terhadap 
pelayanan publik, 
terganggunya ketentraman 
dan ketertiban umum, 
terganggunya kegiatan 
ekonomi untuk meilingkatkan 
kesejahteraan masyarakat, 
daniatau diskriminasi 
terhadap suku, agama dan 
kepercayaan, ras, antar- 
golongan dan gender). 

c. Kesusilaan 
Penyempaian Perda paling lama 
7 (tujuh) hari setelah ditetapkan 

Paling lama 7 (tujuh) ha; 
hari setalah putusan yang 
mengabulkan pern~ohonan 
keberatan Pcrda, maka DPRD 

kepala daerah hams 
menghentikan pelaksanaan 
Perda dan selanjutnya DPRD 

(pemerintahan daerah provinsi I k e ~ a d a  Presiden dan 

dan kepala daerah hams 
mencabut Perda tersebut. -- 

Putusan Mahkamah Agung 

Tidak dapat mengajukan 
peninjauan kembali 

I 1 Pemerintahan daerah 
kabupatedkota kepada Menteri) 

bersama kepala daerah 
mencabut Perda tersebut 
Keputusan Menteri untuk Perda 
Provinsi dan Keputusan 
Gubemur untuk Perda 
KabupatedKota 
Dapat mengajukan keberatan 
kepada pemerintahan atasan 

Jika mencermati uraian diatas, maka terdapat konflik norma hukum yang 

mengatur tentang kewenangan pengujian Perda. Mekanisme pengujian Perda 

(eksekutif review) yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur sebagai wakil 

kewenangan "judicial review" yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mendapat 



legitimasi dari Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 12 Tahuil 201 1: iiU 

No. 4 Tahun 2004 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo Pasal20 ayat (2) UU No. 48 Tahun 

2009. Lantas bagaimana untuk menyelesaikan konflik norma hukuin tersebut 

agar tidak menimbulkan tafisir adanya dualisme kewenangan pengujian Peraturan 

Daerah? 

Pertama, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah inuncul 

kemudian ketimbangUU No. 48 Tahun 2009, UU No. 12 Tahuil2011, UU No. 4 

Tanun 2004 dan UU No. 5 Tahun 2004. Dengan demikian, muncul tafsiran bahwa 

dalarn proses penyelesaiaan norma hukum berlaku prinsip "lex posteriore derogat 

Zegi priore ", yaitu peraturan perundang-undangan yang ada kemudian 

menyampingkan peraturan perundang-undangan yang ada terlebih dahulu. Artinya 

bahwa setelah UU No. 23 tahun 2014 diberlakukan, Peratui-an Daerah diakui 

sebagai peraturan perundang-undangan yang dalan? hirarkinya berada dibawah 

undang-undang, akan tetapi, kewenangan pengujiannya tetap berada pada Menteri 

dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal25 1 UU 1Vo. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Kedtla, sengketa hukum tersebut juga dapat diselesaikan dengan prinsip 

"Lex spesiaiis derogate legi generali", yaituperaturan perundang-undangan yang 

khusus mengalahkan peraturan perundang-undangan yang umum. Dalam posisi 

seperti ini, UU No. 12 Tahun 201 1 dapat dianggap sebagai peraturan perundang- 

undangan yang bersifat umum, karena hanya mengatur terkait dengan 

- pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya adalah 

Peraturan Daerah. Sedangkan, U U  No. 23 lxhull 2 0 ~ i n t r u m e n  



hukum yang mengatur khusus tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dipandang 

rasional jika Pasal251 UU No. 23 Tahun 2014 dianggap konstitusional dalam ha1 

kewenangan kepada Menteri dan Gubernur untuk menilai atau menguji Peraturan 

daerah. 

Ketiga, lantas bagaimana jika dalam penyelesaian sengketa hukum tersebut 

berlaku prinsip "Lesx szrperori derogate legi inferiori", yaitu peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan perundang- 

undangan yang lebih rendah. Kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan 

perundang-undangan dibawah undang-undang (Peraturan Daerah) merupakan 

amanat konstitusi yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, sedangkan 

kewenangan Menteri dan Gubernur dalam ha1 menilai atau inenguji Peraturan 

Daerah merupakan perintah Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014. Dalam sisterr, tats 

ilrutan hukurn di Indonesia, UUD 1945 menduduki puncak piramida hirarki 

peraturan perundang-undangan, sedangkan UU No. 23 Tahun 20 14 kedudukannya 

berada dibawah UUD 1945 setelah TAP MPR. Dengan demikian, secara 

konstitusional, Mahkamah Agung merupakan lembaga yang berhak menilai atau 

menguji apakah suatu Peraturan Daerah bertentangan atau tidak dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, pencantuman bentuk peraturan daerah (Perda) 

dalam susunan hirarki tata uruian peraturan perundang-undangan dimaksudakan 

untuk meningkatkan kedudukan hukum peraturan daerah, sehingga tidak dapat 

diabaikan begitu saja para pejabat pusat. Akan tetapi, Pasal251 UU No. 23 Tahun 

ltl l  



tidak termasuk ke dalam pengertian peraturan perundang-undangar! tingkat pusat, 

sehingga keberadaanya tidak dapat dan tidak perlu dipaharni sebagai bentuk atau 

jenis peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana yang 

dimaksud oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Pengertian de~nikian ini dapat pula 

diikuti dengan kenyataan bahwa dari berbagai seginya, peraturan daerrah itu 

memang berada dari bentuk atau jenis-jenis peraturan perundang-undangan 

tingkat pusat. Peraturan Daerah hanya berlaku di dalanl wilayah pemerintahan 

daerah bersangkutan, sedangkan peraturan perundang-undangan tingkat pusat 

berlaku secara n a s i ~ n a l . ~ ~ ~  

Menurut Laica Marzuki, tidak tepat Peraturan Daerah ditempatkan pada 

hirarki peraturan perundang-undangan terbawa, dibawah Peraturan Presiden. 

Locale wet atau Perda dibuat guna melaksanakan Undang-Ucdacg, wet a t ~ u  

Gesetz. Produk Perda seyogyanya tidak dibatalkan oleh perangkat Pemerintah 

Pusat. Perda yang menyimpang dari hukum dapat setiap saat dibawakan ke 

Mahkarnah Agung dan pada ketikanya Perda yang menyimpang dari hukum itu 

dapat dinyatakan tidak mengikat secara hukum oleh Mahkamah  gun^.^^^ 

Perdebatan mengenai kedudukan Peraturan Daerah dahm hirarki peraturan 

perundang-undangan seharusnya bukan menjadi sentral isu dalarn dinarnika 

pemerintahan daerah maupun eksistensi Peraturan Daerah dalam sistem hukum 

Indonesia. Karena penenipatan Peraturan Daerah dibawa Peraturan Presiden 

darisegi "organ atau lembaga" pcmbentukannya dipandang sudah tepat. Peraturan 

Presiden merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

348 Jimly Asshiddiqie, Perihal ... op. cit., hlm 10 
349 ~ a i c a  Marzuki, "Hakikat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI". Dikutip dari 

Ni'matul Huda, Pmblematika ... op. cit, him 289. 



Presiden dalain rangka menjalankan peraturan perundaiig-undangan yang lebih 

tinggi atau dalam ~nenyelenggarakan kekuasaan peinerintahan. Sedangkan 

Peraturan Daerah adalah .bentuk peraturan pel-undang-undangan yang dalam 

proses pembentukannya melibatkan DPRD dan Kepala Daerah dengan 

persetujuan bersama. Dengan demikian, berdasarkail pengertian tersebut, sudah 

sepatutnya produk hukum yang dikeluarkan oleh organ atau lembaga yang 

kedudukannya lebih tinggi dianggap mempunyai kedudukan lebih tinggi pula 

dalam piramida hirarki peraturan perundang-undangan. 

Disamping itu, dari segi pembentukannya, peraturan daerah itu mirip 

dengan undang-undang, yaitu dibentuk oleh lembaga legislatif atas pembahasan 

bersama dan persetujuan bersama dengan lembaga eksekutif. Di dalam proses 

pembentukan undang-undang dan peraturan daerah itu sama-sama krkmdung 

unsur-unsur sistem perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat 

yang berdaulat melalui pemilihan urnum. Karena kepala daerah dewasa ini juga 

dipilih langsung oleh rakyat yang berdaulat melalui pemilihan urnum, maka baik 

undang-undang maupun peraturan daerah dapat dikatakan sama-sama merupakan 

produk sistem demokrasi, baik ditingkat lokal ataupun ditingkat r ~ a s i o n a l ~ ~ ~  

Di dalam sistem demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung yang 

diterapkan untuk mengisi jabatan-jabatan dilembaga legislatif dan eksekutif 

tersebut, peranan paitai politik sangat menonjol. Meskipun calon Presiden dan 

kepala daerah dizjukan sebagai perseorangan, akan teapi yang mencalokn sebagai 

- - pesertapemilihan umum adalah partai politik atau gabungan partai politik. Karena 



itu, dala~n pencalonan untuk pengisian jabatan di ieinbaga iegis!atif dan lenlbaga 

eksekutif, baik tingkat daerah ataupun tingkat pusat, pel-anan partai politik sangat 

menonjol. Berdasarkan pertilnbangan tersebut, menurut Jitnly Asshiddiqie, 

undang-undang dan peraturan daerah saina-sama merupakan produk politik yang 

mencerminkan pergulatan kepentingan diantara cabang-cabang kekuasaan 

legislatif dan eksekutif, baik ditingkat daerah maupun pusat, tidak boleh dinilai 

atau diuji oleh sesama lembaga politik. Pengujian undang-undang dan peraturan 

daerah itu hams dilakukan melalui mekanisme ''judicial review" dengan 

melibatkan peranan hakim yang objektif dan irnparsial sebagai pihak ketiga.35' 

Lebih lanjut Jimly berargumen bahwa, jika peraturan daerah sebagai produk 

politik diuji dan dibatalkan oleh lembaga politik melalui mekanisme yang juga 

politik, berarti partai politik akan dihadapkan oleh partai politik.Proses politik 

yang sudah selesai ditingkat daerah,dilanjutkan dengan proses politik ditingkat 

pusat. Jika pemerintah pusat dikuasi oleh Partai A, sedangkan pemerintahan 

disuatu daerah dikuasai oleh Partai B yang saling bertentangan satu sama lain, 

maka besar kemungkinan peraturan daerah sebagai produk politik di daerah 

bersangkutan akan dengan mudah dibatalkan oleh pemerintah pusat yang dikuasai 

oleh lawan politiknya.3s2 

Argumen Jimly diatas patut dijadikan pertimbangan dalam merumuskan 

mekanisme pengujian peraturan daerah yang mampu meminimalisir determinasi 

politik. Sehmsnya pengawasan peraturan daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 

- tidak hanya melibatkan perangkat pemerintah pusat (Menteri dan Gubemur 

35' Ibid., hlm 103-104. 



sebagai wakil Pemerintah Pusat). jika menceiniati Pasal 249 sampai dengall Pasal 

252 UU No. 23 Tahun 2014, pe~nerintah pusat melalui Menteri dan Gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat dapat melnbatalkan peraturan daerah yang 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Apabila pemerintahan dzerah tidak 

menerima keputusan pembatalan peraturan daerah, dengan dibenarkan oleh 

peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah dapat mengajukan 

permohonan keberatan kepada atasan pemerintahan (daerah provinsi kepada 

Presiden dan daerah kabupatenlkota kepada Menteri). 

Logika hirarki pengajuan keberatan seperti yang diatur dalam Pasal25 1 ayat 

(7) dan ayat (8) kemungkinan besar tidak menjamin terkabulnya permohonan 

keberatan yang dilakukan oleh pemel-intah daera'r, kepzda Presiden atau Menteri. 

Karena, Gubernur dan Menteri merupakan perpanjangan tangan presiden, yang 

secara rasional mempunyai kepentingan yang sama. Bukan tidak mungkin kalau 

misalnya Perda yang dibatalkan oleh Menteri merupakan bagian dari perintah 

Presiden atau Perda yang dibatalkan oleh Gubernur pada dasarnya merupakan 

Perintah Menteri. Bagaimana mungkin Perda yang dibatalkan berdasarkan 

perintah Presiden atau Menteri dalarn upaya hukum yang dilakukan oleh 

pemerintalian daerah berupa permohonan keberatan dapat dikabulkan oleh 

Presiden atau Menteri? 

Seharusnya, upayak hukum yang dilakukan oleh pemerintahan daerah ketika 

-- - tidak menerima keputusan pembatalan peraturan daerah langsung kepada 

Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah AgUng ciapal -~h 



pembatalan yang dilakukan oleh Mentei-i atau Gubemur telah sesuai atau tidak 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi,yang diujikan 

kepada Mahkamah Agung adalah Perdanya, sekaligus dilarnpirkan dengan 

keputusan pembatalan yang di dala~nnya rne~nuat alasan-alasan tertentu kenapa 

peraturan daerah tersebut dibatalkan. 

Apabila kita tetap konsisten dengan mengartikan peraturan daerah sebagai 

peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dalam piramida hirarki tata 

urutan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 24A ayat (1) jo 

Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 201 1 tentu Mahkamah Agung mempunyai 

kewenangan mutlak untuk menguji peraturan daerah. Jimly ~ s s h i d d i ~ i e ~ ~ ~  

berargumen bahwa, peraturan daerah sebenamya dapat saja tidak dimasukkan ke 

dalarn kategori peraturan perundang-undanga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 

24A ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, sebagai akibatnya, peraturan daerah 

tidak dapat diajukan sebagai objek pengajuan kepada Mahkamah Agung 

sebagaimana dimaksud Pasal 24A ayat (1). Jika demikian, timbul masalah 

mengenai lembaga mana yang dapat mengadakan penilaian, peninjauan, ataupun 

pengujian atas bentuk peraturan daerah itu? 

Menurut Ni'matul Huda, sebaiknya pengawasan yang dilakukan oleh 

Pemerintah berupa pengawasan preventif dengan ruarig lingkup yang terbatas, 

sedangkan pengawasan represif hams dilaksanakan oleh lembaga y ~ d i s i a l . ~ ~ ~  K K ~  

depan memzng harm dipikirkan kemungkinan mengintegrasikan seluruh sistem 

- - pengujian peraturan perundang-undangan dibawah kewenangan Mahkamah 

353 Ibid., hlm 107. 
354 Ni'xatul Hnda, Problematika ... op. cit.. hlm 229. 



Konstitusi. Sehingga ketentuan Pasa: 24A ayat { I )  UUD 1945 yang menegaskan 

"Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang- 

undang ..." dihapuskan, untuk kemudian diintegrasikan ke dala~n kewenangan 

Mahkamah ~onsti tusi .~" 

Kewenangan Mahkamah Agung untuk r~elakukan pengujian terhadap 

peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, lazimnya dikenal 

dengan istilah judicial review. Adapun disamping Mahkamah Agung, 

kewenangan jzrdicinl review juga dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi namun 

khusus untuk melakukan pengujian konstitusionalitas atas undang-undang 

terhadap konstitusi (UUD 1945). Memang hams disadari, bahwa dalam setiap 

negara hukum modern, urgensitas kehadiran lembaga yudikatif merupakan suatu 

keharusan yang hams diadaka~i dan dirumuskan dalam konstitusi negaranya. 

Eksistensi pengawasan dari bzdan-badan peradilan yang independen, mandiri, dan 

tidak terkoptasi oleh lembaga negara lainnya merupakan cerminan dari salah satu 

aspek determinan dalam negara hukum m ~ d e r . ~ ' ~  

Akan tetapi, dalam perspektif negara kesatuan atau unitary state 

(eenheidsstaat) adalah logis untuk mengembangkan pengertian bahwa 

pemerintahan atasan berwenang melakukan kontrol tei-hadap unit pemerintahan 

bawahan. Artinya, pemerintahan pusat dalam konteks Negara Kesatuan Republik 

Iildonesia berdsarkan UUD 1945 tentu dapat dikatakan mempunyai kewenangan 

untuk nengontrol unit-unit pemerintahan daerah provinsi ataupun pemerintahan 

- -- daerah kabupatenlkota. Demikian pula pemerintahan provinsi juga dapat diberi 
-- 

- P I ;  
Press, 2008), hlm 257. 

356 King Faisal Sulaiman, Dinlektika..og. eit., hlm 15. 



kewenangan tertentu dalaln rallgka mengendalikan jalannya pemerintahan daerah 

kabupaten dan kota dibidang pengaturan.357 

Yang dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah oleh pemerintahan atasan 

itu antara lain adalah kontrol atas norma hukum yang ditetapkan oleh 

pemerintahan bawahan melalui apa yang dikenal sebagai general norm control 

mechanism ". Mekanisme kontrol umum inilah yang biasa disebut dengan sistem 

"abstract review" atau pengujian abstrak yang dapat dilakukan oleh lembaga 

eksekutif, lembega legislatif, ataupun lembaga pengadilan. Jika "abstract review" 

dilakukan oleh lembaga eksekutif, misalnya, pengujian oleh pemerintah pusat atas 

peraturan daerah provinsi, maka mekanjsme demikian disebut "executive review ". 

Jika "abstract review" dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang 

menetapkan peraturan daei-ah itu sendiri, maka nekanisine peninjauan kembali 

semacam itu disebut "legislative review" yang dapat menghasilkan perubahan 

(amandemen) peraturan. Jika pengujian itu dilakukan oleh pengadilan, makz ha1 

itulah yang biasa disebut sebagai "judicial review "358 

Disarnping "abstract review", mekanisme kontrol norma juga dapat 

dilakukan melalui prosedur "abstract preview ", yaitu kontrol nonna yang 

dilakukan sebelum norma hukum yang bersangliutan mengikat untuk umum. 

Misalnya, setelah suatu rancangzn undang-undang disahkan oleh parlemen tetapi 

sebelum diundangkan sebagaimana mestinya, pemerintahan atasan diberi 

kewenangan untuk menguji, menilai, atau bahkan menolak pengesahan peraturan 

pemerintahan bawahan. Mekanisme demikian dapat disebut sebagai "execz~tive - 

357 Jimly Asshiddiqie, Perihnl.. . op. cit., hlm 107 
358 Ibid., hlm 107-108. 



abstract perviel.tJ" oleh peinerintahan atasan. Dengan demikian, dapat ditentukan 

bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah inendapatkan persetujuan bersaina 

oleh Kepala Pemerintahan Daerah dan DPRD setempat, sebelum disahkan 

diajukan duiu kepada Kepala Pemerintahan atasan, misainya, untuk peraturan 

daerah kabupaten, diajukan kepada Gubernur, atau untuk peraturan daerah 

provindi diajukan kepada Presiden ~nelalui Menteri Dalam ~ e ~ e r i . ~ ' ~  

Kaitannya dengan kewenangan pengujian peraturan daerah, Jimly 

mengemukakan bahwa, kewenangan untuk melakukan "execz~tive preview " itulah 

yang sebaiknya diberikan kepada pemerintahan atasan, bukan mekanisme 

"review" atas peraturan Caerah yang berlaku mengikat untuk umum. Jika suatu 

peraturan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang sama-sama 

dipilih langsung oleh i-akyat melalui pemilihan uinum dibatalkan hanya oleh 

pejabat eksekutif tingkat atas, berarti "prinsip negara kesatuan" dijadikan da!ih 

untuk mengebiri aspirasi rakyat dengan tindakan yang semata-mata didasarkan 

atas pertimbangan politik. Oleh karena itu, terhadap peraturan daerah sebagai 

produk legislatif di daerah, sebaiknya hanya di 'preview" oleh pemerintahan 

atasan apabila statusnya masih sebagai rancangan peraturan daerah yang belum 

mengikat untuk umum. jika peraturan daerah itu sudah mengikat untuk umum, 

maka sebaiknya, yang mengujinya adalah lembaga peradilan sebagai pihak ketiga 

yang sama sekali tidak terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah yang 

be r~an~ku tan .~~ '  

---- 

359 Ibid., hlm 108. 
360 Ibid., hlm 108-109. 



Seharusnya tidak berlebihan, jika peraturan daerah itu tidak dijadikan objek 

pengujian oleh Mahkarnah Agung. Ke depan inekanisme "review" atas peraturan 

daerah tetap berada pada pemerintahan atasan sebagaimana logika negara 

kesatuan(execz~tive review). Akan tetapi, hams ada ruang bagi 

pemerintahandaerah untuk melakukan upaya hukumdiluar dari ruang lingkup 

kekuasaan eksekutif (tidak kepada pemerintahan atasan). Artinya bahwa, jika 

dalam ha1 penyelenggaraan pemerintahan daerah keberatan dengan keputusan 

pengujiadpenilaian atau pembatalan atas peraturan daerah, maka pemerintah 

daerah dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung, bukan kepada 

pemerintahan atasan. Mahkamah Agung melakukan penilaian atau pengujian 

ulang terhadap peraturan daerah beserta lampiran keputusan yang memuat alasan- 

alasan pembatalail peraturan daerah. 

Sebagai ltonsekuensi dipertegasnya prinsip pelnisahan kekuasaan eksekutif, 

legislative dan judikatif dalam naskah Perubahan Pertama UUD 1945 maka 

produk legislative daerah ini dapat saja bertentangan dengan produk eksekutif 

ditingkat pusat. Ditegaskan oleh Bagir Manan, mengingat peraturan daerah 

(termasuk Peraturar! Desa) dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri 

(otonomj, dengan lingkungan kewenailgan yang mandiri pula, maka dalam 

pengujiarmya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak 

boleh semata-mata berdasarkan pada "pertingkatan", melainkan juga pada 

"lingkungan kewenangan". Sutau peraturan daerah yang lebih tinggi (kecuali 

- UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat 

.. . 
tinggi yang melanggar hak dan kewajiban cia- UVD ahu TJIJ  



Peinerintahan DaeraI?. Oleh sebab i t ~ ,  produk legislative di daerah provinsi 

ataupun kabupatenlkota berupa peraturan daerah sebagai hasil dua lembaga, yaitu 

kepala daerah dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah yang keduanya dipili 

laugsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan pemlihan kepala daerah, tidak 

dapat dibatalkan oleh keputusan sepihak dari pemerintah pusat begitu ~ a j a . ~ ~ '  

Dari argumentasi diatas, setidaknya pengujian Peraturan Daerah tidak hanya 

berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

melainkan hams berdasarkan pada "wilayah pengaturan". Karena, belum tentu 

peraturan daerah yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (ideal) atau pemerintah 

pusat, bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Mungkin saja 

peraturan perundang-undang yang lebih tinggi belum mengakomodir hak-hak 

masyarakat yang zda di daerah tersebut. Sehingga dengan insiatif legislative 

pemerintah daerah mengakomodir hak-hak masyarakat tersebut melalui peraturan 

daerah. 

Peraturan daerah yang telah disahkan atau layak di undangkan oleh 

pemerintah , terkadang menimbulkan reaksi perlawanan dari masyarakat, begitu 

juga sebaliknya. Apabila pemerintah membatalkan peraturan daerah, ada insiatif 

pemerintah daerah atau masyarakai melakukan keberatan ke Mslhkarnah Agung. 

Ini menandakan bahwa tafsir kepentingan umum selalu berdimensi politik. 

Idealnya, peraturan daerah pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang 

bebas dan merdeka dari interfensi lembaga ekstra kehakiman. Sedangkan 

"executive abstract preview" dilakukan oleh pemerintah 

36' Ni7matul Huda, Htrktrm.. up. cir-, h l n ~  250-252 



I Dengan delnikian penting kiranya politik hukum pengujian peraturan daerah 

1 diarahkan untuk inembentuk suatu system pengujian yang lebih mengedepankan 

I keadilan dan keselarasan peraturan perundang-undangan dengan aspirasi 

1 masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat yang dikemas dalam bentuk Peraturan 

1 Daerah tidak sia-sia hanya karena ada keputusuasn sepihak dari otoritas 

1 pemerintahan baik itu Presiden, Menteri maupun Gubemur sebagai wakil dari 

1 pemerintah pusat. Karena sesungguhnya tidak semua peraturan perundang- 

I 

undangan (diatas perda) beluin tentu memberikan ruang pengakomodasian 

terhadap kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, ketika pemerintah daerah dan DPRD 

merumuskan suatu Peraturan Daerah diluar dari penyelenggaraan otonomi dan 

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

maka ha1 itu mempakan cerminan penjaringan aspirasi yang bersifat fonnil dan 

materil. 

E. Beberapa Dimensi Pelemahan Kedudukan Pemerintahan Daerah Dalam 

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

1. Hilangnya Asas Otonomi Dari Konstruksi Normatif UU No. 23 Tahun 

2014 

Babak baru kebijakan hukum otonomi daerah ditandai dengan 

berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ~ a e r a h ~ ~ ~  

merupakan bagian dari deskripsi dinarnika penyelenggzraan pemerintahan 

daerah yang belum mendapatkan bentuk sistem yang ideal atau final. Praktik 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dalam sejarah 

- ketatanegaran dapat dikatakan telah mengalami pasang surut. Dalarn 

362 Sebaga~mana telah dirubah menjadi UU NO. 9 1-a atas 
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 15 Nomor 58). 



perspektif politik hukum, pasang surut pengaturan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah ditentukan atau dipengaruhi oleh suatu konfigurasi 

politik tertentu yang berkembang saat kebijakan atau peraturan itu 

dirumuskan. 

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 merupakan respon atas ketidakjelasan 

pengaturan atau ke1elnaha.n yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004. 

Sehingga dipandang perlu melakukan perubahan kebijakan hukum otonomi 

daerah untuk mempercepat tenvujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, 

UU No. 32 Tahun 2004 dianggap tidak lagi sesuai dengan keadaan, 

ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lihat 

konsideran UU No. 23 Tahun 2014). 

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 

berupa konsep kebijakan desentralisasi dalarn negara kesatuan, ketidakjelasan 

pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan 

hubungan antara pemerintah dengan warga. Praktik penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di Indonesia menurut UU No. 32 Tahun 2004 belum 

sepenuhnya menjamin terwujudnya NKRI yang desentralistis dan mampu 

menjamin adanya hubungan yang harmonis dan sinerjik antar tingkatan dan 

susunan pemerintahan. Dalam pembagian urusan misalnya, konsep negara 

kesatuan yang desentralistis belum sepenuhnya tergambar dalam pengaturan 

- dan norma-norma yang ada sehingga seringkali masih dijumpai ketidak 
- 



hamlonisan hubungan ailtar Kementerian dan Lembaga dengan daerah, antar 

provinsi dan kabupatedkota, dan antar daerah.363 

Ketidakjelasan pengaturan sering membuat kerjasama antara 

pemerintah, provinsi, dan daerah dan antar daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah belum dapat dilakukan secara optimal. Disamping itu 

tidak jelasnya hubungan antara pemerintah pusat dan pemda telah 

menyebabkan sulitnya menciptakan sinerji antara pe~nbangunan pusat dengan 

daerah dan antara provinsi dengan kabupatedkota dalam wilayah provinsi 

tersebut. Akibatnya, sulit mencapai target-target nasional yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kerena masing-masing tingkatan 

pemerintahan mempunyai target dan prioritas sendiri-sendiri. Pada gilirannya 

penye!enggaraan pemerintahan daerah dalam konstruksi UU No. 32 Tahun 

2004 sering belum mampu mempercepat perbaikan kesejahteraan rakyat di 

daerah yang akibat lanjutnya adalah rendahnya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat secara n a ~ i o n a l . ~ ~ ~  

Disamping memperjelas konsep desentralisasi dalam kerangka NKRI, 

revisi juga dilakukan untuk memperjelas berbagai aspek penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang selama ini belum diatur dengan jelas dalam UU No. 

32 Taliun 2004. Misalnya, dalam pembentukan otonomi baru. Pengaturan 

yang ada selama ini dinilai belum jelas dan memadai sehingga pembentukan 

daerah otonomi baru cenderung dilakukan secara masif dan lebih didorong 

oleh pertimbangan kepentingan elit dan sempit dari berbagai kelompok 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, 20 1 1, hlm 11. 
Ibid. 



kepentingan yang ada di daerah. Berbagai pengaturan kawasan perkotaan, 

kawasan khusus, daerah perbatasan, pengelolaan aset dan sumberdaya di 

daerah selama ini dinilai beluin jelas sehingga cenderung tidak efektif dan 

tidak mampu menjawab dinamika di daerah yang sangat cepat.'" 

Jika mellhat maksud dan tujuan dirubahnya UU No. 32 Tahun 2004 

yang dimanifestasikan dalam naskah akademik, dapat dikatakan sebagai 

sebuah tindakan dan buah pikiran yang rasional dalam rangka merespon 

dinamika masyarakat yang kian berkembang, sehingga dipandang perlu 

adanya penyesuaian instrumen hukum dengan perkembangan tersebut. Pada 

akhirnya, perubahan UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 23 Tahun 2014 

menimbulkan spekulasi liar, terkait dengan a1 asan-a1 asan yang cukup 

fi~ndamenta! dalam perubahan undang-undang tersebut. 

Ari ~ a r m a s t u t i ~ ~ ~  berargumen bahwa dalarn dasar pertimbangan 

disebutkan bahwa UTJ No. 32 Tahcn 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan 

tuntutan penyelenggaraaan pemerintahan daerah. perlu dikemukakan bahwa 

belum pernah ada debat akademis yang serius tentang kelemahan UU No. 32 

Tahun 2004, khususnya menyangkut prinsip otonomi daerah di Iildonesia. 

Sztu-satunya ha1 yang menjadi debat pablik yang cukup serius adalah 

diperlukannya secara tegas pemisahan pengaturan pemerintahan daerah, 

pemerintah desa dan pemilihan kepala daerah. 

- 

3G5~bid. .  hlm 11-12. 
3"Ari ~armastuti ,  Arah Politik Pemerintahan UU No. 23 Tahun 2014, Proceeding Seminar 

Nasiod UU Pemda, Bandar Lampung, 201 5, hlm 3. 



. 

Terlihat UU No. 23 Tahun 2014 justru menguatkan keinginan politik 

kelompok tertentu diparlemen yang ingin menguasai proses Pilkada agar 

hasilnya seragam dengan kehendak koalisi di DPR. Dengan keyakinan bahwa 

koalisi tertentu akan menguasai Pilkada maka keinudian terjadi rekayasa lebih 

lanjut untuk mengatur agar sistem pemerintahan daerah kembali mengarah ke 

sentralisasi dengan melernahkan asas otonorni daerah yang luas menjadi 

t e r b a t a ~ . ~ ~ ~  

Selain itu, membaca sepintas konstruksi UU No. 23 Tahun 2014 telah 

rnenimbulkan intrepretasi yang rasional bahkan formula pengaturan 

pemerintahan daerah dalarn undang-undang tersebut dipandang paling ideal 

dan rinci. Namun, ada beberapa ha1 yang menjadi prinsip dasar 

pegyelenggaraan pernerintahan daerah dalam pengaturan sebelumnya (UU NG. 

32 Tslhun 2004) hilang dari konstruksi normatif UU No. 23 Tahun 2014, 

misalnya tentang azas otonomi daerah. Sebelum adanya perubahan, dalarn 

penyelenggaraan pemerintahan daerah disebutkan bahwa daerah berhak 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 

dan tugas pernbantuan. Dengan demikian, asas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Hal berbeda ketika ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tidzk 

rnenyebutkan sarna sekali asas otonomi. Dalam Pasal 5 ayat (4) hanya 

menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan 

berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pasal 5 



ayat (4) ini sangat berkontradiksi dengan konsepsi desentralisasi dan 

dekonsentrasi karena sesungguhnya desentralisasi dan dekonsentrasi bukan 

merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi adalah 

pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah 

atau dapat juga diartikan sebagai cara untuk memencarkan wewenang secara 

vertical. Sedangkan dekonsentrasi merupakan cara untuk menjalankan 

pemerintahan. Padahal telah diatur secara jelas dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 

1945 bahwa pemerintahan daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Penyebutan desentralisasi dan dekonsentrasi sebagai asas merupakan 

temuan undang-undang yang secara konseptual tidak konsisten dengan amanat 

Pasal 1 8 UUD 1945. 

Kalau diperhatikan secara mendalam, hilangnya senlarigat otonomi 

karena sesungguhnya filosofis penyelenggaraan pemerintahan daerah (asas 

otonomi) yang sebelumnya menjadi tuntutan masyarakzt tereliminasi dari 

pengaturan pemerintahan daerah yang baru, hingga pada akhirnya 

berkonsekuensi pada asas penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa 

... daerah berwenang mengatz~r dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dari ketentuan demikian 

berarti daerah mempunyai independesi "rumah tangga" sekaligus memegang 

kekuasaan "rumah tangga" untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan 



aspirasi masyarakat. Namun, dalam Pasal 5 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 

hanya menyebutkan penyelenggaraan urusan pemerintaha di daerah 

dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan, sehingga aspek mengatzlr dan mengtirus sendiri urusan 

pemerintahan bergeser menjadi dilaksanakan urusan pemerintahan. 

Hal ini telah memberikan indikasi bahwa prinsip dan semangat otonomi 

daerah hilang dari asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan 

demikian, daerah provinsi maupun daerah kabupatenlkota hanya sekedar 

menjalankan urusan pemerintahan, bukan lagi sebagai unit pemerintahan 

daerah yang bersifat otonom. Hal ini secara nomatif bertentangan dengan 

semangat UUD 1945. Dalam Fasal 18 ayat (5) jelas menekankan bahwa 

penmintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dm tugas 

pembantuan. 

Ada yang berpendapat bahwa tidak disebutnya dekonsentrasi disisni 

disebabkan oleh dekonsentrasi itu tidaklah berhubungan langsung dengan 

kewenangan pemerintah daerah, melainkan hanya terkait dengan kewenangan 

Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dekonsentrssi tidak perlu disebut disini. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, kalau logikanyz demikian, untuk apa tugas 

pembantuan disebut secara eksplisit. Bukankah tugas pembantuan itu juga 

bersumber dari pemerintah pusat, dan sifat pekerjaannya jauh lebih teknis 

dibandingkan dengan asas dekonsen t ra~ i .~~~ 

368 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi ... up. cit., hlm 222. 



Sedangkan menumt Bagir Manan, Pasal 18 UUD 1945 menegaskan 

pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Mengapa desentralisasi dan dekonsentrasi ditiadakan? Dalam 

pengertian umum, desentralisasi adalah setiap bentuk atau tindakan 

memencarkan kekuasaan atau wewenang dari satu organisasi, jabatan, atau 

pejabat. Dengan demikian, desentralisai dalam kaitannya dengan 

pemerintahan otonom, dalam pengertian umum dapat dipandang sebagai suatu 

bentuk pemencaran kekuasaan dibidang otoncm. Sedangkan, dekonsentrasi 

dalam pengertian umum dapat dipandang sebagai suatu bentuk sentralisasi, 

karena mangandung makna pemencaran k e k ~ a s a a n . ~ ~ ~  

Berdasarkan pengertian diatas, mensejajarkan desentralisasi dengan 

tugas pembantuan sebagai asas-asas yang terpjsah, menimbulkan kerancuan 

bahkan kekeliruan. Tugas pembantuan merupakan salah satu bentuk dari 

desentralisasi. Desentralisasi dan dekonsentrasi bukan asas tetapi proses atau 

cara menyelenggarakan sesuatu. Dekonsentrasi adalah sub sistem sentralisasi 

yaitu cara menyelenggarakan sistem sentralisasi. Karena itu, sangat keliru 

dekonsentrasi di tempatkan dalam sistemik pemerintahan daerah yang 

merupakan anti tesis dari ~entralisasi.~~' 

2. Reduksi Kewenangan Pemerintahan Daerah 

Sebagaimana telah penulis jelaskan bahwa, UU No. 23 Tahun 2014 

merupakan hasil revisi dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 

-- Daerah. Dalam pertimbangan sosiologis, UU No. 32 Tahun 2004 dipandang 

369 ~ a ~ i r  Manan, Menyongsong ... op. cit., hlrn 9- 10. 
370 Ibid.. hlm 10-1 1. 



tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Revisi UU Pemerintahan Daerah 

tersebut telah banyak membawa perubahan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang cukup hndamental adalah 

berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan. Dalam perspektif UU No. 

23 Tahun 2014, urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi tiga bagian 

urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, 

dan urusan pemerintahan umum. 

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan 

absolut pada prinsipnya merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya 

menjadi kewenangan Peinerintahan Pusat. Kemudim, urusan pemerintahan 

konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antsra Pemerintahzn Pusat 

dan daerah Provinsi dan Daerah Kabupateil ICota. Urusan pemerintahan 

konkuren yzng diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi 

daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

Jika mencermati konstruksi normatif Pasal 9, maka urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah sangat terbatas. Karena sesungguhnya 

urusan pemerintahan yang diserahka ke daerah hanyalzh urusan yang dibagi 

antara Pemerintah Pusat dan dzerah provinsi dan kabupatenlkota. Sedangkan 

disisi lain ada urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah 

-- pusat, misalnya urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan umum, 

walaupun urusan pemerintahan umum merupaKan 



pada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Berbeda dengan UU No. 32 

Tahun 2004, yang dalam pembagian urusan pemerintahan menentukan bidang 

urusan untuk daerah provinsi maupun kabupatedkota secara rinci. 

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri 

dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sedangkan 

urusan pemerintahan wajib diklasifikasikan menjadi dua, yaitu urusan 

pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan 

pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pasal 12 UU No. 

23 Tahun 2014 merincikan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar meliputi: 

a. Pendidikan; 

b. Kesehatan; 

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; 

e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan 

f. Sosial. 

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar terdiri dari: (a) tenaga kerja, ('0) pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak, [c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup; (f) 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (g) pemberdayaan 

masyarakat dan desa; (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (i) 

perhubungan; Cj) komunikasi dan inforrnatika; (k) koperasi, usaha kecil dan 

. . 
menengah; (1) penanaman modal; (m) kepemudaan dan oidmiga; (I;) skkt!k; 



-- -- 

(0) persendian; (p) kebudayaan; (q) perpustakaan; dan (r) kearsipan. 

Kemudian, urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah 

meliputi: 

a. Kelautan dan perikanan; 

b. Pariwisata; 

c. Pertanian; 

d. Kehutanan; 

e. Energi dan sumber daya mineral; 

f. Perdagangan; 

g. Perindustrian; dan 

h. Transmigrasi. 

Perincian kewenangan daerah sebagairnana yang diatiir dalam Pasai I1 

dan Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014, seakan menampakkan bahwa 

pendistribusian kewenangan kepada daerah cukup besar. Akan tetapi, jika 

dikaji secara mendalam, berbagai urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintahan daerah kemudian direduksi dengan peraturan yang 

mengatur ha1 yang sama secara berbeda atau dengan bentuk pereduksian yang 

diatur selanjutnya dalam pasal-pasal tertentu. 

Perwujudan pereduksian kewenangan pemerintahan daerah terlihat jelas 

ketika kita mengkaji kembali UU No. 23 Tahun 2014 dan beberapa aturan 

ditingkat pusat yang mengatur tentang urusan pemerintahan pilihan dalam 

bidang tertentu. Sebagai ilustrasi konknt, UU No. 23 Tahun 2014 

mengklasifikasi urusan pemerintahan pllihan - k h u s u s v a i  



- . . 

urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, akan tetapi disisi lain 

terdapat Undang-Undang yang mengatur masalah kehutanan, yang secara 

konstitusional akan mengugurkan Perda yang mengatur masalah kehutanan 

dengan Undang-Undang yang mengatur ha1 yang sama, karena Perda secara 

hirarki eksistensinya berada dibawah undang-undang. 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah 

pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada 

instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. 

Ketentuan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan 

khususnya berkaitan dengan kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber 

daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan dzerah provirisi. Sedangkan 

urusan pemerintahan dibidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan 

taman hutan raya kabupatenkota menj adi kewenangan daerah kabupatenkota. 

Untuk urusan pemerintahan bidang enegri dan sumber daya mineral yang 

berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan 

Pemerintah  usa at.^^' 

Urusan pemerintahan konkuren yang telah ditentukan dengan rigid 

mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, 

daerah provinsi maupun kabupatenkota secara normatif telihat sangat ideal. 

Namun demikian, tak bisa dipungkiri bahwa daerah sama sekali akan 

kehilangan kontrol atas sumber daya atau potensi unggulan yang berada dalarn 

- 

37' IbicI., lihat Pasat 14 UU. 



lintas daerah yang selama ini telah diserahkan kepada daerah untuk menjamin 

atau membiayai pelaksanaan urusan otonomi daerah. Apalagi urusan 

pemerintahan pilihan khususnya dibidang kehutanan, kelautan, serta energi 

dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, 

dan urusan pemerintahan dibidang energi yang berkaitan dengan pengelolaan 

minyak dan gas bumi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. 

Dengan demikian, secara otomatis pemerintah daerah kabupatedkota 

kehilangan beberapa bidang urusan pemerintahan pilihan yang sebelumnya 

menjadi kewenangannya, misalnya kehutanan, kelautan, serta energi dan 

sumber daya mineral. Hal ini akan mernpengaruhi eksistensi daerah 

kabupatedkota yang dalam proses pelaksanaan pemerintahan maupun 

meningkatkan PAD clan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bergantung 

pada urusan pemerintahan pilihan. Secara tidak langsung menimbulkan 

indikasi bahwa pemerintahan daerah dibatasi geraknya uiltuk menentukan 

kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. 

Sebelumnya, dalam UU No. 32 Tahun 2004, pengaturan normatif 

mengenai urusan pemerintahan pilihan baik daerah provicsi maupun daerah 

kabupatenkota, penentuamya didasarkan pada urusan pemerintahan yang 

secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang 

bersangkutan. Jika dikonfirmasikan dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah - 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupeieniKuia, &a d a p t  



diidentifikasi sebanyak delapan bidang urusan pemerintahan pilihan yang 

menjadi kewenangan pemerintah daerah, yaitu: 

a. Kelautan dan perikanan; 

b. Pertanian; 

c. Kehutanan; 

d. Energi dan sumber daya mineral; 

e. Pariwisata; 

f. Industri; 

g. Perdagangan; dan 

h. Ketransmigrasian. 

UU No. 23 Tahun 2014 seakan mereduksi kedudukan pemerintah daerah 

dengan merincikan urusan pemerintahan pilihan yang dalam 

penyelenggaraannya dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan 

kabupatenkota. Sedangkan UU No. 32 Tahun 2004 hsnya menyebutkan 

secara umum mengenai urusan pemerintahan pilihan yang secara nyata ada 

dan berpotensi. Oleh sebab itu, dalam suatu daerah jika sumber daya alam 

maupun sumber daya lainnya secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, maka ha1 tersebut merupakan bagian dari urusan 

pernerintahan daerah yang bersifat pilihan yatig menjadi kewenangan 

pemerintahan daerah. 

Pembagian urusan pemerintahan konkurer, antara peinerintah pusat dan 

daerah provinsi serta daerah kabupatenkota, dalarn penyelenggaraannya 

didasarkan pada prinsip akuntabilitas, eksiensi, d-::z, ~ e . t ~  



1 kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, maka kriteria 

1 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, 

1 pemerintahan daerah provinsi serta daerah kabupaten dan kota dapat 

1 djjelaskan sebagai b e r i k ~ t : ~ ~ ~  

1 Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan peinerintah 

I pusat adalah: 

a. Umsan pernerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas 
negara; 

b. Umsan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau 
lintas negara; 

c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah 
provinsi atau lintas negara; 

d. Urusan pemerintzhan yang sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan 
oleh Pemerinrah Pusat; dadatau 

e. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan 
nasional. 

Kriteria urusan pemerintahail yang menjadi kewenangan daerah provinsi 

adalah: 

a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas kabupatedkota; 
b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas kabupatedkota; 
c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau darnpak negatifnya lintas daerah 

kabupatedkota; d d a t a u  
d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien 

apabila dilakukan oieh daerah provinsi. 

Kriteria urusan pemerintshan yang menjadi kewenangan daerah 

kabupatentkota adalah: 

a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupatedkota; 
b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupatenkota; 

- 
ppp - 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) kemudian dirubah menjadi UU No. 9 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
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c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam 
daerah kabupatenlkota; dadatau 

d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien 
apabila dilakukan oleh daerah kabupatedkota. 

Ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 diatas dapat 

merugikan pemerintah daerah provinsi sekaligus mengurangi kewenangan 

pemerintah daerah provinsi. Pemerintah pusat benvenang untuk menentukan 

suatu urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat 

dengan alasan akan lebih efisien jika dikelola oleh pemerintah pusat, seperti 

yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) diatas. Sedangkan pemerintahan daerah 

mau tidak mau hams mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat. Dengan 

ketentuan seperti demikian, dapat saja suatu urusan pemerintahan seharusnya 

menjadi kewenangan pemerintah daerah, nanun karena alasan yang 

dibenarkan oleh UU ini, maka urusan tersebut diambil oleh pemerintah 

pusat. 373 

Dalam ketentuan yang lain, pemerintah pusat benvenang menetapkan 

kebijakan sebagai dasar dalarn penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

kebijakan tersebut pada prinsipnya merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat sebagai pedoinan d a l m  penyelenggaraan urusan 

pemerintahan korhren  baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 

maupun kewenangan pemerintahan daerah. 

Ketentuan norma seperti ini, menurut Adi ~ a r m a s t u t i ~ ~ ~  sangat 

membingungkan, kerena dalam penjelasan pasal tentang ha1 ini, disebutkan 

373 Despan Heryansyah, Pergeseran.. . op. cit., hlm 394-395. 
374 Adi Damamti, Arah. ..op cit.. h h  4-5. 



bahwa yang dimaksud kebijakan adalah pedoinail penyeienggaraan urusan 

pemerintahan konkuren baik untuk kewenangan peinerintah pusat maupun 

daerah. Meski demikian, tidak jelas apa yang dimaksud dengan pedoman 

tersebut karena tidak disebutkan lebih lanjut, apakah berupa Peraturan 

Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri,atau yang lainnya. Dalam 

undang-undang sebelumnya ha1 ini disebutkan dengan jelas. Ketidakjelasan 

justru dapat menimbulkan spekulasi yang merugikan untuk kepastian 

pengaturan hubungan kewenangan dan keuangan antara Pusat dan daerah. 

Sebenamya ketentuan normatif mengenai penetapan kebijakan sebagai 

dasar pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak bisa dikaji atau 

dijelaskan secara pasrsial tanpa merelasikan dengan ketentuan normatif yang 

lain. Pasal 5 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusai untuk 

menetapkan kebijakan dasar yang akan dijadikan pedoman dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan. jika ha1 ini tidak ditafisir secara 

sistimatis dengan ketentuan normatif lainnya, sepintas pengaturan ini akan 

menimbulkan kebingungan, karena dalam penjelasan Pasal 6 tidak 

menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan kebijakan dasar 

tersebut. 

Secara gramatikal, ketentuan niengenai penetapan kebijakan yang diatur 

dalam BAB I11 tentang Kekuasaan Pemerintahan mempunyai relasi sistimatis 

dengan BAB IV tentang Urusan Pemerintahan. Dengan demikian, titik 

- - kulminasi kejelasan norma mengenai penetapan kebijakan yang dianggap 

membingungkan dapat dikaitkan dengan Pasai i4 UU' Nu. 23 Tahw 29!/1, 



yang menyatakan sbahwa pemerintah pusat dalaln menyelen_ggaraan u!-asan 

pemerintahan konkuren benvenang menetapkall nonna, standar, prosedur, dan 

kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini inerupakan upaya 

pengontrolan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan agar dalam 

pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan lebih lanjut dalam ayat (2) memberikan penjelasan terhadap 

maksud dari norma, standar, prosedur, dan knteria tersebut adalah berupa 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi 

kewenangan daerah. De~gan  demikian, maksud dari penetspan kebijakan oleh 

Pemerintah Pusat yang diatur dalam Pasal 6 merupakan penetapan norma, 

standar, prosedur, dan knteria yang selanjutnya akan dimanifestasikan dalam 

peraturan-perundang-undangan, dan menjadi pedoman yang bersifat nasional, 

sekaligus mempermudah clan mencegah penyimpangan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah tanpa mengurangi otonomi daerah. 

Daerah juga berhak menetapkan kebijakan daerah untuk 

menyelenggarakan urusan pemcrintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah, wajib berpedoman pada norma, 

standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 
-- 

Pusat.Sedangkan kebijakan daerah yang diicld-2 



norma, standar, prosedur, dan kriteria: maka dapat dibatalkan ~ l e h  Pemeiintah 

Pusat. Akan tetapi, apabila dalam jangka dua tahun Peinerintah Pusat belum 

menetapkan norma, standar, prosedur dan kr i te~ia~ '~ ,  pemerintahan daerah 

dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang n~enjadi kewenangan daerah. 

Dalam rangka kewenangan Pemerintah Pusat, Pasal 19 menent~kan 

urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 

diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, dengan cara mendelegasikan 

kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal 

yang ada di daerah berdasarkan prinsip dekonsentrasi, dan dengan cara 

menugasi daerah berdasarkan asas tugas pembantuan. Instansi Vertikal 

dibentuk setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil 

penzrintah pusat.pembentukan instansi vertikal untuk melaitsanakar, urusan 

pemerintahan absolfit dan pembentukan instansi oleh kementerian yang 

nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalm UUD 1945 tidak memerlukan 

persetujuan dari gubernur 

Demikian juga dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi 

kewenangan pemerintahan daerah provinsi, dalam implementasinya dapat 

diselenggarakan sendiri maupun dengan menugasi daerah kabupatenlkota 

berdasarkan asas pembantuan atau dengan cara menugasi desa. Penugasan 

oleh daerah provinsi kepada daerah kabupatenlkota berdasarkan tugas 

pembantuan dan kepada desa ditetapkan dengzn peraturan gubernur sesuai 

- 

~ Z F G Z O r n  tentang r e m e r ~ h a ~ r a h ; - d e p g & h h d % s a l  . .  . 
16 ayat (S), yang menekankan bahwa penetapan norma, standar, prose- 
paling lama dua 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan 
p e m e r i n t a h m k o ~ d i u n ~  



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan urusan 

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan kabupatedkota 

1 diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupatenlkota atau dapat ditugaskan 

1 sebagian pelaksanaannya kepada desa. Penugasan oleh daerah kabupaten kota 

1 ditetapkan dengan peraturan bupatilwalikota sesuai dengan peraturan 

1 perundang-undangan. Dalam ha1 pelaksanaan tugas pembantuan, daerah 

1 diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah. Kebijakan 

1 tersebut hanya berkaitan dengan pengaturan mengenai pelaksanaan tugas 

pembantuan.376 

Kewenangan daerah provinsi ilntuk mengelola sumber daya alam di laut 

ditentukan paling jauh dua belas mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut - 
lepas danlata~ ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah !aut antardua 

daerah provitlsi kurang dari dua p u l ~ h  empat mil, kewenangan untuk 

mengelola sumber daya alam dilaut dibagi sama jarak atau diukur sesuai 

prinsip garis tengah dari wilayah antar dua daerah provinsi tersebut. 

Pengaturan ini terlihat hanya mengatur khusus kewenangan pemerintahan 

daerah provinsi. Untuk daerah kabupatenlkota persis tidak disebut dalam 

pembagian pengelolaa~ sumber daya alam di laut. 

Kaitannya dengan kewenangan daerah di wilayah laut, Pasal 18 UU No. 

32 Tahun 2004 menyebutkan dengan redaksi yang umum, yakni "kewenangan 

daerah untuk mengelola sumber daya alam dilaut", dan tidak menyebutkan 

secara khusus apakah itu daerah provinsi ataupun daerah kabupatenkota. Oleh 
- 

376 Ibid., lihat Pas420 dan Pasal22 



- 
-- . 

sebab itu, kewenangan pengelolaan sumber daya di laut merupakan 

kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupatedkota, dengan 

ketentuan daerah kabupatenkota meinperoleh sepeitiga dari wilayah 

kewenangan provinsi. 

Jadi, berdasarkan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014 diatas memberikzn 

penjelasan bahwa untuk pengelolaan sumber daya alam di laut sepenuhnya 

menjadi kewenangan pemerintahan provinsi, sedangkan pemerintah daerah 

kabupatedkota secara normatif tidak inempunyai legitimasi pengelolaan 

sumber daya alam di laut. Hal ini agak berbeda dengan pengaturan dalarn 

undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya, yang memberikan 

legitimasi normatif ke pemerintahan daerah kabupatenfkota untuk 

memperoleh sepertiga dari wilayah kewenangan provinsi. Dengan dezikian, 

pemerintahan daerah kabupatedkota kehilangan kontrol terhadap sumber daya 

alam di laut sebagaimana sebelumnya telah menjadi potensi sumber daya 

dalam rangka menopang pelaksanaan otonomi daerah maupun untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Daerab provinsi yang berciri kepulauan rnempunyai kewenangan 

mengelola sumber daya alam di laut. Selain mempunyai kewenangan, daerah 

provinsi yang berciri kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat di 

bidang kelautail berdasarkan tugas pembantuan. Penugasan dapat 

dilaksanakan setelah pemerintah daerah provinsi yang berciri kepulauan 

memenuhi nonna, standar, prosedur, dan knteria yang ditetapkan oleh 

m - t ,  



- 

- - 

Pemerintah Pusat dalain menyusun perencanasn pembangunan dan 

menetapkan kebijakan DAU dan DAK hams memperhatikan daerah provinsi 

yang berciri kepulauan.377 

Walaupun daerah provinsi yang berciri kepulauan diberikan 

kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, nanun disisi lain pemerintah 

pusat juga mempunyai kewenangan untuk menugaskan daerah kepillauan 

untuk menjalankan urusan pemerintahan di bidang kelautan berdasarkan asas 

pembantuan, itu pun jika provinsi yang berciri kepulauan tersebut memenuhi 

norma, standar, prosedur, dan criteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Ketentuan ini, disatu sisi menguntungkan daerah provinsi yang berciri 

kepulauan, namun disisi lain dalam implementasinya kemungkinan akan jauh 

dari kesempilmaan, karena bisa saja sumber daya alan di laut Bang diklain 

oleh daerah provinsi yang berciri kepulauan tersebut berdasarkan argument 

memenuhi norma, standar, prosedur, dan criteria, potensi sumber daya alam di 

laut tersebut bisa dialihkan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 

selanjutnya diberikan penugasan kepada daerah kepulauan untuk dijalankan 

berdasarkan tugas pembantuan. 

Sebagaimai~a telah dijelaskan sebelumnya bahwa urusan pemerintahan 

diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan 

pemerintahtn konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan 

pemerictahan konkuren menjadi kewenangan sepenuh Pemerintah Pusat. 

- Sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan 

3771bid., lihat Pasal28 dan Pasal 29. 



-- 

yang dibagi antara peinerintah pusar dan daerah provinsi dan daerah 

kabupatedkota. Kemudian urusan pelnerintahan umum adalah urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala 

pemerintahan. 

Peilgklasifikasian urusan pelnerintahan secara materil dalaln UU No. 23 

Tahun 20 14 telah mengalami perubahan yang cukup krusial. Perubahan 

materil tersebut dapat dilihat secara detail dalam lampiran yang berisi rincian 

bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daer ah kabupaten/Kota. Perubahan 

substansi matriks rincian bidang urusan pemerintahan yang dibagi dapat 

dicontohkan diantaranya sebagai berikut: 

a. Pada Bidang Energi d m  Sumber Daya I\/iinera! yang seml~la kewenangan 

di bagi atnara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, d m  Pemerintahan 

Daerah KabupatenJKota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan KabupatenIKota yang 

hilang diantaranya adalah membuat Perda terkait ESDM, pemberian izin 

(kecuali panas bumi), pernbinaan dan pengawasan. 

b. Pada bidang kelautan yang semula kewenangan dibagi ailtara Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatedKota, 

kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pmerintahan Daerah 

Provinsi. Kewenangan KabupatedKota yang hilang diantaranya adalah 

pelaksanaan kebijakan, penataan ruang laut, pengawasan, dan penegakan 



hukum, koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan, dan perizinan (kecuali 

izin usaha perikanan). 

c. Pada bidang kehutanan yang semula kewenangan dibagi antara Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatedKota, 

kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

Provinsi. Kewenangan Kabupatenlkota yang hilang diantaranya adalah 

inventarisasi hutan, pengelolaan taman hutan, pertimbangan teknis, 

pemberian izin dan lain ~ e b a ~ a i n ~ a . ~ ~ ~  

Nampaknya urusan pemerin tahan yang sebelumnya menj adi 

kewenangaan daerah kabupatedkota kini bergeser atau dibagi antara 

pemerintah pusat dan peinerintah daerah provinsi. Hal ini telah 

mengindikasikan bahwa titik tekan otonomi daerah yang sebelunlnya ada pada 

daerah kabupaten/kota kini bergeser ke daerah provinsi. Jadi pelaksanaan 

otonomi secara utuh bukan oleh kabupatenlkota sebagaimana praktik melalui 

UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. Lantas apakah peiaksanaan otonomi secara utuh sepenuhnya ada pada 

provinsi? 

Jika membaca UU No. 23 Tahun 2014 secara utuh dan menyeluruh, 

maka sesungguhnya perrlerintah kabupatenlkota dan provinsi sekaligus tidak 

niemlikiki kewenangan yang otonom sarna sekali, bahkan bergantung pada 

pemerintah pusat. Pemerintahan daerah provinsi misalnya dinyatakan sebagai 

wakil pemerintah pusat di daerah. Frasa "wakil pemerintah" ini merupakan 

378 Reghi Perdana, "lrnplikasi Perubahan Pembagian Urusan reme- 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", Biro Hukum Kementerian 
PPNlBappenas, 2016, him 3. 



suatu tanda bahwa pemerintahaii daerah provinsi tidak melaksanakan otonomi 

secara utuh. Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur inemiliki kewenangan 

yang cukup besar yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintahan daerah 

. 379 provinsi. 

Besarnya kewenangan gubernur diwujudkan melalui pembatalan Perda, 

melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupatedkota tertentu, 

melakukan pengawasan umum dan teknis, memberikan sanksi dan lain 

sebagainya. Berbagai macam kewenangan gubernur tersebut dapat 

mempengaruhi pelaksanaan peinerintahan daerah kabupatedkota. Dengan 

demikian, terlihat logis jika kemandirian dan keleluasaan pemerintahan daerah 

kabupaten'kota sepenuhnya akan ditentukan oleh pemerintahan provinsi. 

Apalagi dalam ketentuan pr ig  iain pernerintah daerah digariskan untuk 

mematuhi standar, norma, prosedur, dan criteria yang ditetapkan oleh 

pemerintah pusat. 

UU No. 23 Tahun 2014 memberikan perubahan yang cukup fundamen 

terhadap hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah. 

Terlebih lagi jika mencermati konstruksi undang-undang tersebut terlihat 

pergeseran dari arah desentralistik ke arah resentralistik. Bahkan titik berat 

otonomi yang semula berada pada daerah kabupatedko ta, kini dengan 

semangat UU No. 23 Tahun 2014 dialihkan atau digeser ke daerah provinsi. 

Konsekuensinya, daerah kabupatedkota yang semula mempunyai 

- kewenangan dibidang urusan tertentu misalnya Energi dan Sumber Daya 

37"e~pan Heryansyah, Pergesernn.. . op. cit., hlm 41 4-1 15. Terkait dengan kewenangan 
gubernur lihat Pasd 91 UU No. 23 Tahm 20 14 tentaog Pemerintahan Daerah 



- -- 
- 

Mineral, Kehutanan dail Kelautzin dan lain-lain, yang notabenennya urusan 

tersebut menjadi suinber pendapatan daerah kabupatedkota untuk menopang 

pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kini 

kewenangan tersebut didistribusikan atau dibagi antara Pemerintah Pusat dan 

pemerintahan daerah provinsi. 

Pergeseran dari arah desentralistik ke arah resentralistik dapat dilihat 

dari beberapa substansi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Menurut Despan Heryansyah, ada delapan poin yang dapat dijadikan indicator 

untuk memastikan bahwa ada indikasi pengembalian model pemerintahan 

sentralistis sebagaimana pemah diterapkan pada masa pemerintahan orde baru, 

d i a ~ ~ t o r a n ~ a : ~ ~ "  

a. Pelaksanaan Lirusai pemerint~haz konkuren yar~g menjadi kewenangan 

pemerintahan daerah hams berpedoman pada norrna, prosedur dan criteria 

yang dibuat oleh pemerintahan pusat terlebih dahulu. Jika demikian 

halnya, maka sesungguhnya dimana hakikat otonomi daerah dalam 

undang-undang ini? 

b. Banyaknya kebijakar, yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

namun hams mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat; 

c. Pelaksanaali dekonsentrasi tidak hanya sampai pada tingkat pemerintahan 

provinsi, melainkan juga sampai pada tingkat kabupatedkota; 

d. Wilayah administrasi tidak hanya pemerintah daerah provinsi, namun juga 

- pemerintah kabupatedkota; 



e. Pengawasan yang begitu ketat oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah 

daerah, bahkan pemerintah daerah hams meinberikan laporan 

pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atas urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangannya; 

f. Pembatalan Perda yang dilakukan pemerintah pusat, yang bahkan perda- 

perda tertentu seperti APBD, hams terlebih dahulu mendapatkan 

persetujuan dari pemerintah pusat; 

g. Kewenangan pemerintah pusat untuk menjatuhkan sanksi kepada 

pemerintahan daerah, baik sanksi administratsi, pembinaan, 

pemberhentian sementara dan lain sebagainya; 

h. Kewenangan pemerintah pusat untuk dapat memberhentikan kepala daerah 

dari masa jabatannya jika bertindak tidak sejalan dengan kebijakan 

Presiden. 

3. Ketatnya Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah 

Daerah 

Sistem pengawasan juga menentukan kemandirian satuan otonomi. 

Untuk menghindari agar pengawasan tidak melemahkan otonomi, maka 

sistem pengawasan ditentukan secara spesifik baik lingkup maupun tata cara 

pelaksanaannya. Karena itu hal-ha1 seperti memberlakukan prinsip 

"pengawasan umum" pada satuan otonomi dapat mempengaruhi dan 

membatasi kemandirian daerah. Makin banyak dan intensif pengawasan 

makin sempit kemandirian daerah. Makin sempit kemandirian daerah makin 

terbatas otonomi. Begitu juga sebaiiknya, ticia- 



yang sama sekali ineniadakan pengawasan. Kebebasan berotonomi dan 

pengawasan inerupakan dua sisi dalam satu lembaran dalam berotonomi 

untuk menjaga keseimbangan bandul antara kecenderungan desentralisasi dan 

sentralisasi yang dapat berayun dengan berlebihan.381 

Jika ln encerrnati berbagai pengaturan yang mengatur tentang 

pengawasan pusat terhadap daerah, maka terdapat beragam konsep yang telah 

diimplementasikan tergantung dinamika politik yang berkembang atau 

kebijakan pemerintah pusat dalam membangun sistem pengawasan itu 

sendiri. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari beberapa pengaturan yang 

selalu saja berubah dari waktu ke waktu. Pasca reformasi, pengawasan pusat 

terhadap daerah dintegrasikan dalam UU No. 22 Taliun 1999, kemudian 

dirubah mei~jadi UU No. 32 Tahun 2004 tsntang Pemerintahan Dzerah. 

Dalam pcrkembangannya, UU No. 32 T a h n  2004 mengalami banyak 

kelemahan sehingga dipandang perlu untuk dirubah kembali sebagai upaya 

pencarian konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih ideal. 

Dengan demikian, ditetapkanlah UU 1Vo. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

UU NG. 22 Tahun 1999 hanya mengandalkan pengawasan represif 

dalam rangka mengontrol jalannnya pemerintahan di daerah dan rneniadakan 

pengawasan preventif yang semula diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Hal ini mungkin dipengaruhi 

381 Bagir Manan, Menyongsong. ..op. cit.,hlm 39. 






























